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BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No0.1386, 2015

ANRI. APBN. Petunjuk Pelaksanaan.

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat

NEGARA

PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa dalam rangka mewujudkan good governance
dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka
pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan
secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada kinerja;

bahwa untuk mewujudkan kesamaan pemahaman dan
implementasi terhadap peraturan perundang-
undangan dalam pelaksanaan anggaran bagi para
pengelola anggaran di lingkungan Arsip Nasional
Republik Indonesia, perlu menetapkan petunjuk
pelaksanaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara pada Arsip Nasional
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5069) sebagaimana telah tiga kali diubah
terakhir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009,
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5069);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang
Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan
Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5174);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2014 tentang
Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Arsip Nasional Nasional Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4553);

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013;

Keputusan Presiden Nomor 136/M Tahun 2013
tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia,;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor

113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan
Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara,;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
212/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penatausahaan
dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
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Bendahara Kementerian Negara/
Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Lembaga Pemerintah Pusat;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 Tentang
Perjalanan Dinas Luar Negeri Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan  Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 22/PMK.05/2014;

23. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK

INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke Kas Negara.
Pengeluaran Negara adalah uang yang keluar dari Kas Negara.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan
oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, untuk
menampung seluruh Penerimaan Negara dan membayar seluruh
Pengeluaran Negara.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya.
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Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah
dan/atau kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang Dberlaku,
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan
dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik
tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam
bentuk/corak apa pun.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam bentuk barang/jasa.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA
adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai
acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI
adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang meliputi satuan
kerja ANRI Jakarta dan UPT Balai Arsip Tsunami Aceh.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran ANRI.

Kuasa Pengguna Anggaran Yyang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada
ANRI.

Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur
Kementerian Negara/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum
Negara.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat
KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian
fungsi Kuasa BUN.

Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah unit organisasi
lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah
Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga
dan memiliki kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran.
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Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban APBN.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya
disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran
dan menerbitkan perintah pembayaran.

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara
dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian
Negara/Lembaga.

Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP
adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran
untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna
kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara
sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan
oleh undang-undang.

Pejabat Lainnya adalah pejabat yang diangkat berdasarkan Undang-
Undang selain Pejabat Negara.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya
disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan
tanggungjawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan
oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk
menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh
pengeluaran negara.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP
adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari

pajak.
Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka
pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian
Negara/Lembaga.
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Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka
kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker
atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak
mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah
pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara
Pengeluaran/penerimaan hak lainnya atas dasar perjanjian kerja,
surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya
melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah
uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk
kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu
UP yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat PTUP adalah pertanggungjawaban atas TUP.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan
pembayaran tagihan kepada negara.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat
SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka
pembayaran tagihan kepada penerimaan hak/Bendahara
Pengeluaran.

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang
berisi permintaan pembayaran UP.

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPP-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PPK, yang berisi permintaan pembayaran TUP.

Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPP-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PPK, yang berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali
pembayaran UP.

Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil
yang selanjutnya disingkat SPP-GUP Nihil adalah dokumen yang
diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban UP.

Surat Permintaan Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang
Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-PTUP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan
pertanggungjawaban atas TUP.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana yang
bersumber dari DIPA.
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Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-
LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan
dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan
kepada penerimaan hak/Bendahara Pengeluaran.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan PP-SPM untuk mencairkan
UP.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-TUP adalah dokumen yang diterbitkan
PPSPM untuk mencairkan TUP.

Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-GUP adalah dokumen yang diterbitkan PP-
SPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk
menggantikan UP yang telah dipakai.

Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang
selanjutnya disingkat SPM-GUP Nihil adalah dokumen yang
diterbitkan PP-SPM sebagai pertanggungjawaban UP yang membebani
DIPA.

Surat Perintah Membayar Pertanggungjawaban Tambahan Uang
Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-PTUP adalah dokumen
yang diterbitkan PP-SPM sebagai pertanggungjawaban atas TUP yang
membebani DIPA.

Bagan Akun Standar (BAS) adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi
terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai
pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran,
dan pelaporan keuangan pemerintah.

Perkiraan Penarikan Dana adalah daftar perkiraan kebutuhan dana
untuk melaksanakan kegiatan yang dibuat oleh kantor/satuan kerja
dan disampaikan ke KPPN untuk periode tertentu dalam rangka
pelaksanaan APBN.

Perkiraan Pencairan Dana adalah rekapitulasi perkiraan penarikan
dana dari kantor/satuan kerja yang dibuat oleh KPPN dalam periode
tertentu.

Hak tagih adalah hak yang timbul akibat dari penerimaan hak telah
memenuhi kewajibannya yang dinyatakan dalam berita acara atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Penerimaan Hak adalah pejabat negara/pegawai negeri/pihak
ketiga/pihak lain yang berhak menerima pembayaran atas
pelaksanaan kegiatan/tugas yang membebani APBN.

Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip
data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan
digital.
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Surat Setoran Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat SSBP/Surat
Setoran Pengembalian Belanja yang selanjutnya disingkat SSPB/Surat
Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP yang dinyatakan sah
adalah SSBP/SSPB/SSP yang telah mendapat Nomor Transaksi
Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN dan Nomor
Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB Nomor Transaksi Pos
yang selanjutnya disingkat NTP Nomor Penerimaan Potongan yang
selanjutnya disingkat NPP kecuali ditetapkan lain.

Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas ke luar
tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia
untuk kepentingan negara.

Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas
kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang
dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan
semula di dalam negeri.

Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam
rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai
negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.

Pelaksana SPD adalah pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai
tidak tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.

Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi
negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun
1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-
Undang.

Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau
diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka
waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan
pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih
dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.

Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas
yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang
berlaku.
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Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri
oleh Kementerian/Lembaga/Satuan kerja sebagai penanggung jawab
anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat.
Kontraktual adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana
pekerjaannya dilakukan oleh pihak ketigaZ/rekanan melalui
kontrak/perjanjian.

Pasal 2
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara pada Arsip Nasional Republik Indonesia disusun dengan
maksud dalam rangka mewujudkan pelaksanaan keuangan yang
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil/Kkinerja.
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara pada Arsip Nasional Republik Indonesia bertujuan sebagai
panduan dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dan kegiatan
seluruh  unit kerja di lingkungan ANRI sehingga dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 3
Ruang Lingkup Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara pada Arsip Nasional Republik
Indonesia terdiri dari:
a. Sistem Penganggaran,;
b. Pengelola APBN ANRI;
c. Mekanisme Pelaksanaan APBN ANRI; dan
d. Pertanggungjawaban dan Pelaporan.
Ketentuan mengenai Teknik Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara pada Arsip Nasional Republik
Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 4

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara pada Arsip Nasional Republik Indonesia berlaku bagi satuan kerja
di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan Balai Arsip Tsunami
Aceh.

Pasal 5

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
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Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2015
KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUSTARI IRAWAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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BAE 1
SISTEM PENGANGOARAN

1. Organisasi dan Bagian Anggaran
Unit Organisasi pada ANE] dengan kode (01) yaitu ANE] dengan Bagian
Anggaran (087) dan kode Satuan Kerja ANRI Jakarta [(450448) serta Balai
Arsip Tsunami Aceh (681464). Selanjutnya dalam pencapajan program dan
kegiatannya ANE] dibagi dalam tingkat Eselon | dan Eselon 11 :

a. ANRlI melaksanakan rencana strategis (Renstra) dan rencana  Rerja
(Fenja) dan menghasilkan ouwfceme ANRI Deserta indikator kinerja
utama;

h. Renstra dijabarkan dalam program vang menjadi tangpung jawab Unirt
Eselon | ANE] dan menghasilkan outcome program;

. Selanjuimya program dijabarkan dalam kegiatan-Kegiatan vang menjadi
tanggung jawab Unit Eselon [I-nyva dan menghasilkan output kegiatan
beserta indikator kinerja.

2. Fungsi dan Subfungsi

Dalam  penganggarannya ANRE] termasuk dalam fungsic (01) Pelayanan
Umum, dengan subfungsi: (01) Lembaga Ekselntif dan Legislatif, Masalah
IKeuangan dan Fiskal serta Urusan Luar Negeri.

3. Program
Program Masional vang terdapat pada ANRE] meliputi 3 (tiga) program, yaitu:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
ANEI (kode 01);

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparanoe ANRD (kode 02),
dan;

. Program Penyvelenggaraan Kearsipan Nasional (kode 06),

4. Kegiatan ANEI

ANEI memiliki 20 {dua puluh) kegiatan vang meliputi:

a. peningkatan Layanan Hukum, Pembinaan Organisasi  dan
Ketatalaksanaan, dan Pengelolaan Pegawai di  Lingkungan ANEI
(kode 3614);

b. peningkatan Keoordinasi Penyvusunan Program dan Anggaran, Evaluasi
dan Pelaporan, Ketatausahaan Pimpinan Serta Hubungan Masyvarakat di
Lingkungan ANEI [3613);

c. pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Anggaran Serta Pelayanan
Penunjang Pelaksanaan Tugas ANEI (kode 3616);
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d. pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur ANEI (kode 3617);

e, pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana di
lingkungan ANRI (kode 3618);

f. pelaksanaan Akreditasi dan Profesi Kearsipan (kode 3G19);

g. penilaian dan Akuisisi Arsip (kode 3620,

h. pembinaan Kearsipan Pusat {(kode 3622);

i. pemanfaatan Arsip (kode 3G23);

j- pengelahan Acsip Statis (kode 3624);

k. preservasi Kearsipan (kode 36235);

l. peningkatan  Jasa  Sistem dan Pembenahan, Penyimpanan, dan
Perawatan Arsip [kode 3626),

m. pendidikan dan Pelatihan Kearsipan (kode 3627);

n. peningkatan  Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional
(kode 3629).

o. pelaksanaan Akreditasi Kearsipan (5356G);

P pelaksanaan Bimbingan 8DM Kearsipan dan Sertifikasi (5357);

. pembinaan Kearsipan Dacrah [ (3358);

r. pembinaan Kearsipan Dacrah 11 (3359);

s. penyelenggaraan Sistemn dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional
(3360); dan

L. pengelolaan Data dan Teknologi Informasi dan Komunikasi ANRD (5361).

3. Jenis Belanja
ANEI melaksanakan 3 (tiga) jenis belanja yaitu:
a. belanja pegawai (kode 51);
b. belanja barang (kode 52); dan
c. belanja modal (Kode 53).

G, Prinzip Penganggaran
a. Swakelola
Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang direncanakan akan

dilakukan secara swakelola, dirinci menurut jenis belanja yang sesuai.

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yvang sifatnya non fisik dan
menggunakan jenis Belanja Barang.

Contoh:

1] Kegiatan Diklat Teknis PN3, dengan rincian akun belanja sebagai
berikut:

a) Honorarium untuk narasumber/pakar/praktisi dimasukkan
dalam Akun Belanja Jasa Profesi (322131);

bl Honorarium untuk Tim Teknis Pelaksana RKegiatan vyang
menunjang secara  langsung dalam  pencapaian  output
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dimasukkan dalam Akun Barang Non Operasional (kelompok
Akun 3212}, belanja honor vang terkait dangan output kegiatan
{Akun 521213);

¢] Bahan pendukung kegiatan (vang habis pakai} dalam rangka
pelaksanaan  kegiatan meliputi  konsumsifbahan  makanan,
bahan cetakan, spanduk, dan fotokopl dimasukan dalam Aloun
Belanja Bahan (Akun 521211); dan

d] Perjalanan Dinas memanggil/memulangkan peserta  diklat
mastik dalam Alkun Belanja Perjalanan Lainnya [Akun 524 119)

1) Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang sifamya  fisik
dimasukkan dalam Belanja Modal.
Belanja Modal Tanah dibagi menjadi Belanja Modal Tanah,
Belanja Modal Pembebasan Tanah, Belanja Modal Pembayaran
Honor Tim Tanah, Belanja Modal Pembuat Sertifikat Tanal,
Belanja Modal BHiaya Pengurukan Tanah, dan Pembuatan
Sertifikat Tanah, Belanja Modal Pengukuran Tanah dan
Pematangan Tanah, Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanali,

rincian  tersebut sama untuk semua Belanja Modal sesuai
ketentuan pada BAS.

b. Kontralktual

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang direncanakan akan
dilakukan secara kontrakmal dimasukkan pada sam jenis belanja yvang
sesuAi.

7. Kegiatan
a. Regiatan yvang dibatasi
1) Kegiatan/sub  kegiatan vang dibatasi adalah  kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:

a) Penyelenggaraan  rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan,
lokakarva, peresmian kantor dan sejenisnya, di laksanakan pada
hal-hal vang sangat penting dan dilakokan sesederhana mungkin
dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas ruang kantor serta
memanfaatlcan fasilitas kantor Instansi laing

b} Perjalanan dinas;
¢) Pengadaan barang/jasa baru sesuai kebutuhan;

d} Pemasangan telepon baru, kecuali untuk satker yvang belum ada
sama sekali;

e} Publikasi advertorial vang menggunakan biaya tinggi;

fi Pembangunan gedung barn yvang sifatnya  tidak langsung
menunjang untuk pelaksanaan tupoksi (antara lain: mess, wisma,
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rumah dinas/rumah jabatan, gedung pertemuan), kecuali untuk
gedung yvang bersifat pelayanan wmum (seperti rumah sakit, pos
penjagaan), dan gedung/bangunan khusus (antara laim
laboratorium, gudang, gedung depo arsip);

g) Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan fungsional
seperti:
{1) Kendaraan mobil Layanan Sadar Arsip dan  kendaraan
pendukung;

(2) Kendaraan roda dua untuk petugas lapangan;

(3) Pengadaan keiklaraan bermotor untuk satker baru vang
sudah ada ketetapan Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi

dilakukan secara bertahap sesuai dana vang tersedia;

{4) Penggantian kendaraan operasional yang benar-benar rusak
berat sehingga secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi;

(5) Penggantian kendaraan yang rusak berat secara ekonomis
memerlikan  hiava pemeliharaan yvang  besar  untuk
selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris dan tdak
diperbolehkan dialokasikan biayva pemelibaraannya {didukung
oleh berita acara penghapusan pelelangan); dan

(6) Kendaraan roda 4 dan atan roda & antuk Keperluan antar
jemput pegawai dapat dialokasikan secara sangat selektf,
Usulan pengadaan kendaraan bermotor memperhatikan asas
efisiensi dan kepatutan.

b. Kegiatan yvang Tidak Diperkenankan
Kegiatan/subkegiatan yang tidak dapat diakomodasi diantaranya
sebagai berikut;
1) Perayaan atau peringatan hari besar, hari rayva dan hari ulang
tahun lembaga;

2) Pemberian uacapan  selamat, hadiah/tanda oata, karangan
bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa,

3] Pesta uniuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga;
4] Pengeluaran lain-lain untuk Kegiatan/keperluan sejenis/serupa
dengan vang tersebut di atas;

3 Kegiatan yvang memerlnkan dasar bukoam bemupa Peraturan
Pemerintah/Peraturan Presiden, namun pada saal penelaahan
FEA-KL belum ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah/ Peraturan Presiden.
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8. Jenis Belanja

Jenis-jenis belanja vang digunakan dalam EAB ANEKI adalah sebagai
berikut:

a. Belanja Pegawai (31)

Pengeluaran vang merupakan kompensasi dalam bentuk uvang
maupun barang vang diberikan kepada pegawai pemerintah [pejabat
negara, pegawal negeri sipil, dan pegawai yvang dipekerjakan oleh
pemerintah yang belum berstatus PNS) yang bertugas di dalam
maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
dilaksanakan, kecuali pekerjaan  vang  berkaitan  dengan
pembentukan modal danfatan Kegiatan yang mempunyai output
dalam kategori belanja barang, Akun-akun dalam Belanja Pegawai
terdiri dari:
1) Gaji PNS (51111}
Perhitungan gaji dan tunjangan didasarkan atas hitungan dalam
aplikasi Belanja Pegawai pada masing-masing RKantor/Satuan
Eerja,  Selanjutnya hasil  perhitungan  berdasarkan  program

aplikasi belanja  pegawai tlersebut  sebagal masukan  dalam
perhitungan Belanja Pegawai.

2] Uang Lembur (512211

Penyvediaan dana untuk wang lembur berdasarkan taril yvang
ditetapkan Menteri Keuangan, dengan perhitungan maksimal
1002 dari alokasi uang lembur vang tercantum dalam DIPA.

3] Tunjangan Khasus/Regiatan (512411)

Penyediaan dana unituk  pembayaran  tunjangan  khusus/
kegiatan dan pembiavaan kegiatan lainova di dalam  negeri
sesual ketentuan yang berlaku,

4) Uang Makan PNS (511 129)

Boesaran pengeluaran untuk nang makan PNS per har kerja
per PNS diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan,

L. Belanja Barang [52)

Belanja barang adalah pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
Eegiatan untuk menghasilkan barang/jasa.

Belanja Barang dapat dibedakan menjadi  belanja  barang
[operasional dan non operasional] dan Jasa, Belanja Pemeliharaan,
serta Belanja Perjalanan Dinas.

Akun vang termasuk Belanja Barang terdiri atas:
1) Belanja Barang Operasional (32111)

Pengeluaran-pengeluaran  vang termasuk dalam  Eriteria  ini
adalah belanja harang operasiomal, antara lain :
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a) Keperluan perkantoran (S21111);

Pengeluaran untuk  membiayvai  keperluan  sehari-hari
perkantoran vang secara langsung menunjang kegiatan
operasional Kementerian,/ Lembaga terdiri dari:

(1) Satuan biava vang dikaitkan dengan jumlah pegawai
yvaitu pengadaan barang vang habis pakai antara lain
pembelian alat-alat tulis, barang cetak, alat-alat rumah
tangga, langganan surat kabar/beritafmajalah, biaya
minum,; makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan
Tamit

(2) Batuan biava yvang tdak dikaitkan dengan jumlah
pegawai antara  lain satpam/pengamanan  kantor,
cleantng service, sopir, tenaga lepas (vang dipekerjakan
secara  kontraktual), telex, internet, pengurusan
penggantian  sertifikat vang hilang, pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan.

(3) Pengeluamn untuk membiaval pengadaan/ pengeantian
inventaris yang berhubungan dengan penvelenggaraan
administrasi kantor/satker dibawah nilai kapitalisasi.

{4} Pembelian buku cek/giro bilvet dan materai,
b] Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh (521113);

Untuk mem biayai pengadaan bahan
makanan/minuman/obhat-obatan  yang diperlukan dalam
menunjang pelaksanaan kegiatan  operasional kepada
pegawai.

] Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (321114);

Untuk membiayai pengiriman surat menyurat dalam rangka
kedinasan.

d) Honorarium Operasional Satuan Kerja (3211135);

Honor ini merpakan honor yvang menunjang  kegiatan
operasional satker dan pembayaran honornyva dilakukan
secara ferus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun

anggaran seperti honor pejabat kuasa pengguna anggaran,
honor pejabat pembuat kemitmen, honor pejabat penguji SFP

dan penandatangan 3PM, honor bendahara
pengeluaran/ pemegang uang muka, honor stafl  pengelola
keuangan, honor pengelola PNBP, dan honor Tim  SAl
(pengelola SAK dan SIMAK-BMN).

e) Belanja Barang Operasional Lainnya (5211 19);

Belanja untuk membiavai pengadaan barang yang tidak
ditampung dalam mata anggaran 321111, 321112, 521113,
321114, 521115 dalam rangka kegiatan operasional. Belanja
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ini dapat digunakan untuk belanja bantuan transport dalam
kota dalam rangka kegiatan operasional satker.

I} Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (5321811},

Digunakan untuk  mencatat  belanja barang  vang
menghasilkan persediaan berupa barang konsumsi seperti:
ATR, bahan cetakan, alat-alat mamah tangga dll.

2] Belanja Barang Non Operasional {32121)

Pengeluaran vang digunakan untik membiayal kegiatan non
operasional dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan satuan
kerja.

Pengeluaran-pengeluaran vang termasuk dalam  kriteria  ini,
antara lain:

a) Belanja Bahan [521211);

Digunakan untuk pembayaran bisya bahan  pendukung
kegiatan (habis pakai) seperti : Konsumsi, bahan cetakan,
dokumentasi, spanduk, fotokopi vang diperlukan dalam
pelaksanaan  kegiatan non operasional seperti  pameran,
seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain-lain yvang
terkait langsung dengan output suatu kegiatan.

b] Belanja Barang Transito (521213);

Digunakan untuk pengeluaran pembelanjaan belanja barang
pada satuan kerja vang baru dibentuk/ UPT.

c] Belanja Honor Output Kegiatan (53212 13);

Honor tidak tetap vang dibayvarkan kepada pegawal negeri
atau non pegawai vang diberi tugas untuk melaksanalkan
kegiatan berdasarkan  surat  keputusan Presiden/
Menterif Pejabat  Eselon [/KPA. Pemberian honor terkait
dengan output seperti: honor tim pelaksana kegiatan; honor
pejabat/panitia - pengadaan  barang/jasa, honor panitia
pemeriksa/penerimaan barang/jasa, untuk pengadaan vang
tidak menghasilkan aset tetap/aset lainnya.

Honorarivim Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan
kepada pegawai negeri/non pegawai negeri vang diberi tugas
untuk melaksanakan kegiatan administratil vang berfungsi
untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Jumlah
sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh)
orang. Keikutsertaan pejabat negara/pegawai negeri dalam
tim pelaksana kegiatan/tim sekretariat diatur lebibh lanjurt
dalam Standar Biayva Masukan Tahun berkenaan.
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Honorarium Panitia Seminar/Rakor/Sosialisasi/ Diseminasif
Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis dapat diberilkan
kepada pegawal negeri yang diberi tugas sebagai panitia,
sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan
berasal dari IREEET lingkup Lt eselon [
penvelenggara/masvarakat, Jumlah panitia maksimal 10%
(sepuluh persen) dar jumlah peserta.

d] Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219);

Digunakan untuk pengeluaran vang tidak ditampung dalam
akun 521211, 521212 dan 521213, Dapat digunakan untuk
belanja bantuan transpoert dalam kota dalam rangka kegiatan
non operasional satker termasuk uang saku dan paket rapat
(kontrakiual), biava-biaya crash program, pemberian
beasiswa kepada pegawai dilingkup K/L atau diluar lingkup
satker,

3) Belanja Jasa (5221)

Pengeluaran-pengeluaran  untuk  langpanan dayva dan  jasa
beserta denda keterlambatannya (jika ada) berupa: langganarn
listrik (522111), langganan telepon [322112), langganan air
(922113) dan langganan daya dan jasa lainnya (52211%9) serta
dapat digunakan untuk belanja Jasa Pos dan Gire (S522121),
belanja jasa honsultan (522131) secara kontraktual termasuk
jasa pengacara yang cutputnya tidak menghasilkan aset lainnya,
belanja sewa (522141), belanja jasa profesi (522151) untuk
pembayaran honor narasumber, pembicara, praktisi, pakar yvang
memberikan  informasi/pengetabuan  kepada pegawal negeri
lainnya/masyarakat. Honor narasumber pegawai negerl yvang
berasal dari luar lingkup eselon [ penyelenggara maupun berasal
dari lingkup esclon | penvelenggara scpanjang peserta yvang
menjadi sasaran utama Kegiatan berasal dari lnar lingkup unit
eselon | penvelenggara.

Belanja jasa lainnya (522 191) digunakan pembayaran jasa vang
tidak ditampung pada akun 322111, 5322121, 522131, 522141
dan 522151.

4] Belanja Pemeliharaan (5231)

Belanja Pemelibaraan dilaksanakan sesoai standar biava uoam
dalam rangka mempertahankan aset fetap atau asel tetap
lainnya yang sudah mda ke dalam kondisi normal tanpa
memperhatikan  besar kecilnya  jumlah  belanja.  Belanja
Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan gedung dan
bangunan (523111) digunakan dalam rangka mempertahankan
gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang
dari atan sampai dengan 2%, dan pemeliharaan halaman/taman
gedung/kantor agar berada dalam  kKondisi normal ;| antok
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mencatal belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa
bahan untuk pemelibaraan gedung dan bangunan digunakan
belanja barang persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan
{523112), pemelibaraan gedung dan bangunan lainnya (523119)
dapat berupa pemelibarasn mmah dinas dan romah jabatan
vang erat Kaitannva dengan pelaksanaan tugas para pejabat;
pemeliharaan peralatan dan mesin (523121); belanja bahan
bakar minvak dan pelumas (BMP] dan pelumas khusus non
Pertamina (323122); untuk mencatat belanja barang vang
menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemelibharaan
peralatan dan mesin digunakan belanja barang  persediaan
pemeliharaan  peralatan dan mesin (523123); pemeliharaan
peralatan dan mesin lainnya (523129); pemelibaraan jalan dan
jembatan (52313 1), pemelibaraan irigasi (5231.32); pemeliharaan
jaringan  [523133); untuk mencatat belanja barang yvang
menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemelibaraan
jalan dan jembatan digunakan belanja barang persediaan
pemeliharaan jalan dan jembatan (523134); untuk mencatat
belanja barang yvang menghasillcan persediaan berupa bahan
untuk pemeliharaan irigasi | digunakan  belanja  barang
persediaan  pemelibaraan  irigasi (523135); unmuk mencatat
Lelanga barang vang menghasilkan persediaan berupa bahan
untuk pemeliharaan  jaringan  digunakan belanja  barang
persediaan pemeliharaan jaringan (323136, serta pemeliharaan
lainnya (323199 yang digunakan untuk pemeliharaan aset tetap
selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan,
irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi normal termasuk
pemeliharaan tempat ibadah dan bangunan bersejarah serta
pemelinaraan atas aset lainnya yvang bukan milik entitas;, untuk
mencatal belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa
bahan untuk pemeliharaan lainnyva digunakan belanja barang
persediaan pemeliharaan lainnya (523191);

Pengeluaran-pengeluaran untuk pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas, jalan dan jembatan, kendaraan bermotor, dan
lain-lain ~ vang  berhubungan  dengan  penvelenggaraan
pemerintahan termasuk perbaikan peralatan dan sarana gedung
(sesuai standar biaya umum tabun berkenaan), yang nilainya
dibawah kapitalisasi.

Persyaratan Nilai Kapitalisasi adalah sebagai berikut:

a) untuk pengadaan peralatan dan mesin yvang nilainya di atas
Rp. 300.000,- (Hga ratus ribu mpiah) serta mempunyai nilai
manfaat lebih dari 1 [satu) tahuan;

b) untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang nilainva di atas
Ep. 10,000,000, (sepuluh juta rupiah).
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Selanjutnya untuk mencatat belanja barang vang menghasilkarn
persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan gedung dan
bangunan digunakan belanja barang persediaan pemeliharaan
gedung dan bangunan (523112), belanja bahan bakar minvak
dan pelumas (BMF) dan pelumas khusus non Pertamina
(923123), Untuk mencatat belanja barang vang menghasilkan
persediaan berupa bahan untuk pemelibaraan peralatan dan
mesin  digunakan  belanja  barang persedisan  pemeliharaan
peralatan dan mesin (523123)

5) Belanja Perjalanan (324)
Pengeluaran-pengeluaran uniuk perjalanan dinas meliputi:
a) Belanja Pegalanan Dalam Negeri (52411)

(1} Belanja Perjalanan Biasa (524111), digunakan untuk
perjalanan dinas melewati batas kota dan perjalanan
dinas pindah bagi pejabat negara, pegawai negeri dan
pegawai tidak tetap.

Perjalanan dinas biasa vang melewati batas kota kota

meliputi;

a. Pelaksanaan tugas dan fungsi vang melekat pada
jabatan;

L. Pengumandahan (Detasering);

1]

. Menempuh ujian dinas /ujian jabatan;

d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri
atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan;

e. Memperoleh pengobatan;

. Mendapatkan  pengobatan  Derdasarkan  keputusan
Majelis Penguji Keschatan Pegawai Negeri,

g Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1 /582 /53

h. Mengikuti diklat;

i, Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman
jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri vang meninggal
dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau

i Menjemputfmengantarkan ke tempat pemakaman
jenazah Pejabat Negara /Pegawai Negeri vang meninggal
dunia dari tempat kedudukan vang terakhir ke kot
tempat pemakaman.

{2) Belanja Perjalanan Tetap (524112) digunakan untuk
kegiatan pelayanan masyvarakat, seperti: tenaga penyuluh
dan jura penerang, penyvuluh agama.
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(3) Belanja Perjalanan Dinas Dalan  Kota  [524113),
pengeluaran untuk perjalanan dinas yvang dilaksanakan
di dalam kota sesuail dengan peraturan menteri keuangan
yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri
bagl pejabat negara, pegawal negeri dan pegawai tidak
tetap.

(1) Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Eota [524114),
Pengeluaran  untuk  perjalanan dinas  dalam  rangka
Kegiatan  mapat, seminar, dan  sejenisnya yvang
dilaksanakan di dalam kota satker penvelenggara dan
dibiayai seluruhnya oleh satker penvelenggara, serta yang
dilaksanakan di dalam kota satker peserta dengan biaya
perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta,
meliputi:

a) Biaya  transportasi | peserta, panitia/ moderator,
dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam
kota maupun dari luar kota;

b} Biaya paket rapat (halfday/ fullday/ fullboard);

c) Uang saku peserta, panitia/moderator  danfatau
narasumber baik yang berasal dari dalam  kota
maupun dari luar kota termasuk uang saku rapat
dalam kantor di nar jam kerja;

Biaya vang salku rapat di dalam lkantor, merupakan vang
kompensasi bagi seseorang vang melakukan kegiatan
rapat  yvang dilaksanakan di dalam  kantor sebagai
pengganti atas  pelaksanaan o sebagian  kegiatan
rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday dan
halfday). Uang saku rapat di dalam  kantor dapat
dibayarkan sepanjang rapat di dalam kantor memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

1) Dihadiri peserta dari eselon 11 lainnya fmasyarakat;

2) Dilaksanalan minimal 3 (tga) jam di luar jam kerja
pada hari kerja;

3) Tidak diberikan uang lembur dan uang makan
lembur;

4) Belum termasuk konsumsi rapat;

3) Bagi peserta  yang Dberasal dari  luar unit
penvelenggara Jdapat diberikan uang transpor dalam
kabupatenfkota sepanjang kriteria pemberian uang
transpor dalam kabupatenfkota terpenuhi;

&) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan
rapat, PA / KPA agar menempuh langkah- langkah
untuk membatasi pelaksanaan rapatfpertemuan di
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Inar kantor (fullbeard, fullday dan halfday) dengan
cara mengalihkannya dengan rapat di dalam kantor.

Uang harian danfatan biaya penginapan peserta,
panitia/moderator, danfatau narasumber yang
mengalami kesulitan transportasi.

(%) Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ([(524119),
pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam  rangka
kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya  vang
dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan
dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta vang
dilaksanakan di luar kota satker peserta dengan biava
perjalanan dinas vang ditanggung oleh satker peserta,
meliputi:

« Biaya transportasi  peserta, panitia/moderator,
dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam
kota maupun dari luar kota;

« Biaya paket meeting (fullboard);

« Uang saku peserta, panitia/moderator  dandatan
narasumber baik vang berasal dari dalam kota
maupun dari luar kota;

= Uang harian danfatau biaya penginapan peserta,
panitia/moderator, dan/ataun  narasumber  yvang
mengalami kesulitan transportasi.

Besaran nilai biaya paket meeting, vang transpor, uang
saku, dan uvang haran mengikut ketentuan yang
mengatur mengenai  standar  biaya masukan  tahun
berkenaan,

b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Megeri (32421)

Satuan Biava Uang Perjalanan Dinas luar negeri merupakan
penggantan biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatr
Sipil  Negara/TNI/POLR] dalam menjalankan perintah
perjalanan dinas diluar negeri vang dapat digunakan untak
uang  makan, transport lokal, uang saku dan uang
penginapan.

Klasifikasi perjalanan dinas luar negeri mengacu  pada
Peraturan  Menteri  Keuangan  vang  mengatur  tentang
perjalanan dinas luar negeri. Besaran uang harian bagi
negara vang tidak tercantum dalam  lampiran  perataran
menteri, merujuk pada besaran vang harian negara dimana
Perwakilan Rl bersangkutan berkedudukan.
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Besaran nilai vang perjalanan dinas luar negeri mengikuti
ketentuan yang mengatur mengenai standar hiava masulkan
tahun berkenaan.

Belanja Perjalanan dinas luar negeri terdiri atas
{1} Belanja Perjalanan Biasa — Luar Negeri (524211);
{2) Belanja Perjalanan Lainnyva — Luar Negeri (324219).

Belanja Modal (53}

Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh
atau menambah asset tetap dan asset lainnyva yang memberikan
manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan
minimal kapitalisasi asset tetap atan asset lainnya yang ditetapkan
pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional
kegiatan sehari-har satuan kerja bukan untuk dijual.

Belanja Modal meliputi:
1) Belanja Modal Tanah (531111)

Seluruh  pengeluaran  vang  dilakukan untuk  pengadaan/
pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, halik nama,
pengosongan,  penimbunan,perataan, pematangan  tanah,
pembuatan sertifikat tanah serta pengelunaran-pengeluaran lain
yvang bersifat administratil sehubungan dengan perolehan hak
dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran
gant gl sampai  tanah tersebut  siap  digunakan/ pakai
{swakelola/ kontraktual).

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111)

Pengeluaran untuk  pengadaan  peralatan dan  mesin yang
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya
pembelian, biaya pengangkutan, biava instalasi, serta biaya
langsung lainnya untuk memperoleh dan  mempersiapkan
sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Belanja penambahan nilai peralatan dan mesin (532121)
pengeluaran setelah  perelehan  peralatan dan mesin  vang
memperpanjang — masa  manfaat/umur  ekonomis,  atau
memberikan manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam
bentuk  peningkatan  kapasitas, produksi atau  peningkatan
standar kinerja, dan memenuhi batasan minimum kapitalisasi,

Pengadaan peralatan kantor vang dialokasikan pada kegiatan
tahun berjalan apabila masuk dalam nilai kapitalisasi maka
dialokasikan pada belanja modal.
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3] Belanja Modal Gedung dan Bangunan (5333111)

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai
dengan gedung dan banpgunan siap digunakan meliputi biava
pembelian atau biava konstruksi, termasuk biava pengurusan
IMB, notaris dan pajak [(kontraktual). Belanja penambahan nilai
gedung dan bangunan (533121) pengeluaran setelah perolehan
peralatan dan mesin vang memperpanjang masa manfaat /umuar
ekonomis, atau memberikan manfaat ekonomis dimasa yang
akan datang dalam bentuk peningkatan Rapasitas, produksi
atan  peningkatan standar kinerja, dan memenuhi hatasan
minimum kapitalisasi.

4)  Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (5341)

Pengeluaran untuk memperaleh jalan dan jembatan, irigasi dan
jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atan biaya
konstruksi dan biaya-biayva lain yvang dikeluarkan sampai jalan
dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam
belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian
yvang meningkatkan masa manfaat dan efisiensi jalan, jembatan,
irigasi dan jaringan.

5] Belanja Modal Lainnya (536111)
Pengeluaran yvang digunakan untuk:

a) Memperoleh aset tetap lainnyva dan aset lainnya yang tidak
dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan
dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi serta
jaringan;

b] Memperoleh aset tetap lainnya dan aset lainnya sampai
dengan siap digunakan;

] Pengadaan software, pengembangan website, pengadaan
lisensi yang memberikan manfaat lebih dar sato tahan baik
secara swakelola atan dikoentrakkan kepada pihak ketiga;

d] Pembangunan aset tetap renovasi yvang akan diserahkan
kepada entitas lain dan masih di lingkungan pemerintah
pusat. Untuk aset ietap renovasi yvang nantinya akan
diserahkan kepada entitas lain berupa gedung dan bangunan
mengikuti ketentuan batasan minimal kKapitalisasi;

e] Pengadaan/pembelian barang-barang kesenian dan koleksi
perpustakaan.
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BAB I
FENGELOLA ANGGARAN PENDAFATAN DAN BELANJA NEGAEA
ARSIP NASIONAL REFUBLIK INDONESLA (APBN ANEI)

A, PENGELOLA APEN ANRI
9. Pengelola APBN ANRI terdiri atas:
1} Pengguna Anggaran (PA);
2) kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
3) Pgjabat Pembuat Komitmen (PPK),
4} Pgjabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan 3PM (PP-SPM);
3)  Atasan Langsung Bendahara Penerimaan;
6] Bendahara Penerimaan;
7} Bendahara Pengeluaran;
8} Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPF);
9} Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai;
10) Pejabat Pengadaan;
11) Unit Layanan Pengadaan (ULP);
12} PanitiafPejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan.

10. Pengelola anggaran vang ditetapkan harus memenuhi  persyaratan
sebagai berikut:
a. Memiliki integritas, disiplin tinggi, bertanggung jawab dan memiliki
kunalifikasi teknis manajesial;

b. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki
keteladanan dalam sikap dan perilakorg

. Menandatangani pakta integritas;

d. tdak menjabat sebagai pengelola keuangan (verifikator, Pejabat
Penandatangan SPM dan Bendahara) bagi:

1. KPA;

2. PP-8PM;

3. PPK;

Bendahara Pengeluarany Bendahara Pengeluaran Pembantu,
Pejabat Pengadaan dan ULP;

Panitia/Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan.

oo R
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11. Penetapan Pengelola APBN ANEI

a. Penetapan Pengelola APBN ANR1 harus memperhatikan  prinsip
efisiensi dan akuntabel.

b, Kepala ANRID sebagai PA  menetapkan  pejabat Kuasa  Pengguna
Anggaran ANRI.

. KPA menetapkan PPE, PP-8PM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan, BPPF, Atasan Langsung Bendahara Penerimaan,
Pengelola Administrasi Ketatausahaan.

d. Dalam hal terjadi kekosongan KPA yvang disebabkan oleh mutasi
jabatan, pensiun, meninggal dunia, atau sakit vang tidak dapat
melaksanakan tugas dan cuti besar, PA dapat memunjuk dan
menetapkan pejabat lainnya sebagai KPA.

e. Dalam menetapkan Keputusan Kepala ANEI tentang Pengelola APBN
ANRI memuat naima, pangkat/ golongan dan jabatan
struktural /fungsional yvang ditetapkan dalam Reputusan Kepala
terschut.

B. PEESYARATAN UMUM DAN PERSYARATAN KHUSUS PENGELOLA APEN
ANEI

12. Persyaratan Umuim

memiliki integritas;

memiliki disiplin tinggi;

mempunyai kemampuan dalam pengelolaan keuangan;

memahami  peraturan perundang-undangan  vang  berhubungan
dengan pengelolaan dana APBN;

tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil;

tidak bermasalah dalam pengurusan/pengelolaan keuangan tahun
anggaran sebelumnya; dan

rROo TR

o

g mampu melaksanakan tugas pokok disamping tugas sebagai
Pengelola APBN ANEIL

13. Persyaratan Khusus

1. KPA sekurang-kurangnya memenuhi:
a. perddidikan paling rendah Sarjana (S1);
. golongan paling rendah IV/D;
. menduduki jabatan struktural;
d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki
keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernal terlibat KKIN;
e. memahami peraturan perundang-undangan bidang pengadaan
barang/jasa pemerintah.
2. PPK sekurang-kurangnva memenuhi:
a. pendidikan paling rendah Sarjana [(S1);
Ir. golongan paling rendah I/ Ty
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©. masa kerja minimal 2 (dua) tabun;

d. memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional dan memahsmi
peraturan dibidang keuangang

e, mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki
keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;

f. memahami peraturan perundang-undangan bidang pengadaan
barang/jasa pemerintah;

PP-8PM sekurang-kurangnya memenuhi:

a. pendidikan paling rendah Sarjana [$1);

b. golongan paling rendah [11/b;

. masa kerja minimal 2 [dua) tahun;

d. memiliki sertifikat pelatihan PPSPM;

Bendahara Penerimaan sekurang-Kurangnya memenuhi:

a. pendidikan paling rendah Sarjana (S1);

L. golongan paling rendah [0/ a;

. masa kerja minimal 2 (dua) tahun;

d. memiliki  sertifikat  pendidikan dan  pelatihan  fungsional
bendahara.

Bendahara Pengeluarmn sekurang-kurangnya memenuhi:

a. pendidikan paling rendah Sarjana (S1);

. golongan paling rendah I/ a;

. nasa Kegja minimal 2 (dua) tahon,

. memiliki  sertifikat pendidikan  dan  pelatihan  fungsional
bendahara.

BPP sekurang-kurangnyva memenuhi:

a. pendidikan paling rendah Diploma III atau yang setara;

b. golongan paling rendah [1/c;

. masa kerja minimal 2 (dua) tahun;

. memiliki sertifikat  bendahara yvang diterbitkan oleh Menteri
Reuangan atau pejabat vang ditunjuk,

PPABF sekurang- kurangnya memenuhis

a. pendidikan paling rendah SMA atan yang setara;

. golongan paling rendah 11/ ¢;

. memahami substansi yang ditugaskan.

Staf Pengelola Keuangan sekurang-kurangnya memenuhi:

a. pendidikan paling rendah Diploma Il atan vang setara;

Ir. golongan paling rendah [1/e;

. memabami substansi vang ditugaskan,

Pejabat  pengadaan, dan ULFP sekurang-kurangnya memenuhi

persyaratan  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan

bidang pengadaan barang/jasa pemerintah,

Panitia/Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan sekurang-kKurangnya
memernhi:

a. pendidikan paling rendah Diploma 11 atau vang setara;

b. golongan paling rendah [/ c;
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¢. memabami Ketentuan  peraturan  perundang-undangan  bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah.

C. TUGAS DAN KEWENANGAN PENGELOLA APEN ANREI
1. Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran (PA)

a. membuat Rencanafjadwal Pelaksanaan Kegiatan dalam 1 (satu)
tahun anggaran;

b, menstapkan Rencana Umum Pengadaan pada ANREI,

o, mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan minimal di
website ANEL

d. menetapkan Pejabat Pengadaan ANRI;

. menestapkan Panitia/Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan;

I menetapkan pemenang pada pelelangan atan  penyedia  pada
Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan
KontruksifJasa Lainnya dengan nilai diatas REpl00.000.000.000
(seratus miliar rupiah);

g menetapkan pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan
Langsung untuk paket Pengadaan Jasa kKoensultasi dengan nilai
diatas Rpl10.000.000.000 - [sepuluh miliar rupiah).

h. mengawasi pelaksanaan anggaran;

i. menyvampaikan laporan kevangan sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan;

j- menyelesaikan  perselisihan  antara  PPK dengan  ULP/Pejabat
Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan

k. mengawasi penyimpanan dan  pemelibaraan  seluruh Dokumen
Pengadaan Barang/Jasa ANEL

. dalam hal diperlukan, dapat menetapkan tm teknis; danjfatan
menetapkan tim juriftim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui
sayembara fkontes,

m. dengan pertimbangan beban Kerja atan rentang kendali organisasi,
FA menetapkan seorang atau beberapa orang KPA.

2. Tugas dan Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran
a. bertanggung jawab atas pelaksanaan, pelaporan dan pengawasarn
pengelolaan APBN pada ANREI;
b, menyusun DIPA;

e, menyusun perkiraan penarikan dana berdasarkan rencana/jadwal
pelaksanasn kegiatan;

d. mengangkat dan menetapkan, PPK, FPP-8PM, Bendahara, BEFFP,
Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan
vang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaan APBN pada
ANEI dan pada Balai Arsip Tsunami Acely;
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e. menandatangani dokumen administrasi yang berkaitan dengan
pelaksanaan pengelolaan APBN;

IL melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya satu kali dalam 1
(satu) bulan terhadap posisi keadaan kas yang berada pada
penguasaan PPK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran;

nmengumumkan rencana umum pengadaan;

2 om

. penetapan pemenang/penyedia barang/jasa untuk paket pengadaan
barangfpekerjaan kontruksifjasa lainnya diatas
Eplo0.000.000.000,- (seratus miliar mipiah) dan paket pengadaan
jasa konsultansi diatas Epl0.000.000.000,- (sepuluh miliar rapiah);
dan

i menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

FPPR mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

a, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana yvang
terdapat pada lingkungan wunit kerjanya bemdasarkan POK/DIFA,
berupa:

1. Penyusunan jadwal waktu pelaksanaan Kegiatan termasuk
rencana penarikan dananya;

2, Perhitungan kebutuhan UP/TUPR;
3. Pengusulan revisi POR/DIPA kepada KPA,

b, menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa berupa:
spesifikasi teknis, rincian HPS, rancangan kKontrak;

. menerbitkan surat penunjukan penvedia barang/jasa;

d. membuat dan menandatangani perjanjian/kontrak;

e. melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/ jasa;

. melaksanakan kegiatan swakelola,;

g. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kentrak yang

dilakukannya;
h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian, kontrak;

i. menpguji kebenaran secara materialfkeabsahan dan menandatangani
surat-surat bukt mengenai hak tagih kepada negara;

j- melaporkan pelaksanaangpenyvelesaian pengadaan barang/  jasa
kepada PAJKPA;

k. menyerahkan hasil pekerjaan  pengadaan  barang/jasa kepada
PA/KPA dengan Berita Acara Penyverahan;

. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyverapan anggaran dan
hambatan pelaksanaan pekerjaan Kepada PASREPA setiap triwalan;
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m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaarn
pengadaan barang/jasa;

n. membuat perikatan  dengan  pihak penvedia barang/jasa vang
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

o. menyiapkan, melaksanakan, dan mengendalikan perjanjian/ konirak
dengan pihak penvedia barang/jasa;

p. menyviapkan dokumen pendukung vang lengkap dan  benar,
menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM;

. menyampaikan dokumen pengadaan asli setiap kall pengadaan
kepada Kepala Bire Umum u.p. Bagian Keuangan scbagai bahan
pelaporan;

r. menvampaikan realisasi anggaran pada setiap bulannya paling
lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya kepada Kepala Biro Umum
u.p. Bagian Keuangan dan Inspektorat;

s, menyerahkan dengan berita acara serah terima atas hasil pengadaan
barangfjasa dan atau kegiatan yvang dilaksanakan kepada Kuasa
Pengguna Anggaran melalui Kepala Biro Umuonm;

t. memberitahukan secara tertulis kepada penerimaan hak untuk
mengajukan tagihan, apabila 5 (lima) hari kerja serelah timbulnya
hak tagih kepada negara penerimasn hak beluom mengajukan surat
tagilian,

1. menerima penjelasan secara tertulis atas keterlambatan pengajuan
tagihan penerimasn hak, dalam hal setelah 5 (lima) hari Kerja
penerimaan hak belum mengajukan tagilean;

v. memantan dan melaporkan penyerapan anggaran setiap triwulan
kepada pimpinan unit eselon 1 di lingkungannya;

w, melaksanakan tugas dan wewenang lainnya vang berkaitan dengan
tindakan yvang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

x. selain tugas dan kewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan
PPK dapat:

1} mengusulkan perubahan paket dan jadwal pekerjaan kepada KPA;
2) menetapkan  tim  pendukung, tim  atau  tenaga ahli pemberi

penjelasan teknis faanwijjzer] untuk membantu pelaksanaan tugas
LILEP;

J) menetapkan besaran vang muka yang akan dibavarkan Kepada
penyedia barang/jasa.

v. PPK tidak boleh merangkap sebagal pejabat penanda tangan SPM
atau Bendahara,
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FP- 5PM mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a. melakukan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya vang
lengkap dan benar;

b, melakukan pembebanan tagihan Kepada negara sesual mata anggaran
vang telah disediakan;

. membuat dan menandatangani SPM.

d. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak
penagih;
L. pihak wvang ditunjuk unmk menerima  pembavaran  (nama
orang/ perusahaan, alamat, nomor rekening dan naama bank);

2. nilai  tagihan  yang Tharus  dibavar  (Kesesuaian  dan atau
kelavakannya dengan prestasi kerja vang dicapai sesuai spesifikasi
teknis yang tercantum dalam kontrak);

3. jadwal waktu pembayvarai,

4, memeriksa pencapaian tujuan dan atan sasaran kegiatan sesuai
dengan indikator kinerja yvang tercanium dalam DIPA berkenaan
dan atau spesifikasi teknis vang sudah ditetapkan dalam kontralk.

e. meneliti kebenaran dokumen vang menjadi persyvaratan/ kelengkapan
sehubungan dengan ikatan,/ perjanjian pengadaan barang/jasa;

. meneliti tersedianya dana vang bersangkutan;

g membebankan  pengeluaran sesual dengan mata anggaran
pengeluaran vang bersangkutan,

h. memerintahkan pembavaran atas beban APBN;

i. menvimpan dan menjaga keutuhan selurmh dokumen hak tagih;

j- melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada
KPA;

k. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya vang berkaitan dengan
pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran,

Atasan Langsung Bendahara Penerimaan mempunyvai tugas dan

kewenangan sebagai berikut:

A, Membuat laporan bulanan Penerimaan dan Penggunaan PNBP untuk
disampaikan kepada KPA;

b. Membuat laporan triwulan Penerimaan dan Penggunaan PNEP untnk
disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian
lKenangan;

c. Menandatangani copy SSBP untuk disahkan dalam rangka proses
pencairan penggunaan PNBF;

d. Melakukan keordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait PNBP.
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&. Bendahara Penerimaan mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:

a. menerima, menvimpan, menvetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(FNEP) ke Kas Negara;

b, mencatat penerimaan dan  penvetoran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBF) ke dalam Buku PNBP;

. menatansahakan bukti-bukti penerimaan dan penyetoran PNEP;

d. memyusun Laporan  Penerimaan  dan Penyetoran PNBFP kepada
Kementerian Keuangan pada setiap bulannya.

7. Bendahara Pengeluaran mempunvai tugas dan kewenangan scbagai
berikut:

a, menerima, menyvimpan, menatausahakan dan membukukan uang
vang berada dalam pengelolaaanya;

b, melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPE;
o, menolak perintah pembayaran apabila tdak memenuhi persyaratan
untuk dibayvarkan;

d. melakukan pemotongan/pemungutan  penerimaan  negara dari
pembayaran yvang dilakukannya;

. menyetorkan pemotongan/ pemungutan kewajiban kepada negara ke
kas negara;

. mengelola rekening tempat penyimpanan U,

g menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala
KPPM sclaku Kuasa BUN;

b. membuat permintaan Uang Yang Harus Dipertanggungjawablkan
([UYHD) G,

i. mengajukan permintaan percairan dana (SP2D) Uang Yang Harus
Dipertanggungjawablkan (UYHD) GU kepada KPPN;

j- melakukan pengujian atas perintah pembayaran vang diajukan oleh
PP meliputi:

1. Menelit Relengkapan perintah pembayaran,

2. Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih berupa: pihak yang
ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagihan vang harus
dibayvar, jadwal wakiu pembavaran dan menguoji ketersediaan
dan vang bersangkutai;

3. Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi
teknis yvang disebutkan dalam  penerimaan barang/jasa dan
spesifikasi weknis  vang  discbutkan  dalam  dekumen
perjanjian/ kontrak;

4. Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata
anggaran pengeluaran,
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k. membuat dan mengajukan Surat Perintah Membayar (3PM) kepada
Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM;

L menyiapkan laporan pelaksanaan anggaran dan menvampaikan
secara berkala pada setiap triwulan dan saat dibutuhkan;

m. membuat pembukuan bendahara pengeluaran dengan tulis tangan
atau komputer.

n. Bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas vang
vang berada dalam pengelolaannya.

B. BPFF mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a. sebagai pembantu pelaksana Bendahara Pengeluaran;

b, menyvampaikan laporan  pertanggungjawaban  kKepada  Bendahara
Fengeluaran;

. melaksanakan mgas kebendaharaan aras vang vang berada dalam
pengelolaannyva melipurd:

L menyvelenggarakan  pembukuan  transaksi  UP. Menerma  dan
menyvimpan LIP;

2, melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan vang dananya
bersumber dari UF,;

3. melakukan pembayaran  yang dananva  bersumber dari UP
berdasarkan perintah PPK;

4, menolak perintah pembavaran apabila tidak memenuhi persyaratan
untuk dibayarkan;

3. melakukan  pemotongan/pemunguian  dari  pembavaran  yang
dilakukannya atas Kewajiban Repada negara;

6. menyetorkan pemotongan/ pemungutan kewajiban kepada negara ke
kas negara;

T, menatausahakan transalksi UR;

d. melaksanakan proses pertanggungjawaban pengelolaan anggaran unit
kerja;

e, melaksanakan  proses  pengajuan biava  Kegiatan dan pengadaan
barang/jasa vang dinsulkan masing-masing unit kerja vang berada di
bawah kedeputian/unit kerjanya;

[ melaksanakan proses pengajuan uvang muka kKerja untuk Kegiatan unit
kerjanyva  apabila  diperlukan  kepada PPK melalui  Bendahara
Pengeluaran, untuk keperluan selama satu bulan setinggi-tingginva dua
puluh juta mupiah dengan syarat dan kKetentuan vang berlaku (dilampivi
rincian kebutuhan kegiatan dan biayanya);
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g mengajukan uang muka kepada PPE/Bendahara Pengeluaran untuk
membiayai/membayar  kegiatan/pekerjaan  yang  sifatnva non LS
(Pembayaran Langsung);

h. membuat pertanggungjiawaban wang muka vang diterimanya untuk
keperluan satu bulan dan menyampaikan kepada Bagian Keuangan
paling lambat setiap tanggal 5 pada setiap bulannya, serta menyetorkan
kembali nang muka yvang tidak dipergunakan. Selama unang muka yvang
diterima belum dipertanggungjawabkan/disetor Kembali Kepada Bagian
keuangan, BPP tdak dapat mengajukan uvang muka Kembali antuk
keperluan bulan selanjutnya;

i, membuat laporan  pertanggungjawaban  bulanan  yang  disampailan
kepada Bagian Keuangan sebagai bahan penyusunan Laporan Realisasi
Anggaran ANKI;

J- membuat Pembukuan (Buku Kas Umum) dengan tulis tangan atay
komputer.

k. BPP bertanggung jawab secara pribadi atas uvang vang berada dalam
pengelolaannya.

9. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABF) memiliki
tugas dan kewenangan sebagai berikut:

a, melakukan pencatatan data Kepegawaian secara elektronik dangatau
manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib,
teratur, dan berkesinambungan;

b. melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan Kepegawaian
dan dokumen pendukung lainnya setiap pegawai pada satker yang
bersangkutan secara tertib dan teratur;

c. memproses pembuatan daftar gaji induk, gaji susulan, kekurangan
gaji, wang duka wafatftewas, terusan penghasilan/gaji, uang muka
gaji, uang lembur, uang makan, dan pembuatan Daftar Permintaan
Perhitungan Belanja Pegawai Lainnyva;

d. memproses pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran
(BKPPY;

e, memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan
Untuk mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal talin anggaran
atau setiap terjadi perubahan susunan kKeluarga,

. menvampaikan Daftar Permintaan Belanja Pegawai, ADK perubahan
data pegawai, ADK Belanja Pegawai, Daftar Perubahan Data Pegawai,
dan dokumen pendukungnya kepada PPR;

g melaksanakan  tugas-tugas  lain yvang  berhubungan  dengan
penggunaan anggaran belanja pegawai.
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10. Unit Lavanan Pengadaan (ULP) mempunyai tugas dan kewenangan
sebagai berilut:

a, menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
b, menetapkan dokumen pengadaan;
. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;

d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di websie K/L
masing-masing dan papan penguimuinan resui,

e, menilai kaalifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atan
pascakualifikasi;

I melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penawaran yang masul;

g khusus untuk Kelompok Kerja ULP ;
1. menjawab sanggahan;

2, melaksanakan dan menetapkan penyedia barang/jasa untuk
pengadaan barang/pekerjaan  Rontruksifjasa  lainnva  vang
Pernilai paling tinggi R 100,000,000,000,- (seratus miliar rapiakh)
dan  seleksi atau  pemumjukan  langsung pengadaan  jasa
konsultansi  vang  bernilai  paling  tinggl  Rp10.000.000.000
{sepuluh miliar rupiah);

3. menyampaikan hasil pemiliban dan salinan dokumen pemilihan
penvedia barang/jasa kepada PPE;

4, menyimpan dokumen asli pemilihan penyvedia barang/ jasa;

o

membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala
ULP;

h. Ehusus Pejabat Pengadaan:

1. menetapkan penvedia barang/jasa uniuk pengadaan langsung
paket pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/ jasa lainnya yang
bernilai paling tinggi Rp200.000.000,- {dua ratus juta rupiah) dan
pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi
yvang bernilai paling tinggi REp30.000.000,- (lima puluh juta
rpiah);

2. menetapkan penyedia barang/jasa untuk penunjukan langsung
dan pengadaan dengan e-purchasing;

3. menyvampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan
penvedia barang/jasa kepada PPEK;

4. menyerahkan dokumen asli pemiliban penyedia barang/jasa
kepada PA/KPA;

5. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PASKPAL

i. memberikan pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan  kegiatan
pengadaan barang/jasa kepada PAJKPA.
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j-  Dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULF/Pejabat pengadaan dapat
mengusulkan kepada PPl untuk:

1. melakukan perubahan HPS; dan/atan

2. melakukan perubahan spesifikasi teknis pekerjaarn.
k. Unit Layanan Pengadaan beranggotakan:

1. Kepala;

2. Sekretaris;

3. Smaf Pendukung; dan

4. Relompok Kerja.

. Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal minimal 3 (tiga) orang, dapat
ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan dan dapat dibantu
aanwijzer,.

m. kepala ULP memiliki tugas dan kewenangan meliputi:

memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
menyusun program kerja dan anggaran ULF;

mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan
melaporkan  apabila ada penyimpangan danfatau  indikasi
penvimpangan;

4. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang/jasa kepada kepala ANRI;

3. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya
Manusia ULF;

&, menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota kelompok
kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing kelompok kerja
ULF;

7. mengusulkan pemberhentian anggota kelompok kerja yvang
ditngaskan di ULP kepada PA/KPA, apabila terbulti melakulkan

pelanggaran peraturan perundang-undangan.

n. Kepala ULP dan anggota kelompok kerja ULF dilarang duduk sebagai:
1. PPE;
2. Pejabat penanda tangan SPM (PP SPM);
2. Bendahara; dan
4. AFIF.

. PanitiafPejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan yvang dapat dibantu oleh
tim/tenaga ahli yang ditetapkan oleh PAJKPA mempunyai tugas dan
kewenangan sebagai berikut:
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melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa
sesuai dengan ketentuan vang tercantum dalam kontrak;

menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa setelah melalui
pemeriksaan/ pengujian; dan

membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima hasil
pekerjaan.
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BAB 111
MERANISME PELAKSANAAN APBN ANRI

A, DASAR PELAKSANAAN

1. Dalam rangka pencairan dana sesuai dengan kebutuhan dan waktu
pelaksanaan kegiatan, unit kerja terkait wajib membuat jadwal
pelaksanaan kegiatan yang disusun secara periodik dalam  satu
tahun anggaran yang disahkan oleh Eselon 11 dan diketahui oleh
Eselon [ kemudian disampaikan ke Biro Umum cq. PPE bersanglkuatan
dan khusus Balai Arsip Tsunami Aceh harus melaporkan ke ANEI
Jakarta c.q. KPA.

2. Jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 249,
menjadi dasar untuk penyvusunan perkiraan penarikan dana dan
rencana umum pengadaan barang/ jasa.

a. Unit kerja vang akan mengajukan pengadaan barang/jasa/kegiatan
harus berdasarkan program kerja tahun berjalan dan tercantum
pada REKA-KL ataun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)] dan
dokumen tersebut harus dilaporkan ke KPFN dalam waktu 3 (lima)
hari setelah penandatanganan SPE/Kontrak.

4. Pengajuan pengadaan barang/jasa/kegiatan di luar program kerja
tahun berjalan dan tidak tercantum pada POK  terlebih dahula
mengajukan revisifperubahan kepada KPA tembusan Kepala Biro
Perencanaan dan Hubungan Masyarakat sesuai tata cara revisi
anggaran vang berlaku.

5. Pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negarm
hams memperhatikan prinsip:

1. hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan Kebutuhan
teknis vang disvaratkan;

2. efeltif, terarah, dan terkendali sesuai  dengan  rencana
program / kegiatan, serta fungsi setiap lembaga;

3. mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri;

4.  belanja atas beban anggaran belanja negara  dilakulkan
berdasarkan atas hak dan  buku-bukd yang sah untuk
memperoleh pembayaran,

3. jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara
merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap anggaran.

& Dalam hal pencairan dana belanja pegawai/fbarang/medal pada akhir
tabun, menyvesuaikan dengan peraturan terkait langkah-langkah
dalam menghadapi akhir tahun anggaran.
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B. PROSEDUERE PENGAJUAN PEMBIAYAAN

Dialam rangka pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja perlu membuat dan
mengajukan  rincian  anggaran  belanja  (EAB)  sebagai  alat  bantu
pelaksanaan anggaran yvang dituangkan dalam bentuk formulir pengajuan

dengan penjelasan sebagai berikut -
1. Pembiayaan Kegiatan dan Pengadaan Bahan Pendukung Kerja Yang

Anggaraniya bersumber dari Belanja Barang:

a. Alur proses pembiayaan kegiatan dan pengadaan bahan pendukung
kerja vang anggarannya berasal dari belanja barang sebagai berilout:

UNIT PENGGUNA/ UNIT PELAKSANA PEJABAT PEMBERI
PELAKSANA PENGADAAN KEGIATAN FERSETUJUAN
BARANGMASA PENCAIRAN DANA
ESELON I SEKRETARIS UTAMA
Eza:ses?juan Pe;ana-td B B TP *| KLASA FENGGUNA
elon | yvang menjadi ANCGARA
atasannya dalam bentuk ok i A
FP#BFRERE r— i
o PADA ESELON | :
ESELOM Il P PEJABAT PENGUJ| SPR
d DAN PENANDATANGAN
MemBua! usulan palaksanaan B HM B
kg giatanfoahan pendukeng L
operasional (RAB] kepeda
eselon | datam bentuk
FP2KEAREKE BAG. KEUANGAN
1
| UNITHKERJA | BEND. PENGELUARAN
Proses Pembayaran
Baryusun rencann
kegislaniabutunan bahan i
pandukung cperasional | RAB)
yang lercantum dalarm POK

PEJABAT
PENGADAAN

umT
LAYAMAN

PENGADAAN

Keterangan |

——mJur Pengajuan
- Y Alur Persetujuan Bag. Perlengkapan
Froses Koordinasi

Pancatatan adminsiras P E—
bahan pendukung kera

ganm destrinusl
Uit Unit
Fanggune Pengguna

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

2015, No.1386 42

. Unit kerja vang akan melaksanakan kegiatan dan pengadaan bahan
pendukung kerja, terlebih dahulu harus membuat usulan Rencana
Anggaran dan Biayva [RAB] dengan mengisi Formulir Pengajuan
Pembiayvaan Kegiatan (FPPK] dilengkapi Formulir Rincian Biaya
Kegiatan (FEBK) yvang ditandatangani oleh Pejabat Eselon 1 dan
disjukan kepada PPE. Pengajuan pembiavaan harus disesuaikan
dengan jadwal pelaksanaan kegiatan untuk perbulan [FP2KE dan
FEEKE) dengan format sebagai berikut:

ARSIP NASIONAL RI
JAKARTA

FORMULIR PENGAJUAN PEMBIAY AAN KEGIATAN
DAN BAHAN PENDUKUNG OPERASIONAL {(FPZKEB)

Kepada Yth, Sekretans LKama/Deputi... PRK

Dari Lnit Kesa :

Fembiayaan yang diajukan sebesar Rp.

Dengan huruf{ ... Tupiah)

Ringian bava kegiatan/barang(asa | Terampic

Liribuk Heperiuan

T
Eselon ||

Pegjabat Pembuat Kemitmen/BPP Paraf Tanggal

Dibebankan pads Alkuen

Catatan :

Paraf Tanggal
Perselujuan Sekrefaris Utama / Deputi....

Dana sebesar Rp.
Catatan -

Pertanggungfawaban uang muka paling lambat 7 (lujull) har setelah uang muka diterima
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FORMULIR RINCIAN BIAYA KEGIATAN DAN
BAHAN PENDUKUNG OPERASIONAL (FRBKB]
Tahun Anggaran
Unt Kerja
Knde Anggaran
Kegiatan !
Fagu Anggaran CRp
Wo|  JEMS DAN URAAN KEGATAN voLue  [RERCASATIR] JORAT ]\ eremanon|
1 i E] [] 5 [
JUMLAH
Jakarta, ...
Fejabat Eselon 1|
Boniimo )

c. PPK/BFP memberikan pertimbangan dari segi  pembebanan
Anggaran, Program, Kegiatan dan Akun, setelah FPPE tersebut
ditandatangani oleh pejabat eselon [T untuk mendapat persetujuan
pejabat eselon 1 yvang menjadi atasan langsungnya, Khusus Balai
Arsip Tsunami Aceh disetujui oleh PPR dan PPSPM Kepala Balai
Arsip Tsunami Aceh;

d. Pembiayvaan Kegiatan vang tidak masuk dalam program kerja dan
atau tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan [POK),
dikembalikan kepada unit kerja untuk dilakukan revisi;
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e. Pengajuan pembiayaan kegiatan (FP2KEB) vang tidak mendapat
persetijuan eselon | disampaikan kembali kepada unit kerja vang
bersangkutan;

f. Pengajuan pembiavaan kegiatan yvang terkait dengan pengadazn
bahan pendukung operasional (ATK, Bahan Kearsipan, dan lainnya)
(FP2KB) vang telah disetujui disampaikan kepada unit kerja untuk
diproses lebih lanjut oleh PPR sesual dengan sifat pengadaannya
kepada Repala Biro Umum c. Kepala Bagian Perlengkapan dan
Fumah Tangga, Khusus Balai Arsip Tsunami Aceh disetujui oleh
PPK dan PPSPM Kepala Balai Arsip Tsunami Aceh sebagai berikur:

1} Dalam hal pelaksanaan pengadasn dengan nilai karang atau
sampai  dengan Hp 200000.000,- [dua ratus juta rupiah)
dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan dan PPK;

2) Dalam hal pelaksanaan pengadaan diatas Rp200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh ULP/Kelompok Kerja dan
PP melalui proses pelelangan;

3) Setelah 8PK/Kontrak ditandatangani oleh PPK wajib melaporkan
ke KPPN melalui Bagian Keuangan dan PPSPM khusus Balai
Arsip Tsunami Aceh paling lama 35 (lima) hari kerja untuk
mendapatkan Code Autentifikasi Number (CAN). Apabila tidak
dilaporkan sebagaimana yvang ditetapkan oleh KPPN maka tidak
dapat dibayarkan.

g. Apabila usulan pembiayaan yvang telah disetujui memerlukan nang
muka kegiatan non kontrakitual, Bendahara Pengeluaran dapat
membayar/memberikan uang muka atas rekomendasi Kepala Biro
Umuim untuk nilai diatas REp 10,000,000 [sepuluh juta mpiah),- dan
yvang nilainya sampai dengan BEp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),-
oleh Kepala Bagian Keuangan sepanjang dana tersedia dalam PORK.
Khusus Balai Arsip Tsunami Aceh hams mendapat persetujuan
PPSPM /Kepala Balai Arsip Tsunami Aceh.
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Pernbisviamnl Bardog/ldass Yalg Auggacaaniys Borsuber Dan Belsags
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LINIT PELAKSANA FEJABAT PEMBERI
UNIT PENGGUNA/ PENGADAAN PERSETUJUAN
PELAKSANA BARANGIJASA PEMCAIRAN DANA
UNIT ESELON | SEKRETARIS UTAMA
Laporanftembiusan
E'E’;E:;’l-;‘ ; 'f”-:-'::";:"f'gf"‘_'” b e e ] KUASA PENGGLUNA
yang mengadl alssannya e
dalam Formulr Pengajuan prme— ANGGARAN
Barang IrmrentarsdJasa ]
FRERILN :
i
T !
. 1
UNIT ESELON NI - EEK .
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I armanat L&l an ESELM | 1 DAKW PEMAMDATAMGAN
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BIRQ LU
$
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FORMULIR RINCIAN PENGAJUAN PENGADAGN
BEARAMNG IMVEMTARISLASA (FRPPEI

HD LJEMIE QAN JUMLAH HARGA UL aH UNIT HERJM
SFPESIFIKAZI BARANG KEBUTUHAN  EATUAN FENGUELUL
INVENTARISLASS

TOTAL

Jakarka, ...
Fapaka | ssinn |

Eliasws Daddr Arsip Tswomon Aceln disetujul wleh FPIL dan FESFM
Repala Tvalal Arsip Tsunmami Aceh.

Lemudian FTTELLT diproses lebib ool seswad silal peogsolasormya

seldgal Derikil:

1) Lrlarn Ll pelaksmaldan pengsdsan dengenn nilsd kuvsaas sla
seadd deuganr Bp2o0 000 000 - fdus sles juls rupixly)
f Medlemeaninlamn olel) Pejulial Pergoadaa Jdoul FELG

21 Tralam hal pelaksanaan pengadaan diatas p2o0e00okone,- (dna
ratns juta mipiahl dilak=analan nleh VILES Kelompals Kerja dan PRE
melalui proges pelelangan;

A1 Betelah BPLEanrralk ditandatanpgani aleh FPIC wajibh melaporlcan
ke [<FFEM melalii Bacian Ketangan dan PEEPM kKhsns Balai Acsip
Terinami Acch paling luna 3 (lima] hacl kerja vntak mocodapatkan
Code  Aufentifitas]  Mumber [OARL Apabila ok dilapaockan
sebagiaimene vang  dietapkan olehe KPP waler tidak dapal
i ibayan ks,

LIPS v Ui ameasdapal parsciugoam esclon |odikemdbalilan ke

it ki,

[ Apalbils osolan pormnbisavaan vang lelaln disolujul meeneerlulodan waig

weks kegididan real koowsdaioadl, Bondateos Peogclososn dapal
e bsvarf e berilean wany ok dlds rehomendust Repala Do
U'mum untuk nilai diatas Tp IG.0HOG.0NN - [sepninh juta mpiah) dan
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_*
SPP LS
TAGIHAN
\1'//,— DOKIMER DOKITMENR DOHELMEN
FERDATKUNG PERDUEUNG PENDUKLING
'--_--""'"—._
DORUMEN
FENDUKLNG
ADK ADE

FENGEMBALIAN
TAGIHAN

< __:-II

PEHGEMBALIAN
SPPLS

Penerbitan SPP LS untuk pembavaran belanja pegawai diatur sebagai

ikt

a. Lotk pembayaran daji lodok dilengkeapt dongan e

Il Taftar Gaji, relapimlasi dafrtar gaji, dan halaman mar dafrar gaji
wang ditandatangani oleh PRI Belanja Pepawai,  Bendahara
Pocngcluaran, dan Pocmbiat attar Gajl,

A Maftar Peruhahan data pegawai vang ditandatangani Pembuat
Nattar {raji;

3] Daftar perubahan potoncan,

1] Tattar Penerimaan Gaji hersih pegawai notlke pembavaran gaji
wang dilakzanakan secara lancsung pada rekening masing-
MiasINE Pogawai;

4] Copy doliimen pendidoang poerubsahan data pegaseal saong telah

dilepalizast oleh Kepala Salker/pojala vaug berwersmg welipud
sl Bural kopuiesin (Hi] wrkail dengan penganglaian Calon
Pogavedl Mogerd, Sh Pogaws bogord, S1E Renailean skl Sural
FomTeritaloien Kerpilaarn Caji Bealoala, Keputossn Fepala ANEL
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tentang Mutasi pegawal, Keputusan HKepala ANREI tentang
menduduki jabatan, Surat Permmyataan Melaksanakan Tugas,
Surat atau Akta terkait dengan anggota keluarga vang mendapat
tunjangan, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPF),
dan Surat Keputusan vang mengakibatkan penurunan gaji seita
8K pemberian Uang Tunggn sesuai peruntukannya;

&) ADK terkait dengan perubahan data pegawai;

7] ADK  perhitungan pembayvaran Belanja Pegawal  sesuai
perubahan data pegawai; dan

8] Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21.

Untuk Pembayaran Gaji Susulan

1) Gaji susulan vang dibayarkan sebelum gaji pegawai yvang
bersangkutan masuk dalam Gaji Induk, dilengkapi dengan :

a) Daftar gaji susulan, rekapitulasi daltar gaji susulan dan
halaman Iuar daftar gaji susulan yvang ditandatangani oleh
PPABFP, Bendahara Pengeluaran dan KPA /PP

b) Daftar perubahan data pegawai yvang ditandatangani oleh
PPABP;

] Copy dokuomen pendukung perubahan data pegawai vang
telah dilegalisasi oleh RKepala Satker/pejabat yang berwenang
meliputi 8K terkait dengan pengangkatan sebagai Calon
Pepawai NegerifPegawai Negeri, Sk Mutasi Pegawai, Sk
terkait  Jabatan, Surat Pernvataan Pelantikan, Surat
Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Keterangan Untuk
Mendapatkan Tunjangan Keluarga, Surat atau Akta terkait
dengan anggota keluarga vang mendapatkan tunjangan, «an
SKPP sesuai peruntukannya;

d) ADK terkait dengan perubahan data pegawai;

] ADK  perhitungan pembavaran  Belanja  Pegawai  sesuai
perubahan data pegawai; dan

1) SSP PPh Pasal 21.

2) Gaji Susulan vang dibayarkan setelabh gaji pegawai yang
bersangkutan masuk dalam Gaji Induk, dilengkapi dengan :

a) Daftar gaji susulan, rekapitulasi daftar gaji susulan, dan
halaman luar daftar gaji susulan yang ditandatangani oleh
FPPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/FPFK;

b] Daftar perubahan data pegawai vang ditandatangani oleh
FPABP;

c] ADK terkait dengan perubahan data pegawai;

d] ADK perhitungan pembayvaran Belanja Pegawal sesuai
perubahan data pegawai; dan

e] S3P PPh Pasal 21,
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Untuk pembavaran kekurangan Gaji dilengkapi dengan :

1] Daftar Kekurangan Gaji, Rekapitulasi Daftar Kekurangan Gaji,
dan halaman luar Daftar Kekurangan Gaji yang ditandatangani
oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPE;

2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh
FPABF;

3) Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah
dilegalisasi oleh Nepala Satkerfpejabat yvang berwenang meliputi
8K  terkait denpan pengangkatan sebagal Calon  Pegawai
NegerifPegawal  MNegeri, 8K Kenaikan  Pangkat, Surat
Keputusan/Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, SK Mutasi
pegawai, 8K terkait  dengan  jabatan, Surat  Pernyataan
Melaksanakan Tugas;

4] ADK terkait dengan perubahan data pegawai;

5 ADK  perhitungan pembayaran  Belanja  Pegawai  sesuai
perubahan data pegawai; dan

@) S8P PPh Pasal 21.

Unituk pembayaran Uang Duka Watat/Tewas dilengkapi dengan:

1) Daftar Perhitungan Uang Duka Wafat/Tewas, Rekapitulasi
Daftar Uang Duka Walat/Tewas, dan halaman luar Daftar Uang
Duka Wafat/Tewas yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara
Fengeluaran, dan KPA/PPK;

2] Daftar perubahan data pegawai vang ditandatangani oleh
FPABF;

3] SK Pemberian Uang Duka Wafat/Tewas dari pejabat yang
berwenang;

4) Surat Keterangan dan Permintaan Tunjangan Kematian/Duka
Wafat/Tewas;

2] Suratl Keterangan Kematian dari Camat atan Visum dari Rumah
Sakit;

&) ADK terkait dengan perubahan data pegawai; dan

7)) ADK  perhitungan pembayaran Belanja Pegawai  sesuai
perubahan data pegawad.

Untuk pembayaran Terusan Penghasilan Gaji dilengkapi dengan :

1) Daftar Perhitungan Terusan Penghasilan Gaji, Rekapitalasi
Daftar Terusan Penghasilan Gaji dan halaman  luar Daftar
Terusan Penghasilan Gaji vang ditandatangani oleh PPABF,
EBendahara Pengeluaran, dan KPA /PFPIS;

2] Daftar Perubahan data pegawai vang ditandatangani oleh
FFABF;

3) Copy dokumen pendukung vang telah dilegalisasi oleh Kepala
Satker/pejabat  yvang berwenang berupa Surat  Kelerangan
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1] SBurat Keputusan vang menvatakan bahwa biayva vang timbul
akibat penerbitan Surat Keputusan dimaksud dibebankan pada
DIFA;

2] Daftar nominatil penerima honorarium vang memuat paling
sedikit nama orang, besaran honorarinm, NFWP masing-masing
penerima honorarium  vang ditandatangani oleh KPASPPK dan
Bendahara Pengeluaran dengan format sebagai berikut:

DAFTAR HONORARUM TIW _.
BULAN 8.0 _ #xx

POTONGAN PPH 21
HAM& GOL! JAEATAN SELAMA M ORARIE JUMLAH JUREAH TAHDA
DALAM PER
BUANG | T | BLNEGIATAM | BLMKEGIATAN 14 % | DITERIMA | TANGAN
2 H 4 -} ] 7 -] [ 10 11
- - - - ;P
2.
MengstahuiMeryetuie: dobara,  TglBin 20w
Bendahara Fangelasran Pembaniu
Pejabiat Pembust Kamitran Salanja Barng dan Modal Bandatara Peegatuaran ANRI Pata .
Mama Mama Hama
NIP. HIP. HER.

3) S8SP PPh Fasal 21 vang ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran,

4) Surat Keputusan dilampirkan pada awal pembayaran dan pada
saat terjadi perubahan Surat Keputusan; dan

5] Laporan Pelaksanaan Kegiatan / Progress report,

b, Langganan daya dan jasa dilengkapi dengan dokumen pendukung
Perupa surat tagihan penggunaan daya dan jasa yvang sal;

¢. Untuk pembayaran pengadaan  barang/jasa  yang  bersifat
kontrakiual Kuitansi LS yvang digunakan dengan formatr sebagai
berikut:
Keterangan:
(1) Diisd tahun anggaran berkenaan
{2p Diisi nomor urot kuitansif bukts pembokuan
{3 Dhisi mata anggaran vang dibebani transakasi pembayaran
(4 Diisi nama satker vang bersangkutan
{5) Dhsi jumbah gang dengan angka
() Diisi jumiah vang dengan hurof
{7h Diisi uraian pembavaran vang meliputl jumlah barangjasa dan spesifikas
tekmsiva
(8)  Diisi tempat. tangeal penerimaan uang
{2 Diisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan lapabila ada) dan
materal sesuan ketentuan
{140) Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIF pejabat pembuat komitmen serta
stempel dinas
{11) Dmsi tanda tangan, nama jelag, NIP pejabat vang berbanggpang jawalb atas
pelaksanaan kegiatan (Eselon 1)
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Th : 11k
KUITANSI'BUKTI PEMBAYARAN Momor Sukl (3]
Mats Anggaran <, .43
Sudah terrma dari ; Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
Satker ..... 47..
Jumlah Uang TRE e (3
Terbilang e o e e A e B e e
Untuk Pembayaran .. I
2.nKuasa Pengguna Anggaran TempatTgl. {(8).....
Pejabat Pembuat Komdmen Jabatan Penarima Uang
T. Tangan dan Stempel Tanda Tangan
{10} i
{Mama Jelas) Mama Jelas
MNP,
Barang/pekerjaan lersebul elah diterimafselesaikan dengan lengkap dan beaik
Pajgbat yang bartanggung jawab
T Tangan
(11] (Mama Jelas)
MIF

Perjalanan dinas diatur sebagai berikout :
1] Perjalanan dinas jabatan yang sudah dilaksanakan dilengkapi :
a) Daftar Nominatif perjalanan dinas, sebagaimana ditentukan
dalam format sebagai beriloat, dan

DAFTAR ROMINATIF PERJALANAN DINAS
KEGIATAN i (a}

SATHER : ARZIP HASIONAL REPUBLIK INDONES|A {450443)
TAHUN ANGGARAN . ... (b]

MAKIAKUN | BAFungsiiegiatan/Sub Kegistan/

Belanja
FANGKAT!
NO | NAMA | NP 0L TUJUAN TAMGEAL LAma BIAYA,
HEBERANGKATAN | PERJALANAN | [RF)
1 ;] 3 1 5 3 7 a
1.
2,
dsl
JUMLAH

Jukarta, el
Pejabat Pembug Komitmen..,. (4}

{Hama)
MEP,
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Reterangan:
) Diisi dengan nomor urut
&) Diisl dengan nama pegawai

i3 Diiisi dengan NP pegawai

(4 Diisi dengan pangkat dan golongan pegawad
i5) Diisi dengan tujuan perjalanan

(8 Diisi dengan tanggal keberangkatan

4 B Diigi dengan lame peralanan

i) Ciiss dengan jumlah biaya sehagamana vang tertulis dalam DOP
{a) Diisi dengan nama kegiatan perjalanan dinas

iby Diixi dengan mhun anggaran berkenaan

i) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dibuat daftar nominatil
fy . Diist dengan unit pejabat komitmen

Dokumen pertanggungiawaban  biava  perjalanan  dinas

jabatan sebagaimana diatur dalam  Peraturan  Menteri

Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi

pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap

terdiri dari:

{1) Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, dengan
format sebhagai berikut:

AFRSIP NASIONAL RI
JAKARTA
RINCIAM FERHITUNGAM BIAY A PERLIALANAN DINAS
Laempiran EP0 Nomar - ered A
Tanggal t o Bin,. 2o
ND PERINCEAN BIAY A JUMLAH HKETERANGAN
(B Transportasi Jakara - ........ = [ .
- Birport Tas PR Ap
7. | Uang Akoendasi . hari
@ Fp. i B s
3| UasgHaie 4 han
@ Fp - [ .
4 | DOPR:PP [ —
JUMLAH | Rp o s
Tarhilang
Telnh ditaya: ssjrmish Jakarta, . Bulan. Mx
B v Talah mmenarma jumiah usng sebasar
Fip
Bendzham Pengeluaran “ang Mene=ma,
Dseng Juigs Hima Jolyy
NP, _.... KIP.. ...
PERHITUKGAN SPD RAWPUNG
Difetapkan Ssuminh Rp
‘fang Tekh Céboyarkan Semuia Fp
Sua Kurng [ Lebiés Fip
Pejatat Pambust Komiman _.
o Jelag
2
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(2 Daftar Pengelnaran Kiil

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

¥ang barlanda tangan dibawah i -
Hama
NP
Jabatan
berdasarkan Surel Pojalanen Dinas (SPOD) langgal .o Buian,,, 2008

Momor: 2o dengan ini kami menyatakan dengan sesunggubmm bahwa

1. Blaya transport pagawa danfatau biaya penginapan df bawah @i yang tidak
dipert diperaleh bukli-buldi pengelvarenmmys, melisul

N, LURAIAN JUMLAH |
1, Transport dari dan ke Bendara! Soakama Hetla
P
@mRp. ... ApC i
2 Transpor Bandara ... PP
@Rp. .. Rp.
kmlan | Rp. -
2 Jumlet uang tersabul pada angka 1 di slas benar-benar dikeluaran umbik

pelaksanaan paqalanan dinas dmaksud dan apabda d kemudian  har
tardapal  kelebihan stas pembayaran, kami b fin uniuk menystorkan
kalabihan tersabut ke Kas Nagara.

Cemikian pemyataan inl  kare  bual  dengan  sebenamya, wunluk

dipargunakan sahagaimana mastinym
MengatahwMemetuui Jakara. ... Sulan .. e
; Fajabal NagaraFegawai
Pejabal Pembuak Komitmen .., n
yang melekukan
jparjalanan dinas,
Hama Jalns Hama Jelas
HIFL., MR,

(3) Burat Perjalanan Dinas (SPD), dengan format sebagai berikur:
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T e A
Vot
Ia

L R
et |

Foon.l b

R T

[

e Foon.l b

Fodzcawid [

[

(R B 0]

P.

H-

lod aimadis, b A amdtd W hewen
o B R T ERL R N D LI TP SEP A I
Lo e g e w0 i

PRGN

e G e ke e

ol e

e U ) el 2 ST R AT EE ol o

I
LAH

4]

1]

AR | -

frIrabninIw et KL T I
2ot felg A el

R I N TRy

(LT BT M CO O TR L M P TR Py B ERN ] FERN R Tt B

*halaman helaloang.

Ferjalorman diopay jabaloay veore beluw dilalessosbenn, diduoapicl
daftar naminatit perjalanan dinas:

Nattar nominatit ditancarangant olsh PR mang memman paling
Furang  intormaszi  mecogonai pihak vang mclaksanakan
porjitliuan divas, dan Diaya vang dipoerlokaen oniuk wesing
neasing pojittual;

IPorjalanan dinas pincdak, dilampivi dengan eokuanmen
PaTlanipgE gyl g LadiLyea perjalinim dinny piteial
schapoimag dinlor dalam Peralurom WMenlend Koeoaagan
nicnpelial porjalatan ditids dalswn nepod Dapl pojalaal egpEns
Pl e, denn pogaead Wilalds teisgs;
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Biava penginapan bagi pelaksana SPD keluar kota vang tidak
menginap di  hotel/penginapan  diberikan  30% dari biaya
penginapan sesuai biaya pada kota yang tercantum pada PME
standar biayva dan tersedia dananya pada POIG

Besaran tarif komponen perjalanan dinas mengacu pada standar
biaya masukan dan dananyva tersedia pada POIK;

Pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian negara menjadi
tanggungjawab sepenuhnya pihak-pihak yang melakukan
pemalsuan dokumen, menaikkan harga (mark wp], danfatau
perjalanan dinas rangkap;

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip

sebagai berikut;

a) Selektif, yvaitu hanyva untuk kepentingan yang sangat tinggi
dan prioritas berkaitan dengan penvelenggaraan tugas dan
Tungsi lembaga,

b] Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian
kKinerja lembags;

o] Efisiensi penggunaan belanja negara;

d] Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan
dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

Felaksanaan Prosedur Pembayaran Perjalanan Dinas.

Pembayaran pelaksanaan perjalanan dinas baik perjalanan
dinas dalam dan luar negerd, ketentuan pelaksanaannya adalah
sebagai berikut;

a) Unit kerja sebelum melakukan perjalanan dinas terlebih
dahulu mengajukan usulan pembiayaan sebapaimana diatur
pada huruf B tentang Prosedur Pengajuan Pembiayvaan
melalui PPE/BPP. Setelah  disetujui  kepada  unit  kerja
menerbitkan surat perintah melaksanakan tugas perjalanan
dinas;

b) Pejabat vang berwenang menandatangani Surat Perintah
melaksanakan tugas adalah:

{2) Kepala Arsip Nasicmal R, oleh: Kepala Arsip Nasional RI

(3) Pejabat Eselon 1, oleh : Kepala Arsip Nasional RI

(4} Pejabat Eselon I, oleh: Pejabat Eselon | vang menjadi
atasan langsungnya (Tembusan kepada Sekretaris
Utama dan Bagian Kepegawaian);

(3) Pejabat Eselon 111, IV, Pejabat fungsional dan staf
pelaksana, olelh : Kepala Biro/Direktur/Kepala Pusat
yang menjadi atasan langsungnya (Tembusan kepada
Sekretaris Utama dan Bagian Kepegawaian);
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6) Penugasan kepada Pejabat/Staf di luar unit kerjanya
terlebih dabulu meminta ijin tertulis kepada atasan
langsungnya, dan atas dasar ijin tersebut kepala unit
kerja yang memiliki | kegiatan  menerbitkan  Surat
Perintah  melalksanakan  tgas  dan pembiavasn
dibebankan pada anggaran pada unit Kerja yang
memerintahkan;

7} Khusus Balai Arsip Tsunami Aceh ditandatangani olels
Repala Balai Avsip Tsunami Aceh.

10) Surat Perintah melaksanakan migas perjalanan dinas minimal

mencantumban hal-hal sebagai berikut:

b] Pelaksana tugas,

) NIF Pelaksana tugas;

d] Waktu pelaksanaan tugas;

e] Tempat pelaksanaan tugas;

fj) Pemberi tugas.

Surat  perintah  tersebut  menjadi dasar  penerbitan 3PD
{sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1).b).(3).

11) Khusus untuk perjalanan dinas loar negeri dilengkapi dengan
Surat lzin/ Exit Permil dari Sekretariat Negara;

12) Pertanggungjawaban  perjalanan  dinas  dilengkapi  dengan
Laporan Perjalanan Dinas;

13) Pembatalan  perjalanan dinas  yvang  telah dimintakan
anggarannya dilengkapi dengan Pernyataan pembatalan dan
pembebanan  pembatalan perjalanan dinas, dengan  formsat
scbagai berikut;

SURAT PERMYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR.......

¥ang beranda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Jabatan

LUn& Organisasi

Kementerianlembaga Arsip Masional RI
menyatakan dengan sesungguhnga, batwa fugas Peraknan Dnas Jabatan atas nama

hama FERIAREEAN - |

MIPE (&)

dabatell . 0 R i

Undt Organmisasi 0 e L)

Kermenterianilembaga Arsip Nassanal R

dibatalkan atay tidak dapat dilaksanakan deebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang
cangat mendesakipenting dan tidak dapat ditunda yaitu .. [8)

Sehubungan dengan permbatalan tersebul. pelaksanaan perakanan dnas tdak dapal digantikan
ohieh pejabal/pegava negen lan
Demikian suat pamyatman ini dibuat dangan sebenarnya dan apabila dikermudian han ternyata
surat pernyataan ini tidak benar, eaya beranggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai
dengan ketertuan hukum yang berlaku
......... L]
Yang Membuat Pernyataan

it 11
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Keterangan |
] Diisi nama atasan Pelaksana 2P0, vaitu:

a, Kepala Satuan Kera untuk Perjalanan Dinas Jabatan
wang dilakukan aleh Pelaksana SPD pada Saman Kerja
berkenaan,

b, Atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan
Dinas Jabatan vang dilakukan aleh Kepala Satuan
Kerja;

c.  Pejabat Esclon I untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang
dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup esclon
Il getingiat esalon 11 berkenaan; atau

d.  Menten/Pimpinan Lembapga ) Pejabat Eselon | unibuk
Perjalanan [hnas Jabatan yang dilakukan oleh
Menteri/ Fimpinan

e, Lembaga/Pepbat Eselon 1f Pejabat Eselon 1.

[2] Diiisi MIF atasan Pelaksana SPD

51 [isl jabatan atasan Pelaksana SPD

4] Diisl nama unit organi=asi atasan Pelaksana SPD

[5] Diisi nama Pelaksana SPD

[&] Diisi WP Pelaksana SPD

7] Diisi jabatan Pelaksana SFD

8] Diisi nama unit organi=asi atasan Pelaksana SPD

[ Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas

{10 Diis: tempadt, tanggal, bulan dan tabun ditandatangan serat
i1l Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan pelaksana SPD

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BlaYA PEMBATALAN PERJALANAKN DIMAS JABATAR

MOMOR -
Yang bertanda tangan dibawah int
Mama )
I y ]
Jabatan HVEARR .
Sather Arsip Masonal R Jakarta
Kamentarian/Lembaga - Arsip Mesional R

hl'-enﬁtakan dengan mwngguhnfa. batwea Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Swrat Tugas
. tanggal ...... dan SPO Nomor.. .. tanggal ... alas nama:

Nama {4il
MIE =
Jabatan

-]
Satker Arsip Masional R Jakarta
Kementerian/Lambaga © Arsip Masional R

Dibatakan sesual dengan surat Permyataan Pembatalan Tugas Peradanan Dinas Jabatan
Momor...... tanggal...... Berkenaan dengan pembatalan tersebu, biaya transpot berupa .. (7
dan biaya penginapan yang telah tedanjur dibayarkan atas beban DIPA tidak dapat
dikembalikanirefurd (sebagianiseluruhnya) sebesar Rp.... (8) ... sehingga ditebankan pada
DIFA Marmar tanggal .. Satker. .. (5.

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebanarnya dan apabila dikermudian hari ternyata
sural peinvataan ini bdak Benar dan menimbulan kerugan negara, sava bedangung jawab
penuh den bersedia menyetorkan kerogian negara tersebut ke Kas Negara.

SN | 11,
Yang Membuat Pernyatzan
1)
Keterangan
(1] : Diisi nama PPE satuan kens yang dibebani biava perjalanan dinasmya
2] : Diisi MIP PPK satuan kerja vang dibebani biava perjalanan dinssnya
[ : Diisi pbatan PPE satuan kerja vang dibebant bisya perjalanan dinasnys
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13]

64

L el acna Felakeans SFL

11 & M4 I'rakaana 51000

Di.ei jakacan Prlakezaz 5FD

11 s s pasng dig o sbaan

Di.ei cengaz dongan jundzh capah bispsa waasp oo Can o neing xan wacg tidale capes
[ I i | el e 1 W S o314 T W M T T 1

10 & acmor LAPS, rargeal, car rama 2aman kesja wang cikchani sdays acejalaase
diassira
Liisi dengan tempat dan tanggal menandatangani sumt penyatoan
Diisi tanda tangan dan nama jelas PPE satuan kesga vang dibeband biaya perjalanan
dinasnva
Untuk Perjalanan dinas dalam kota dilengkapi dengan Formulir
Bukti Kehadiran, dengan format sebagai berilout:
Formulir Bukti Kehadiran Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan
Dalam Kota sampal dengan 8 (delapan) jam
| esahkan
Pala & Pejabatipetugas yanyg meng
Na SPO Hari Tanggal Tanda
Nama Jabatan T
angan
1 1 1
Mm@ @ @ [ @ ® | m
Keterangan :
(5 Diiss nemer unt
i Crisa nama Pelaksana SPD yang melakukan pedgalanan dinas
5
v 10051 Bian PRITESERAAN 2208 A7 3h dihas
o
& Diiisi L zanl g cikeamanigoany sz i dinas sus o i v g Lacan arm cala o Swiwl Tugas
Lol k arekia 0% 0lan () apiaby b osnucasan ednb dac sl =g ek consnpen b oian pee
tangga pelakeaaan peralanan dieas
e Diici nama pimpina - s akalpet.gac o TempalT.joan Pea anas Dinas
! Iz pabia ann parnipanes sl fielugas e Leneal L Fee ol neas
Wl Diici tzne 3 ta~gan pejzbat selac aimana dimakzud pada ancka i3] pang ditunj. k onfuk
rrens ndass ~geni bukt kehacisn pelsksanaa+ cerja a~an dinas
Apabila erdamal kelebilyag bisged poriabavan dies, maks scoors

dikemledilean kepads Beodaliea Feogelusran fEFT uotok
disetonrho ke Koy Newsnsw deiesnn meregorakan Fornoolie Soral
Setnran Pengambalian Telanja  [S&EFTT sesnal knde program,
kegiatan dan akun bhelanja paling lambat 5 (limap hari setslah
perjalanan dinas dilaksanakan.
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. MEEANISME PEMBAYARAN DENGAN UF DAN TUFP

L. UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari
Satker dan membiayvai pengeluaran yvang tidak dapat dilakukan melaloi
mekanisme Pembayaran LS,

2. UP mempakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara
Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving).

3. Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/BPF kepada 1 (satu) penerimay penyedia barang/jasa paling
banyvak schesar REp. 50.000.000G,- (ima pulnh juta rupiah) kecuali unmak
pembayvaran honomarium dan perjalanan dinas,

4. Pada setiap akhir har kerja, vang tunai yang berasal dari UP yang ada
pada Kas BFP paling banyak sebesar Hp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah].

5. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran
a. Belanja Barang;

b. Belanja Modal.

G. Pembayaran dengan UF olelh Bendahara Pengeluaran/BFF kepada 1 (satu)
pencrima) penyedia barang/ jasa dengan mla diatas BEp. 1000000000 (sepulub
Juta rupiah) dapat dibavarkan setelah memenuohs persyaratan dan mendapat
persetujuan dari Kepala Biro Umnom/ Kepala Bagian Kenangan.

7. Adapun persyaratan yang dimaksud adalah sbhb :

A, Surat permohonan pembavaran dari Unit Kerja vang disertai surat
pernvataan serta bukt pendukung lainnya melalui PP,

h. Batas waktu penvampaian pertanggungiawaban UP paling lambat
3 (tiga) hari Kerja tanggal jatuh tempo tagihan,

8. Pembayaran dengan UP oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1
{satu) penerima/penvedia barang/jasa dapat melebihi Rp. 530.000.000,-
flima  pulah juta rupiah)  setelah  mendapat  persetujuan Menteri
Keuangan c.g. Direktur Jenderal Perbendaharaan,

9, Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian jrevelving) UP  yvang
tel:ah digunakan sepajang dana yvang dapat dibavarkan dengan UP masih
tersedia dengan DIPA,

10. Penggantian UP dilakukan apahila UP telah diperpunakan paling sedikit

0% (lima puluh persen).

11. Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BFPP, dalam

pengajuan UP ke KPPN harus melampirkan daftar rincian  yvang

menyatakan jumlah uang yvang dikelola oleh masih-masing BPP.
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12, Setiap BPFP mengajukan penggantian  UP melalui  Bendahara
Pengeluaran, apabila UP vang dikelolanya telah dipergunakan paling
sedikit 50% (lima puluh persen).

13. Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan Kepada KPA, dalam
hal 2 (dua} bulan sejak SP2D-UP diterbitkan beluom  dilakukan
pengajuan penggantian UP.

14, Dalam hal setelah 1 [satu) bulan  sejak  disampaikan surat
pemberitahnan belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala
KPPN memotong UP sehesar 25% (dua puluh lima persen).

15. Pemotongan Dana UP  dilakukan dengan cara Kepada KPPN
menyampaikan surat  pemberitahuan kepada  KPA unink
memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/atau menvetorkan ke
Kas Negara,

16. Dalam hal setelah dilakukan pemotongan danfataun penyvetoran UP,
Kepala KPPN melakukan pengawasan LUP.

17. Dalam melakukan pengawasan UP, ketentuan penvampaian surat
pemberitahuan dan pemotongan UP berikutmya mengikati ketentuan
sebagaimana dimaksud pada angka 46, 47 dan 48.

18. Dalam hal 1 [(satu) bulan setelah surat pemberitabioan sebagaimana
dimaksud dalam angka 48 di atas KPA tdak memperhitungkan
potongan UP dalam SPM dan/atan menyetorkan ke Kas Negara, Kepada
KEPPN memotong UP sebesar 50% (lima puluh persen) dengan cara
menyampaikan surat pemberitahan . kepada  KPA umtuk
memperhitungkan potongan UP dalam SPM danj/atau penyetoran ke
kas negara,

19. Dalam hal setelah surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
angka 51 diatas, KPA melakukan penyvetoran UP danfatau
memperhitungkan  potongan  UP dalam  pengajuan SPM-GUF,
diperlakukan ketentuan sebagiaman dimaksud pada angka 49,

20, KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional
Satker dalam 1 (satu] bulan yvang direncanakan dibayvarkan melalai UP,

21. Pemberian UP diberikan paling banyvak :

a. Rp50.000.000,- (lima puluh juta mpiah) unuk pago jenis belanja

vang bisa dibavarkan melalui UP sampai dengan RpSo0,.000.000,-
(sembilan ratus juta rupiah);
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Barangipelerjaan tersebut telah diteimalselesaikan dengan engkap dan baik
Pejabat yang bertanggung jawab

T. Tangan
(1Z) {Nama Jelas)
HIP.

(1] Dbl nermor wruk kuitansi fbuki pembukean

(2]  Diizsi mata anggaran yang dibebani transaks! pembayaran

(3] Diizi nama satker yang bersanghutan

(4] [Hisi jumlah vang dengan anghka

(3] [Hisi jurlah vang dengan huroaf

(o] [Misi uradan pembayaran vang mehputi jumlah barang/jasa dan spesilikasi
teknisnya

(7]  Dhi=i tempat tanggal penerimaan wang

(8]  DHisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) dan materai
seeual ketentuan

(9  Du=i tanda tangan, nama jelas dan NP pejabat pembust komitmen serta stempel
dinas

{10} [iisi tanda tangan, nama jelas, KIF blendahara pengeluaran dan tangegal lunas
dibayar

(11} [iizi tanda tangan, nama jelaa, NIF pejabat vang ditunjuk dan bertanggungjawab
dalam penerimaan barang/jasa.

T Berdasarkan SPBy Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan ¢

a. Pengujian atas 8PBy; dan

k. Pemungutan/pemotongan  pajak/bukan pajak  atas  tagihan
dalam SPBy vang diajukan dan disetorkan ke Kas Negara.

8. Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran
merupakan uang muka kerja, 8PBy dilampiri

a. Rencana pelaksanaan kegiatan) pembayaran;
Eincian kebutuhan; dan

. Batas wakiu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja,
dari penerima vang muka Kerja.

9. Atas dasar rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran dan rineian
kebunihan dana, Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pengujian
ketersediaan dananya.

1. Bendahara pengeluaran/BPP melakukan pembavaran atas tagihan
dalam SPEy apabila telah memenuhi persvaratan pengujian,

11. Dalam hal pengujian perintah bavar tidak memenuhi persyaratan
untuk dibayarkan, Bendahara pengeluaran/ BPP harus menolak SPBy
vang diajukan.

12, Penerimaan uang muka Kerja harus mempertanggungiawablan vang
muka kerja sesuai batas wakin sebagaimana dimaksud pada angka
71 huruf e di atas, berupa bukti pengeluaran.

13.  Atas dasar pertanggungjawaban tersebut, Bendahara
Pengeluaran/ BPF melakukan pengujian bukti pengeluaran.

14. Dalam hal sampal batas wakiu sebagaimana dimaksud pada angka
71 huruf e, penerimaan uang muka kerja belum menyampaikan bukti
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C. B8P vang telah dikonfimasi KPPN.

20. Perjanjian/RKontrak beserta fakiur pajaknva dilampirkanunook nilai
transaksi vang harus menggunakan pecjanjian/ kontrak sebagaimana
diatur  dalam  peraturan  perundangan-undangan mengenai
pengadaan barang/jasa pemerintah,

21. SFP-GUP disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari
kerja setelah bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan
benar;

202, Sisa Dana dalam DIPA vang dapat dilakukan pembayaran dengan UP
minimal sama dengan nilai UP yang dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran;

23. Dalam hal pengisian kembali UP akan lebih kecil dari UP yang
dikelola Bendahara Pengeluaran:

a. Pengisian kembali UP dilaksanakan maksimal sebesar sisa
dana dalam DIPFA yvang dapat dibayvarkan dengan UP; dan

b. Selisih antara sisa dana dalam DIPA yang dapat dilakukan
pembayamn dengan UP dan UP yang dikelola Bendahara
Pengeluaran  dibukukan/diperhitngkan schagai potongan
Penerimaan Pengembalian UP,

24, Penerbitan SPP-GUP Nihil dilakukan dalam hal:

a, Sisa dana pada DIPA vang dapat dibavarkan dengan UP
minimal sama dengan besaran UP yang diberikamn;

b. Sebagai pertanggungjawaban UP yang dilakukan pada akhir
tahun anggaran; dan

. UP tidak diperlukan lagi.

23. Penerbitan SPP-GUP Nihil merupakan
pengesahan/ pertanggungjiawaban UP;

26. BPP-GUP Nihil disampaikan dengan dokumen pendukung.

27. SPP-GUF Nihil disampaikan kepada PPSPM paling lambat S5 (lima)
hari kerja setelah bukti-bukt pendukung diterima secara lengkap
dan benar,

28. 8PP dibuat sebagaimana format sebagai berikut:
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SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggai
i1 Marnar | (2]
Sifat Pembayaran (3]
Jenis Pernbayaran (4}
Kenenterian
1 negarallembaga 15k T Kagalan kN
2 Unit Qrganisasi dia & Kode Kegatan ]
3  SatkenlSKS HTh 8 Koge Fungsi Sub Fungs,
4 Lokasi (8} Pragram (13
5 Tempat HI 10 Kewsnangan Pelaksanaan | (13)
G Alamat bR L]
Kepada
¥th. Pajabal Panaroit Surat Panntah Membayes
Satker .............[15)...
L "I | | - |
Bardasarkan DMEA (17). Momer (181 Tanggal ... {18} barsama inl kami ajukan
parmintaan pembayaran sebagal benkut |
1 Jumilah pembayaran yang dimindaican Dangan angxa (20
Dangan w121
2 Lintuk keperuan {23
3 Janis balanje ;{23
4 Atesnama L 24
5  Alamat - {250
&  Mempunyai Rekening * (261
Hernor Rekening (27)
T Momor dan tangges SPH/Konirak 1 {28)
el SPEKanirak
B Rp {28}
&  Dengan penjeizsan
MNo. | | KEGIATAN, OUTPUT OAN PaGU EPRIEPM EFP JUMILAH SIEA
urt AN BERSANGKUTAN CALAM S BLM IMI sid PP DARA
ILSEMLA KODE KEGLATAN DiRA, ¥ LALL IMI
DALAN DIPA {Rp} (Rpl {Rp.} Rp.| (Rp)
1 2 3 4 5 ] T
KEGIATAMNADUTPUTMMAR
I {AKLN & DIGIT)
(30 ] {32} (33} (34) (33)
JUMLAH | (31 {37} {38} {39) (40)
Il | EEMUM KEGIATAN
41 1421 {43} {44} {45} [48)
JURKLAH i i 148} {48} {50 51}
UANG PERSEDLASN FM P P P
Lampéiran | Dokumen Suraf bukdl Surat Tanda Saton|54).._lambar
pandukung :
(52)...... barkas pengaluaran (S3k.... b
Citarima odeh - Jakaria, tanggal sepen diatas
Pajebat Fembual Komimen
Pajahal Pengujl SPFRFenai 5FM
Sathar
Salker .. [35) —.[58)
pada
Mama Kama
MIE, HIE.

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

2015, No.1386

74

Reterangan;
o TRATAN ISIAN
1) Duisi tempgal Peneshitan SFP
13 [eizi Nomar Penethitan SPF
13 Crpilin splah satu: 1 = UP, 2=TUP, 3=GUP, 4=L&, 3=GUP Hikil, 6=PTUF
1) Drpilify aslah aatu: 1 = Pengelusran Anggaran (PA) , 3 = Pengembalian Usag
15) [xini nama dan kode Kementerien Negera | Lemboga yang bernan gho tan
[Hisl nama dan kade Unit Ezelon | Kementertan Negara/ Lembaga yang
16 ersanghutsn
7 Criad nama dam kode satker yong beraanghutan
18] [xisi nama dan kode Provins: sether yang bersonghkutan
1) Driwi o dan kode kats{ kabopaten satker yang bersanglstan
119]  Dxisl slamat satker yang bersanghnitan
111]  Dmimi nama kegpaten yang bersanghutan
112]  Dmisi hode hegiobtan yong bersanghutan
{13]  Owimi hosde fongai, sub fungsi dan program yang bersanghutsn
Diiai kode: (KD untuk Kantor Daerab, {KP] antuk Kantor Posat, {DK) Dekonsentrasi,
114]  {TP] Tugms Fembantuan
{UB] Urusan Beraama, (D) Desentraliass
115]  Deisd nanws aather yang berasngkoitan
(18] Dl nama katafkabupates eatker yang bersangkutan
117] Dhisi jenis dolosmen anggaran vang digonakoan [PA ] SKPA)
(18] Drisd namor doloumen anpgaran yang degu naloa (DIPA FSEPA)
119  Dmim tempgel penerbitan doloamen anggaran
130]  Dwisi jumlah dana yang dieninta dengan asgla
121]  Dwmiai jumlah dana yang diminta desgan oo
143 Duisd keperfuan pembeyacan
{33]  Duisl jenis belanja bersanginitan (belanjs pegawal| belanya bacangf belanja medal)
124] Deisi nama pihal penerima pembayaran
{23] Drisi aloeat piheb penerims pembsyasan
{26]  Dumi nama Bank tempat rekening pihek penenma pembeyearan
127]  [misi nomor rekening pihek penerima pembaysran
o0 H namor dan tanggal SPE[ kentrak yang diajuban pembayaran aleh pihalk ketign
139]  Deisi nidni SPEfkontrek yang disjukan pembayaran oleh pihak ketign |LS)
{30 [xisi kode kegioton . cuput dan mata angparan yang bersanglouten
121]  Deisi papn masmganasing mats anggeran dalen sato kegiatan don sabo ooput
132  Duisl akumules: rilal SPPSFM yang telah thajukan
123 Dum dengan mlm SPF yang diapaken waak m
(24]  Dms penjumlaban milai kelom 4 dan kolom 5
{25 Dwisi hasil pengurangan nilai kelom 3 dengan kalam &
125]  Dxisd jumlah nemeor wot [ pada lolom 3
1271 Duni jumlah nomer vt [ pada kolom £
{38 [isi jumlah nomor unet [ pada kolom 5
139 Duis jamlah nemor uant | pada kalam 6
140 Dusi jumlah nomor vt 1 pada kolom 7
{41]  Dwisd kode kegatan, supt dan jenss belanja dalsam DIPA] SEPA
193] Dwisi pag penis balanjs dalam autu kegiatan dan satu oupt dalaim DIFA [ SKPA
iz kuniuladil jumlsh semua kegistan yang telah disjulem sampai dengan SPP
143 yong lalu
{44]  [hisi dengan mle SPP pang disjubeoe st ini
193] Dwisd jumlah kusnolatifl sebanidh kegiatan amnpal dengan SPP ind
(48]  Dhisl mea dana selurah keglatan
(47] Deisi penjum lahan nomor wrot I pada kolam 3
{4%]  [xisd penjumlaban nomer wrut I pada kelam 4
149  Dusi penjumlahan nomor wrot I pada kolam 5
130]  Deisi penjumlahan nomor wrot I pada kolam 6
151]  Imisi penjumlaban nomor wat I pada kolam 7
193] Oxisd jumlah Lanpeesn doloamen penduloang yeng diperfukan
153]  Duisd jumlah surat bukt pengeluacan vang digreciulan
134  Daisi jomlah lsopiocsn surat tands setaren (S5P§ S23H0P)
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123 e nama sathor penguafl SPESponorbit SH0A
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157 L tangee! penenmazn 07

F. MEEANISME PENEEBITAN SPFP-TUP/FTUP
29, PPK Moencrbitan SPP-TUP dan dilengkap! dengan dokumen meliputi:
4. Rincian penpeunoan doanas yang ditandotongani oleh KFA/PPE dan
Bondahara Pengeluaran;
b, Bural penyataan dari BPASPPE vang mergelaskan svaral pengrunaan
TUP sebagaimana dimaksud pada anpgka 573 dan
. Surat permohonan TUP yvang telah memperaleh persetujuan TUP dar
Eepala KPP
30. 3PP-TUP diterkitkar oleh PPK dan disampailkan kepada FPSPM paling

lambat 2 (dua] hari kerja setelah diterimanya persetujuan TUP dar Kepala
KPFN.

31. Untuk mengesahlkan/mempertanggungjawablan TUPR, PPK menerbitlan
SPP-PTUP dun disurnpaikan kepada PPAPM paling lambsl 5 (Lma) han
kerja sebelum Lalas akbic perlanggungjaeabman TUP.

47, Penerhbitan S5P-PTUP dflenpkapi dokumen  pendukurg  sebapaimana
dimak=id pada angka 82,

33, aAlur presedur pengajuan/penerbitan SPP-GU/TUP dan SPP GUP sampal
dengan SPM ditunjukkan pada bagan berikut:

ALUR PROSEDUR MENCAJUAN /PTENERBITAN SPP-UP/TUP 5.0 SPM-UPY/TUP

Bendahara SPM KPPN
Pengeluaran | i g5
| FERMINTAAN
URTUP
—— | spp = 5PM
| Pl | P L=
JETUP — " uprue " ueTLe
FERSETLLILIAN s s = it
TUp ;
— DOHUMEN DOKUMEN DOKUMEN
& PENDLUKUNG | PENDUAUNG PENDUKUNG |
| KEPALA KANWIL P ADK
DJPEN!
KEPALA KOFN
| | | PEMGEMEALLEN
ol A PENGEMBALIAN
: T J_ URTLP
| !
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ALUR PROSEDUR PENGAJUAN/PENERBITAN SPP-GUP 5.D 8PM-CUDP

Punerima Hik Buerdahara PPK PP-SPM KPEN
Pangeluaran
it | _ [ Busruei | L[ sev | L, Temmae ] T
Panapelaran > Perwediaran | P [‘Jll_i L} R JP:;:L,'}LF T JFL‘LEU 4
o o DOKLMER COMLIMEN ICIKLMEN
PENDLKUNG PEHCLKLAG PENII K1 1K
ALK ADK
[ PemcEMzaLEN | | :
| rerwnTam | || PENSEMBALISN
! LRTUP : SPR-GUP
] = d_: = -

G. MEEANISME PENGUJIAN SPFF DAN PENEEBITAN SPM

34. PPSPM melakukun pemeriksaan dan pengujian 3PP beserla dokumen
pendukung vang disampaikan oleh PPE,

35, Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen
pendukungnya mementahi ketentaarn, PPSPM
menerbitlan,/ menandatangani SPM.

36, Jangks  wakiu penguajian BPP 0 osampal deogan penerbitan 3PM-
LP/TUR GUP/PTUP/ LS cleh PPEPM diaiar selagai berikul. .
a. Untuk SPP-UP/TUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja;
b Untuk SPP-GUP diselesaikan paling lambar 4 {empat) hard keeja;
v. Unluk SPP-PTUP diselesaikan paling lambal 3 (g hart kega;
d. Untuk SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lina) har keria.

37, Dalam  hal I'PSPM mcnolak/mengembalikan S karcna dokumen
pendukung  tagihan Hdsk lengkzp dan benar, maks PRSP haros
menyvalskan  sceara Lertalis  alasan penolskan /pengembalian erscbul
paling lerbar 2 (dua) hari ketja setelah diterimanya SPP.

38, Selurub buldli prenpeluaran sebugnl dasar pengujion dun penerbilan SPRM
disitnpan vleh PPSEM.

39, Buktl pengeluaran menjadi bahan pemeriksasn bagl aparat pemeriksa
internal dan ckesternal,

4C. Penerbitan SPM olch PPSFM dilakukan melsiui sistein aplikasi vang
discdialan olch Dirclotorat Jenderal Perbendaharaan.

11, 8PM wvang diterbitkon melalui sistem aplikasi 8PM memuat  Personal
entification Numiber (PIN] PPEPM sebazal tanda tangan elektronik pada
ADK BPM dari penerbit 3FM yvang sah.
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SPM dibuat dengan format sebagai berikut:

SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal &...[1) Nomer, ....[2)

Kuasa BUN, Kantor Palayanan Perbendaharaan Megara Jakarta.. ... (%)

Agar melskukan pembayaran seumiah Rp..... (4)

- 5)
Jenis SPM . (6) Cara Bayar.._. (7] Tahun
| Anggaran-...(B)
MHama
Diasar Pembayeran .8} Satker Kewenangan Satier
UL Mo, Tahun 20 TTE APBR TA., ek 10 =) |
DiPA Mo DIPA. . f20m
Tanggal... Fungsi, Sub Fungsi, BA, Uni Es I, Program
03 014 (15) 08 (T
Kegiatan, Oulpu?, Lakas
- {18). {18 (200
Jenis Pembayaran )
Sifat Pembayaran Ve (22)
Sumber Dana/Cara Penarikan @ . (23)
PEMGELLURAN POTOMGAN
Jurnlah Jurmla®
Jenis Balama Uang BA. Unit. Lok Akun Satker Uang
Li24) - {25) L [28) w27
durnlah Pengaluaran _....[28) Jumish Potongan _....(29]
Rp. ...(30]
Kepada - ... ({31}
HEWE L (30
Rekening @ ... (33)
BankiPos - . (34)
Urgian | ....(3%)
Jakarta, tanggal . (38)
Semua bukti-bultl pengeluran yang disankan Pejabat
*  Femibual Komitrien AN, Kuasa Pengguna Anggaran
telah dauji dan dinayatakan memsnubi persyarstan uniok
dilakukan Fembat Pananda Tangan SPM
plrnbayeran sis beben APBM, selanjulrms bukl-busi
pengelusran
dimaksud disimpan dan diatausahakan
oleh PP-SPM
Kebenaran perhitungan can isi yang tartuang dalem SPM
“ i Mama,.. (37)
manadi langgung mweb Fajabat
Fenendatangan SPM MIE. (38)
Eeterangan:

Diiisi tanggal Penerbitan SPM

Diis: Nomeor Penerbitan SPM

Diisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Hegara Wilayah Kerja dan Kode

Diiigl Nilai Transaksi Pembayaran Netto |setelah potongan) dengan angka

Dl Nilai Tranaaksi Pembayaran Metto dengan huraf

Dipilih salah satu jenis SPM: 1 = UP, 2=TLIP, 3=0GUF, 4=15, S5=GUP Nihil, 6=FTUP
Dipilih salah satu cara bayar; 1 = UF, 2=TUF, 3=GUF, 4=L8, 5=GUP Nihil, 6=PTUP
izt Tahun Anggasan
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Diisi Dasar Pembayaran : UL tentang APBN Tahun berjalan, dokumen anggaran vang digunskan
19 [[IFA}
110}  Diis: kode satker vang bersanghkutan
|11} Diis: kode kewenangan @ KP {Kantor Pusat]; KD {Kantos Daerah)
112} Diisi name satker vang bersanghutan
|13} Diist kode fungsi vang bersanghutan
|14} Diisi kode sub fungsi yang bersangkutan
115} Diist kode bagian anggaran yang bersangkutan
|16} DHisi kode unit eselon | vang bersangkutan
[LT)  Diist kode program vang bersangkutan
|18}  DHis: kode kegiatan vang bersangkutan
119} Diisi kode cutput yang bersangkutan
|20}  Diisi kode lokasi vang bersanghutan
|21} Dipilih salah satu jenis pembayaran: 1 = Pengeluaran Anggaran (PA] , 2 = Pengembalian Dang
122 Dipilih salah satu sifat pambayaran: | = UP, 2=TUP, 3=CGUP, 4=15, 5=GUP Mihil, S=FTUP
|123p  Daisi sumber dana dan cara penarikan ; BM [rupiah murm); PNFP [PNBF)
[24})  Diist jenis belanjs bersangkutan (belanja pegawai-51 belanja barang-52; belanja modal-53)
|25} Diise jumlah transaksl pembayaran brote (sebelum potongan) dengan angha
26} Diisi kode bagian anggaran, unit, lokasi, akun dan satker vang bersangkutan
127} Dis: jumlah transaksl pembayaran netts {setelah potongan) dengan angka
|28} Diisl jumlah pengeluaran bnito (selelum potongan] dengan angka
|29}  Dhist jumlah potongan dengan anghka
130} Diis: jumlab pembayaran netlo {setelah potongan) dengan angka
|41} Diisi nama pihak penerima pembayaran
|32} DHis: NFWFP pihak penerima pembayaran
133} Diisi nomor rekening pibak penerima pembayaran
134 Diis: nama Bank tempat rekeindng pihak penerima pembavasan
|35} Diist uraian pembayaran
|36} DHist temapat , tanggal dan tahun
|47} Disi nama pejabat penandatangan 5PM
148} [iis: NIF prjabat penandatangan SPM

43, Dalam penerbitan SPM melalui sistem aplikasi, PPSPM bertanggungjawab
atas :

a. Keamanan data pada aplikasi SPM;

b. Kebenaran SPM dan Kesesusian antara data pada SPM dengan data
pada ADK SPM; dan

c. Penggunaan Personal Identification Number (PIN) pada ADK SPM.

44, PPSPM menyampaikan SPM-UP/TUP/GUP/GUP Nihil/FTUP/LS dalam
rangkap 2 (dua) beserta ADK SPM kepada KPPN;

45, Penyampaian SPM-UP/SPM-TUP/SPM-LS sebagaimana dimaksud pada
angka 108 diatur sebagai berikout

a) Penyampaian SPM-UP dilampiri dengan surat pernyataan dari KPA yvang
dibuat sesuai format sebagai berikut:
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KOP SURAT ANRI

SURAT PERNYATAAN
Namor ...

Sehubungan dengan pengajuan Lang Fersediaan (UP) ssbesar Rp 89000
{dengan huruf], yang bertanda tangan dibawah ma

1. Mama .

2. Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran

3. Satuan Karja ] e [0}

4. Hemantenian Megara/Lembaga % ceee [re)

5 Unit Crganisasi . coeee ()

dengan ini menyatakan bahwa

1.  Usng Persedizan (UF) terssbut skan dipergunakan untud membiayal kegiatan

oparasional sehari-han satuan keqa dan tidak untuk membiayai pengedsaran yang
menwiut pesaturan  perundang-undangan  harus  dilakukan dengan  pembayaran
langsung {L3),

2 Apabila dakarn 3 [bga) bulan sejak SPZD dierbitkan belurn dilakukan pemggantian
{ravobving] UP, maks bersedia memotong atau menystorkan sebesar 25% (dua puluh
lima parsen) dari LIP yang diterima;

3 Apabila dalam 1 (3alu) bulan sstelah pemberitahuan Kepala KPPN untuk memotong
atau menyetorkan UF sebesar 20% (dua puluh lima persen) belum diaksanakan,
maka bersedia memotong etau menyetorkan 50% (lima puluh persen} dari UP yang
ditermma

Dermizan aurat parnyataan ind disuat dengan sebenarmya.
Huasa Penggura Anggaran

(Mama)

b) Penyvampaian SPM-TUP dilampirl dengan surat persetujuan pemberian
TUP dari Kepala KPPN;

¢) Penyampaian SPM-LS dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP)
danfatan bukt setor lainnyva, dan/atau daltar nominatif’ untuk yang
lebih dari 1 (satu) penerima.

kKhusus penvampaian SPM-L8 dalam rangka pembavaran jaminan vang
muka atas perjanjian/kontrak, juga dilampin dengan:

a. Asli surat jaminan nang muka;

b. Asli surat kuasa bermaterai cukup dari PP kepada Kepala KPPN
untuk mencairkan jaminan nang muka; dan

c. Asli konfinmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan wang muka
sesuai peraturan  Presiden mengenai pengadaan barang/jasa
pemerintah.

Ehusus untuk penvampaian SPM atas beban pinjaman/hibah luar negeri,
Jjuga dilampiri dengan fakiur pajak.

FPEPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah SPM diterbitkan;

SPM-LS untuk pembayaran gaji induk disampaikan kepada KPPN paling
lambat tanggal 15 sehelum bulan pembayaran;
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50. Dalam hal tanggal 15 merupakan hari libur atan hari vang dinyatakan
libur, penyvampaian SPM-LS untuk pembayvaran gaji induk kepada KPPN
dilakukan paling lambat 1 (satu} hari kerja sebelum tanggal 15;

51. Pelaksanaan ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada angka 114
dikecualikan untuk satker vang kondisi geografis dan transportasinya
sulit, dengan memperhitungkan waktu VAang dapat
dipertanggungjawabkan.

92, Penvampaian SPM kepada KFPN dilakukan oleh pengantar SPM yang sah
dan ditetaplkan oleh KPA dengan ketentuan sebagai beriloat:

a. Petugas pengantar SPM  menyampaikan SPM  beserta  dokumen
pendukung dan ADK SPM melalui Front gffice Penerimaan SPM pada
KPPN;

b. Petugas Pengantar SPM harus menunjukan Kartu [dentitas Petugas
Satker (KIPS) pada saat menvampaikan SPM kepada Petugas Front
Office; dan

c. Dalam hal S8PM tidak dapat disampaikan secara langsung ke KPPN,

penyampaian SPM beserta dokumen pendukung dan ADK SPM dapat
melalui Kantor Pos/Jasa Pengiriman resmi.

3.4, Untuk penvampaian 5PM melalui kantor pos/fjasa pengiviman resmi,
KPA terlebih dahulu menyvampaikan kenfirmasi/ pemberitahuan Kepada
Kepala KPPN.

H.PEMBAYARAN TAGIHAN YANG BERSUMEBER DARI PENGGUNAAN PNBP

541 Pembayaran tagihan atas beban belanja negara vang bersumber dari
penggunaan PNBP, dilakukan sebagai berikut:

4. Satker pengguna PNEP ditetapkan berdasarkan masing-masing jenis
kegiatan terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dalam  DIPA.
Perhitungan Maksimum Pencairan Dana PNBP untuk kegiatan, maka
prinsip-prinsip dalam perhitungan penggunaan kembali sebagian PNEP
sebagimana diatur  dalam  Peraturan  Menteri Kevangan Nomor
190/PME.OS/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN
antara lain adalah:

1) Prinsip pagu pengeluaran terhadap PNEP ditetapkan untuk setiap
jenis PNBF., Masing-masing PNEP mempunyvai nilai proporsi pagu
pengeluaran vang berbeda-beda,

2) Setiap setoran atas jenis PNBFP tertentu diperhitungkan sebagai
penambahan  penerimaan  sesuai dengan PNEP atas  Regiatan
tertentu.  leh sebab  im1, maka setiap setoran harus  dapat
diidentifikasi  sesuai  dengan  jenis  setoran, vaitu  dengan
mencatumkan kode kegiatan pada SSBEP sesuai jenis setoran PNBP-
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nya. Penerimaan atas satu jenis setoran tidak dapat digunakan
sebagai penambah perhitungan proparsi pagu pengeluaran atas
jenis sertoran yang lain.

3] Mengingat masing-masing kegiatan mempunyal nilai proporsi pagu
pengeluaran  yvang berbeda, maka perhitungan besaran Uang
Persediaan atas belanja PNBP dirinci atas masing-masing kegiatan
[Jenis PNBP).

. S8atker penggunaan PNEP menggunakan PNEP sesuai dengan jenis
PNEF dan batas tertinggi PNEF vang dapat digunakan merupakan
maksimum pencairan dana vang dapat dilakukan aleh Satker sesuai
Keputusan Menteri Keoangan Nomor 928/KMEK.02/2006 mengenai
persetijuan Penggunaan Sebagian Dana PNEFP ANEI untuk masing-
masing kegiatan sebagai berikut:

1] Pusat .Jasa Kearsipan (Kmsde Kegiatan 36206) paling tinggl sebesar
BO%G;

2) Direktorat Pemanfaatan Arsip (Koede Kegiatan 3623) paling tinggi
sebesar 80, 1084; dan

4) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan (Kode Kegiatan 3627)
paling tinggi sebesar 93,52%.

. Batker dapat menggunakan PNEP setelah PNBP disetor ke Kas Negara
berdasarkan konfirmasi dari KFPN.

. Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan  tidak  boleh
melampanui pagu PNEP SBatker vang bersangkutan dalam DIPA Petikan.

. Dalam hal realisasi PNEP melampani target/estimasi dalam  DIPA
Petikan, penambahan pagu dalam DIPA Petikan dilaksanakan setelah

mendapat  persetujuan Menteri Rewangan c.q  Direktur  Jenderal
Anggaran,

. Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar 20% ([dua puluh
persen) darl realisasi PNEP vang dapat digunakan sesuai pagu PNEP
dalam DIPA Petikan maksimal sebesar EpS00.000.000,- (lina ratus juta
rupiah).

. Fealisasi PNEP sebagaimana dimaksud pada angka (3] di atas termasuk
sisa Maksimum Pencairan (MP} dana PNBF tahun anggaran
sebelumnya,

-Satker pengguna PNEBP vang belum mempercleh Maksimul Pencairan
[MP) dana PNBP dapat diberikan UP sebesar maksimal 1712 [satu
perduabelas) dari pagu dana PNEFP pada DIPA Petikan, maksimal
sebesar Bp, 200.000.000,- [dua ratus juta rupiah).

. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (4) di ates, dapat
dilakukan untuk pengguna PNBP vang telah memperoleh Maksimum
Pencairan (MP} dana PNBP pamun belum mencapai 1/12 ([satu
perduabelas) dari pagu dana PNEP pad DIPA Petikan.
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j. Dalam hal UP tidak mencakupi dapat mengajukan TUP sebesar
kebutuhan riil 1 (satu) bulan dengan memperhatikan batas Maksimum
Pencairan (MP).

k. Pembayaran UP/TUP untuk satker Pengguna PNBP dilakukan terpisah
dari UP/TUP yang berasal dari Fupiah Murni.

I. Penggantian UP atas pemberian UP dilakukan setelah Satker pengguna
PNBF memperoleh Maksimum Pencairan [(MP) dana PNBF paling sedikit
sebesar UP yvang diberikan.

m. Penyesuaian besaran UP dapat dilakukan terhadap Satker pengguna
PNEF yvang telah memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNEP
melebihi UP yvang telah diberikan.

n. Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksimal sesuai formula
sebagai berilout ¢

MP = |(PFP x JS)-.JPS;

MF = Maksimum Fencairan Dana;

FPP = Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap Pendapatan,

J8 = Jumlah Setoran;

JPS = Jumlah  pencairan dana  sebelumnya sampai dengan SFM
terakhir vang diterbitkan.

0. Bisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBEFP tahun  anggaran
sebelumnyva dari Satker pengguna, dapat dipergunakan untuk
membiayai kegiatan-kegiatan tahun anggaran berjalan setelah DIPA
Petikan disahkan dan berlako efelcif,

p- Tata cara penerbitan dan pengujian SPP dan SPM-UP/TUP/GUP/GUP
Nihil /L8 dari dana wang bersumber dari PNEF mengacu pada
mekanisme yvang berlaku.

q. PPBM menyampaikan SPM-UP/TUR/PTUR/GUPSGUP Nihil/LS beserta
ADEL 8PM kepada KPPN dengan melampirkan:

Dokumen pendukung 8PM;

Bukti setor PNEP yvang telah dikonfirmasi oleh KPPN; dan

Caftar Perhitungan Jumlah Maksimum Peneairan (MFP);
Kelengkapan pencairan PNEP terdini dari daftar perhitungan jumlah
maksimal pencairan dana [MP), daftar rincian SPM  jumlah
maksimal pencairan dana (MP), dan daftar rincian penggunaan UP
per kegiatan, dengan format sebagaimana berikut:

ao gD
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Nama KantorfSatker

Mema dan Kode Kegiatan
Nomor dan tanggal DIPA S
Target Pendapatan TRp

83

KOF SURAT

DAFTAR PERHITUNGAN
JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA [MP)

(S =T T O —

. Arsip Masional Republik indonesia

Pagu Pengzluaran Per Kegiatan Rpe ...
Perhitungan Maksimum Pencairan Dana

maonga

Jumlah Seforan PNEP TA yang lak '

Maksimem Pencairan Dana TA yang las (80 10% x 6.a)

Realisasi Pencairan Dana TA yang lau ™

S=a Dana TA Anggaran vang klu (b- )

Sisa UP dan TUP TA Anggaran yang lalu ...

Sima MP TA yang laku yang dapat digunalmn sebelum diperaleh reakisasi
PHNEF TA berjalan (d=€) ...........oceeivnnin

SF2D TA berjalan yang dicairkan dari6f ... ... ...

8-
Prerhitungan Maksimum Pencairan Dana Benkutnya

@
b

Q.

Seloran PHEP TA bedqalan

Maksimum Pencairan Dara TA berjalan (B0, 10% %7, al

Realsasi Pencairan Dana TA bedalan sfd SFZ0 lal (ermasuk-jurmiah
5P2D yang telah deairkan pada huruf 6 g)

1. SPaD-UFP Rp.
2, SPAD-TUP Rp

4. sPaD-GUP Rp.

4, $Pab-LE Rp. - =+
5. Jurlah

SPM UPTUSIGURRTURLS! yang depat disjukan berikutnys
{7k - 7.e5)

Jakarta,

a.n, Kuasa Pérr'g'g-.lm Anﬁmrﬂﬂ
Pejabat Pernbuat Komitmen

2015, No.1386

Rp.

Ep

T P PO T ST PO T ETSTTSTRTTY

HIF

""" Foto copy S58F lembar & tarlampir
1 Bardasarkan hasil rekonsilias) realisas: dengan KPP

DAFTAR RINCIAN SPM
JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANS (MP)

KEGIATAN ... cscssnsmie saranas
MAMA KANTORISATHER - A50448 - ARSIP HMASIONAL RI JAKARTA
MNOMOR DAN TANGGAL DIPA SRR 1 |
NOMOR DAN TANGGAL REVISI DIFA - E—— SR - |
MOMOR DAN TANGEAL MP  — Tanggal, ... [3)
HO JENIS EPM TGLING.SPM HILAL[RP)
(4 (=) ] {7
1,
2
3
JUMLAH TOTAL {8)
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Keterangan :

(1) Diisi nomor dan tanggal DIPA
(2)  Diisl nomor dan tanggal DIPA Reviai

(3} Diist namor dan tangeal MP
(4]  Diist Nomer Urat

()  Diisi Jenizs S8FM

(6]  Diisi Tanggal dan Momor SFM
(¥)  Diisi nilai rupiah 8PM

(8 Diisi jumlah total rupdah SFM

DAFTAR RINCIAN PENGGUMNAAN UP PER KEGIATAN

Rincian Penggunaan UP Per Kegiatan
Sather (Kode EPM UP
e Satker] PNEP K’::m“n“;:;‘ Jumlah Penggunaan
ety UP Per kegiatan
m 2} 3 4] [E]]
Keterangan

(1] ; diis1 dengan nomeor urat

(2 : dimsi dengan uratan dan kede satuan Kerja bersanglutan

(3 ¢ digsi dengan jumilah repiah UF PNBF satuan kerja bersangkutan

{#] : diiai dengan vraian nomenklatur dan kode kegiatan sumber dana PNEP
i3] ¢ dimmi dengan jumiah rupiah per kegiatan sumber dana PNBP

13 : disi dengan jumlah total mncian UP per keglatan

Y Jumlah rapiah pada angka (3] sama dengan jumlah rupiah pada angka [B)

a. KOREKSI/EALAT, PEMBATALAN SPF, 8PM, DAN SP2D

o2 Koreksifralat SPF, SFM, dan SP2D hanyva dapat dilakukan sepanjang
tidak mengakibatkan :

a. Perubahan jumlah uvang pada 8PP, 8PM dan 8P2D;
b. Sisa pagu anggaran pada DIPA/POK menjadi minus, atau
¢. Perubahan kode Bagian Anggaran, Eselon 1, dan Satker.

36. Dalam hal diperlukan perubahan kKode Bagian Anggaran, Eselon [ dan
Satker sebagaimana dimaksud pada angka 1 haraf o di oatas, dapat
dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktor
Jenderal Perbendaharaan.

97, Roreksifralat SPP, SPM, dan SP2D dapat dilakukan untuk
a. Memperbaiki uraian pengeluaran dan kode BAS selain perubahan kode;

b. Pencantuman kode pada SPM yvang meliputi kode jenis S8PM, cara Tayar,
tahun anggaran, jenis pembayaran, sifal pembayacan, sumber dana,
cara penarikan, nomor register; atau
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63,

&4,

O3,

GG,

85

¢. horeksifralat penulisan nomor dan nama rekening, nama bank yang
tercantum pada SPP, SPM dan SP2D dokumen pendukungnva yvang
disebabkan terjadinva kegagalan transfer dana.

Koreksifralat 3PM dan ADK 3PM hanva dapat dilakukan berdasarkan
permintaan koreksifralat SPM dan ADK SPM secara tertulis dari PPK.

koreksifralat kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) pada ADK
BPM dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksifralat ADK SPM
secara tertulis dari PP sepanjang tidak mengubah SPRM.

koreksifralat SP2D hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan
koreksi SP2D secara tertulis dari PPSPM dengan disertai SPM dan DR
yvang telah diperbaiki.

Pembatalan 8PP hanya dapat dilakukan oleh PP sepanjang SP20D belum
diterbitkan.

Pembatalan SPM hanya dapat dilakukan oleh PPSPM secara tertulis
sepanjang SP2D belum diterbitkan.

Dalam hal 8P2D telah diterbitkan dan belum mendebet kas negara,
pembatalan SPM dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur
Jenderal Perbendahaan atau pejabat vang ditunjuk.

korcksi SP2D ataun daftar nominatifl untuk penerima lebih dari satu
rekening  hanva dapat dilakukan oleh Kepala KPPN berdasarkan
permintaan KPA,

Pembatalan SP21 tidak dapat dilakukan dalam hal SP2D telah mendebet
kas Negara.

Koreksi/ralat SPM/SP2D dengan format sebagai berikat:

KOP SURAT
Hamar slak: (3.
Sifat Biasa
Lampisan 1 (Satu) Barkas
Hal Permintaan Koreksi Data .. (4)...

Y¥ih. Kegala KPPN ._(5]..
..

Barsarra dengan surat im karmi menyampaizan permintaan koreks dats | (4)

sebagai berikut

ety || B P 4 B Tanggal : ... {8)......
Yang talah dideroitkan .. (8.

Homar . U =) W Tanggal | ....[11).....

Dengan detl koreksi sebagairmana terlampir.

Kiorekei dmaksud dikarenakan hal-hal sebagai bernikut
(RIS, . |- ;
s

3 dst
Demikian kami sampaikan, teomakash
RN b= | )

Y
... [15)...
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keterangan

{1] Kop Surat Satuan Kerja

(2] Diisi dengan nomor surat permintaan koreksi

(3 Diisi dengan tanggal surat permintaan koreksi

(4] DHisd nama dokumen vang dimintakan koieksi, vaitu: SFMS3P20, SP3BE
BLU/SPF2B BLU; 8P2HL/8PHL, dat

(5] [vi=i nama KPPN mitra kerja S8atuan Kerja

{5 Disi nama dokumen vang dimintakan koreksi, vaitu: SFM/SP2L, SPSE
BLU/EF2B BLU, &, SP2HL/BPHL, dst

(7] [Misi nemer dakumen vang dimmtakan kerelks) sesual sian pada angka (6)

{8] Diiai tanggal dokumen yang dimintakan koreksi sesuail isian pada anghka (6)

(3] Diisi nama dokumen vang dimintakan koreksi, vaitu © 8P20D; 8P2E BLU; 8FHL;
st

{10) Crisi nomor dokumen yang dinuntakan koreksi sesuai isan pada angka (9)

{11} Duimi tangeal dokumen yang dimintakan koreksi sesuai isian pada angka (9)

{12} Diisi alasan koreksi

(13} Diisi Kuasa Pengguna Anggaran apabila dokumen wvang akan dikoreksi
ditetapkan oleh KPA; atau Misi Pejabat Penandatangan SPM apabila dokumen
yang akan dikorelks ditetapkan cleh PP-SFM;

(14} [ri=i nama Zatker yvang mengajukan permintaan koreken

{15} Misi nama KPA/PP-8PM  dan NIF pejabat wang menandatangani  surat
permintaan karsksai.

DETIL PEEMINTAAN KOREKSI

Bagan Akun Standar *)

BAS Semula Milai Semula BAS Koreksi Milai Konelksi
Saticar ) Sathoar 2 g
KPPN . KPP s
Akun AkLn
Program : Program 2
KegiatamOuiput Kegiatan/Cutput o)
Sumber Dana 5 3} Sumber Dana 5
Cara Tarik Cara Tarik
Register PIH X Register P/H
Kewenangan Kewenangan
Lokas Lokasi -
s ol Pl dst 7). st O s

Catatan
Tidak ada penambahan atau pengurangan nilal Total Pengeluaran ataupunpun Tolal Penerimaan serla
Jumilah Keseluruhan dan kam telah memperimbangkan kelersedaan dana pada DIPA satker kami.

Rekening Khusis *)

Semula Koreksl
8. sives [
Cralam hal dibebankan ke rekening khusus semula, kamd menyadari barea KPPH tidak dapat mengubahnya

Uraian (Deskripsi *)

Sermiula Horoksi

{10}, LM

KPAPP-SPM.{12)...
AR .
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Keterangan

Me:

Urasan |sian

Keterangan Tambaban

[

sl nemmcr sural perrminkaan koreksi

2

Diesi tangaal sural permintaan koreks:

Diesi kode BAS awal yang akan dilakukan koreks!
yang mesiputi;

Satker

KPP

Akun

Program

Kegmatan/Outout

Sumber Dana

Cara Tank

Bank
Anggaran
Infrace
Cadangan

1 Set BAS dapat menjadi
banyak Set BAS dan
sebaliknya

&

Diisl nilai noeminal semula yang akan dikareks

Apabila berups poltongan
atau penenmaan maka
nilai berdanda negatif

D kiptle BAS karekss, vang meliputi:
Sather :

HKPFH :

Akun

Program

Kegiatan/Output :

Sumbar Cana

Cara Tank

Registar FIH

Hewenangan

Lokas: ]

Apabila diperiukan dapat ditambsh
Bank i

Anggaran

Infrace

Cadangan

1 Set BAS dapat manjadi
banyak Set BAS dan
sehaliknya

(L]

Diési nilal nomenal koreksi

Apabila barupa potongan
atau penenmaan maka
nilai betands negatit

Diesi dlats -

3. BAS semuda dan nilai semula; dan

b, BAS koreksi dan nilai koreks, wang lam
apabila terdapal koreksi dengan kombinas|
BAS yang berbeda

@

Diesi betan Rekening Khusus semula

Diesi betan Rekenng Khusus koreksi

)

Dilsi uraranfdeskripsi semula

1)

Diisi uramn'deskrips koreks

()

Cissi nama Satker yang mengajukan kareksl

(13

Diesi nama KEAPE-SEM dan NIP pejabat yang
menstapkan surat permintaan korelsi

Apabila tidak ada koreksi terkait judul tabel, maka tabel dapat dapat dihilangkan
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Format Surat Permyataan Tanggung Jawab Mutlak

‘fang bertanda tangam di bawah ni:

HIF |
Jabatan - Kuasa Pengguna Anggaran., . (4)..

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Perbaikan atas kesalahan SPMISF2D dilakukan dalam rangka pedanggungjawaban
Laporan Keuangan Satuan Kerja .. (5.

2 Segala hal yang terad: akbat adanya perbaikan SPMSPZD mengadi langungjawab: karm
sapenuhnya.

Demikian pesnyataan ini kami buat dengan sebenar-benamya

Kussa P:f]nggum Anggaran,
M
T
Keterangan:
{1 Rop Surat Satuan Kerja
{2) Diigi dengan Nama Lengkap KPA
(3) Diist dengan NIP KPA
{H Diist dengan nama Satker dari KPA
= Diiai dengan nama Batlker
(5] Diis tempat dan tangeal pembuatan SPTIM
{7} Dinsi dengan tanda tangan KPA
{B) Dzt dengan Nama Lengkap KPA
=) Disi dengan NP KPA

67. Return SP2D terdiri dari berkas dengan format sebagai berikut:

KOP SLRAT
Harmer - tempat, tl, bimtahun
Sifat Sangat Sagera
Lamiperan 1 (Satu} Berkas
Hail ‘ Ralat/Pertaikan Data Rekening Penerima Pembayaran

Yih Kepala PPN
di...

Sehubungen dengan Surat Saudara Momor. . Tanggal . hal Permnbentahuan Retum
SF2D, dengan ini kami sampaikan ralatperbaikan  rekening (defter tedampir). Caftar
ralat‘perbaikan sebageimana tersebut diatas sudah kami telti can sesumikan dengan cala
rekening yang ada pada bank penerima

Kami mchon ralat rekening tersebut dapat Saudara tndaklanjuti sesuai cengan ketentuan
yang berlaku.

Dremikian kamé sampaikan, atas perhatannya kami usapkan terimaksin

8.n. Kuasa Pengguna Anggarman
PFR-SPM

{Mama)
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DAFTAR RALAT/PEREAIKAN DATA REKENING PEMERIMA PEMBAY ARAN SATKER...(1}..(2)... PERIODE... {31 =.0.. (4}...
Homs b Uralan BFZ0 Retum Hilai FKeterangan Perbalkon Dala Penerima |
Mo, | Memer | Tonggal Hods EPID | Fermintsan Retum Pembayaran
L LFl SFED Satkar Pambayaran
Refurn
%) L7} 4] & v i e
Tanea Bask:.i5).. Fama ZATEY..
N, Awinening - ,.(10).. Bank wA1 TN
Fomiik Rokmeing - 511} T 418y,
1 Lrmilan - . {12} Rekaning il e
Pemiik
rekening
Lainnyn
z
=]
Jumish Tels| Perminiasn Pambayann Ren
BN M P,
PRSP
(Mama)
MIP{. &

PETUNJUK PENGISIAN
CAFTAR RALAT/PERBAILKAN DATA REKENING PENERIMA PEMBAYARAN

Py Liraian Isian Keterangan Tambahan
(1 Mama Satker
[2) Kode Satker
) dd-mm-yyyy
5 st dd :tanggal
Fanode penerimaan retur :dari Fare € lellan
¥yyy tahun
comt: 05-08-2014
dd-mimeyyyy
(g | Penode penerimaan retur :sampai dengan f:m ;E:gﬁ"
yyyy: ahun
cont 06-05-2014
(5) Mormar Lirut 1,2, dst
Mamar SP20 bardasarkan urutan 15 digit normar SPZD0 ditambah § digit
0] penerimaan retur (15 digt SP230 + & digit seguence
sequence) Contoh: 147311 302000088-000001
dd-mim-yyyy
dd :tanggal
[ Tanggal SR20 mm - bulan
¥yyy: Ehun
cont 05-05-2014
(8 MNarna Kode Satker
(=) Mama Bank
(10 | Momor Rexening
{11y | MNarma Pemilik Rekenng
(12) | Uraian SP2D
(13 | Milei SF20 yang diretur
[14) Milai pammintaan pembayaran retur
(18 | Keterangan / akasan retur
= Jika ek terdaget pensbahan maka
; dils| dengan “tetmp”
(18] Emralh.an Marra Bank atas wraian 820 - T T mbabke e
{lom %) kesalahan nama bank maka disi
dengan narma bank yang telah diralat
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90
- Jika tidak terdapat perubahan maka
diisi dengan “tetap”
(17 FPersaikan Nomar Rekening atas ura@n - Jika retur disebabican karena
SP20 Retur kohom 109 kesalahan nomor rekening maka dissl
dengan nomaor rekening yang telah
dirslst
- Jika tidak terdapat perubahan maka
diisi dengan "tatap”
(18] Pestaikan Pemilik Rekening abas uraian - Jika relur disebablan karena
SPI0 Relur (kokam 11) kesatahan nama pembik rekening maka
diisi dengan nama rekening yang tasah
diralat
Jika rebor disebabkan karena
Feroaikan selain nama bank, nomor kesalahan selain nama bank, nomor
(18 rekanang, dan nama pemidik rakaning rekaning, nama pemilik rekening (kolom
mengacy pada keterangan ratur (kolom 15) | 8 5.d kalam 11) maka diisi
ralatiperbaskan yang belah dikakukan
Jumiah Tota! Perbaikan data rekening Jumiah kobom 14
[20) | panerimaan yang akan dimirtakan
pembayaran kembali
HOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGOUNG JAWAE MUTLAK

Yang bertanda tangan di baswah 1ni:

Hama §EnasiEd (1);...
NIF ERPY | T
Jabatan Rt 3.
Satuan Kega ! ..., ...

Menyatakan dengan sesungguhinya babwa:

1. Bertangeungawab penuh atas permintaan pembayaran kembal sebesar Bp., (5)...
(dengan huraf].... sesesuai daftar ralat) perbaikan relening penerima pembayaran
pada lampiran surat Kami Nomaor,....[6),.. Tanggal,..(7).....Perihal,...[9)....

2. Apahbila dikemudian bar terdapat kesalahan dan fatau kelebihan atas pembayaran
tersebutl, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggungjawab sepenuhnya dan
bersedia menyvetorkan atas kesalahan dangdatas kesalahan pembayaran tersebut ke
Has Negara.

Demikian pernvataan i Kami buat dengan sebenar-benarnyva,
tempat, tanggal, bulan, tahun
an. Kuasa PA,
PP-8PM

{Mamal]
ML [ s I

Retarangan

(1] Diisi dengan pejabat penanda tangan SPFTIM

(2] Duisi dengan Nomor Induk Pegawae [NIF) PE-3FM

(3] Diisi dengan Nama Jabatan KPA

(4] Diisi dengan nama Satker

{3 Diisi dengan jumlah permintaan pemBayaran kembali

(3 Diisi dengan nomes Surat Balatf Perbaikan Data Bekening Penerima Pembayaran

(7l Diisi dengan tanggal Surat Ralat/Perbaikan Data RBekening Penerima Permbavaran
(8 Diisi dengan peribal Burat Ralat/ Perbaikan Data Rekening Penerima Pem bayaran
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KOF BURAT...._ [1]

Mo i ke {2}
Sifat -
Lampiran | ......[3]
Hal |
Prhe s (5
.............. 7]

1. Dengan memperhabkan Peratiiran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nemor
PER-30/FB/2014 tentang Mekaniame Penyeleaaian dan Penatausahaan Retur
Burat Perintah Pencairan Dana Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara, dengan ini kaimi mengajukan Permintaan Perubahan Data Supplier,

& Nama Supplier D ierenafB]
b, MNomor Register Suplier (AR <)
2. Bubtansi perubshan data supplier dimaksud adalab sebagai berikut:
Data Suplier Sebelum Perubahan Data Buplier Setelah Perubahan
Nama Pemilik Rekening | ......{10) Nama Pemilik Rekening @ .....(11)
Alamat - .. {12) Alarnat - ... [13]
.o dan lamn-lain ... dan lain-lain
Hepala Biro ,

3. SBebagai bahan pertimbangan permohonan dimakand, berikut kami lampirkan :
a  Peto Copy Buku Rekening Bank fRekening Keran untuk melengkam; atau
b, o (140

4, Apabia di kemudian hari terdapat konsekuens: atas data vang kam sampaikan,
maka kami menvatakan siap menanggung segala akibat dan tanggung jawab
vang ditimbulkain oleh data vang Rami sampaikan,

3. Demikian atas kerjasama Saudara, kami uecapkan terima kasih.

Pejabat Pemlbuat Komitmen,

(15

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT FERMINTAAN PERUBAHAN DATA SUPLIER

M Uraian [sian

(1 Diiai dengan kop instansi berkenaan

(]} Diist dengan nomor surat

(3) Diisi dengan jumlah lampiran berkenaan. (Lampiran beripa surat keterangan
domisili supplier dan fatan folokopd bulu relening supplier]

(4) Diiai dengan hal aurat {perubahban alamat sepplierfatan nama pemilik

rekening).
[ Diiai dengan tanggal pembuatan surat
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() Diial dengan Kepala KPPN tempat sather melakukan pembayaran

(7l Diist dengan alamat KPFN berkenaan

&) Diisi dengan Kepala KPPN tempat satker melakukan pembayaran

(9) Diiai dengan nomor register aupplier berkenaan

(101 | Diisi dengan nama pemilik rekening supplier sebelum perubahan data

(11] | Diisi dengan nama pemilik rekening aupplier aetelah perubahan data

(12) | Diiai dengan alamat supplier sebelum perubahan data

(13] | Diisi dengan alamat supplier setelah perubahan data

(14] | Diisi dengan nama lampiran s=auai perubahan data supplier berkenaan

(15 | Diiai dengan tanda tangan Pejabat Pernbuat Komitmen

(15 | Diigd dengan nama lengkap Pejabat Pembuat Romitnen

(17] | Dhisi dengan NP Peabat Pembuat Komitmen

J. RALAT SETCREAN PENERIMAAN

68,  Ralat penerimaan dilakukan apabila terdapat kesalahan penulisan
pembebanan anggaran baik program, kegiatan, sub kegiatan, akun
belanja dan akun pendapatan, vang telah dilakukan penyetoran
penerimaannya ke Kas Negara baik dar pengembalian belanja tahun
berjalan maupun PHNEP. Terhadap hal ini, harus sepera dilakukan
perbailan f ralat sesuai jenis kesalahannya kepada KFPN.

KOP SURAT
Momor chogrecgailys T T ros )
Sifat - Biasa
Lamipiran eanes (2]
Hal . Parmahonan Perbailkan Transaksi Penenmaan Megara
Y 4]
3| {5

Bersama ini kami mengajukan permohonan perbaikan transaksi penesimaan negara
sebagaimana terseput pada Daftar Rincian Parbalkan Transaksi Penerimaan Megara. Setagal
bahan pertimbangan kami ampirkan:

1. Fotokopi SSPE/SSEF beserta NTFH,
2. Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penenmaan MNegara,
Demikian kami sampakan untuk mendapat penyelesaian lebib lanjut.

Kuasa Pengguna Anggaran,
i&)
wisiia (7]
ciiiaeens L)

Eeterangan:

1) [isi Bomor Surat

[2)  Diisi dengan jumlah lampiran
[3)  [isi tempat dan tanggal surat
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M [hisi dengan unit vang melakokan pencatatan dan pembukuan penerimaan negara
pada SPAN vaitu Kepala KFPN.... atau Direkior Pengelelaan Kas Negara

[3) Diisi dengan alamat KPFN/ Direktorat Pengelolaan Kas Negara

(&) Diiai dengan tanda tangan KF&

{7} Diigi dengan Nama Lengkap KPA

(8)  Diisi dengan MIF KPA

DAFTAR RINCIAN PERBAIKAN TRANSAKS| PENERIMAAN NEGARA

Perbaikan alas Dokurmen D Sshe DmBF'
Dokumen Mamar Tanggal Dakumen, Tanggal Seftor
Uraian:
Semula
Seaman
Rp
Mo | gaier | KEPN | Program | Guipd Bmik | Wewenangan | Lokssi | Anggaran | Amiar
Dann Entitas
Jurndah
Wenjadi
Segman
e Rp
Selker | KPPN Bk K Lokasi Andar
Program Ol Bias T Anggaran Lotinit
Jurmiah

K. PELAKBANAAN PEMEAYARAN PADA AKHIRE TAHUN ANGGARAN

1E1, Dalam kondisi akhir tabun anggaran, batas terakhic pembayaran atas
beban APBN dapat dilakukan sebelum tanggal terakhir pada akhir
tahun.

132, Penetapan batas terakhir pembayaran dilakukan dengan
mempertimbangkan kebutuhan BUN untuk menvelesaikan administrasi
pengelolaan Kas Negara.

133, Dalam  pertanggungjawaban UP/TUFP  pada akhir tahun  anggaran,
pengajuan SPM dan SP20D GUP Nihil/ PFTUP dapat dilakukan melampanzi
tahun anggaran.

134, Batas akhir penerbitan SPM GUP Nihil/PTUP ditetapkan dengan
mempertimbangkan  kelancaran  penyusunan  Laporan Kenangan
Pemerintah Pusat,

135, Pembayaran gaji, honorarium, uang makan dan uang lembur pada akhir
tahun ditentukan sebagai berikut :
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136,

a. Pembayaran gaji bulan Januari tahun anggaran berikutnya, PPSPM
mengajukan SPM-LS gaji ke KPPN paling lambat pada tanggal 10
Desember tahun anggaran berkenaan;

b. Pembayaran honorarium bulan desember tahun anggaran berkenaan
dapat dibayvarkan pada bulan desember tahun anggaran berkenasan
dengan melampirkan surat penyataan tanggungjawab mutlak yang
ditandatangani oleh KPA;

c. Pembayaran uang makan dan nang lembur pegawai negeri sipil bulan
desember dapat dibayvarkan pada tabun anggaran berkenaan dengan
uvang persediaan;

d. Sisa dana UP/TUP tahun anggaran berkenaan vang masih berada
pada kas bendaharaan pengeluaran dan bendahara  pengeluaran
pembantu baik tunai maupun vang masih ada didalam rekening
bank/pos harus disetorkan ke kas negara paling lambat hari kerja
terakhir menggunakan surat setoran bukan pajak (S8BP dan
disetorkan melalui bankf pos persepsi mitra kerja KPPN berkenaan.

Pengeluaran terhadap kontrak pada akhir tahun :

a, Pembayaran untuk tagihan pihak Ketiga atas Kentrak yvang prestasi
pekerjaannya. belum mencapai 100% (seratus persen), harus dilampiri
asli jaminan nilai jaminan sebesar nilai pekerjaan yang belum
diselesaikan;

b. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan yang tidak terselesaikan/tidak
dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya
masa kontrak, pihak KPPN berwenang mengajukan klaim pencairan
Jjaminan unmk Kas Negara, Besaran Klaim tersebut ditambah sanksi
dengan memperhatikan ketentuan yvang berlaku;

o, Klaim pencairan jaminan tanpa memperhitungkan pajak vang telah
disetorkan ke Kas Negara melalui Potongan SPM dan apabila terdapat
kelebihan  pembavaran pajalkl tersebut dilakukan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan dibidang Perpajakan.

137. Ketentuan lebih lanjut terkait pencairan dana pada akhir tahun, akan
diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KPA.

L. MEKANISME REVISI ANGGARAN

138, Revisi anpggaran meliputi perabahan rineian anggaran pada Bagian
Anggaran ANREI vang terdiri atas:

a.

perubahan rincian anggaran vang disebabkan penambahan atan
pengurangan  pagn  anggaran  termasuk  pergeseran  rincian
ANEEATANNYA,

b. perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran

tetap

perubahan/ralat karvena kesalahan adininistrasi.
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139, Revisi Anggaran mengakibatkan perubahan alokasi anpgaran danfatau
perubahan jenis belanja danfatau volume Keluaran pada

a. Kegiatan;
b, Satker;

. Frogramn,
d AFBN.

140, Revisi Anggaran dilakukan dalam hal terjadi:
a. perubahan atas APEN Tahun Anggaran 20xx;
b. Instruksi Presiden mengenai penghematan anggaran; dan/atan
G- Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan lainnya.
141. Perubahan rncian anggaran vang discbabkan penambahan atau
pengUrangan pagu anggaran fermasuk pergeseran rincian anggarannya

sebagaimana dimaksud pada angka 138 huruf a sebagai akibat dari
adanya hal-hal sebagai berikut:

a. perubahan anggaran belanja yvang bersumber dari PNBPF;
I, perubahan pagu anggaran dalam rangka penyvesuaian kurs;
c. perubabhan pagn anggaran transfer ke daeral,

142, Perubahan rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 142
mengakibatkan perubahan berupa:

a. penambahan alokasi ANEgATran pada keluaran/
Kegiatan )/ Program f Satker/ APBEN dan penambahan volume Keluaran;

b. penambahan alokasi ANEEATAN pada Leluaran/
Kegiatan/ Program / Satker/APBN dan volume Keluaran tetap; atau;
atan

C. peEngurangan alokasi ANggAran pada keluaran/

Kegiatan/Program /Satker/ APBN dan volume Keluaran tetap.

143. Perubahan atan pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran
tetap sebagaimana dimaksud pada angka 138 humif b sebagai akibat
dari adanya hal-hal sebagai berikut:

a, Hasil Optimalisasi;

Sisa Anggaran Swakelola;

Kekurangan Biaya Operasional;

Ferubahan Priovitas Penggunaan Anggaran;
Ferubahan Kebijakan Pemerintah; dan/atau
f. Keadaan Kahar.

144, Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran
tetap sebagaimana dimaksud pada angka 143 dibedakan dalam:

a. pagu anggaran tetap pada level Program atau dalam 1 (sat)
Program; dan
b. pagn anggaran tetap pada level APBN atau antar Program,

143, Pagn anggaran tetap pada level Program atan dalam 1 {satu) Program
sebagaimana dimaksud pada angka 144 huruf a meliputi:

a, pergeseran dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satn) Kegiatan dan 1 (satu)
Satker;

b. pergeseran antar Keluaran, | (satu) Kegiatan dan 1 (satn) Satker;

c. pergeseran dalam Keluaran vang sama, Kegiatan vang sama «an antar
Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat

pap
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Jenderal Perbendaharaan;

d. pergeseran dalam Keluaran vang sama, Kegiatan vang sama dan antar
Satker dalam wilayvah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan vang berbeda;

e. pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker
dalam 1 (satu) wilavah kerja Kantor Wilayvah Direkitorat Jenderal
Perbendaharaan;

f. pergeseran antar Keluaran, Kegiatan vang sama dan antar Satker
dalam wilayah lkerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan vang berbeda;
pergeseran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker;
pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah
kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
i. pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja
Kantor Wilayvah Direktorat Jenderal Perbendaharaan vang berbeda;
j-  penghapusan/perubahan catatan dalam halaman [V DIPA;
k. pergeseran anggaran dalam rangka penyvelesaian imfracht (kekuatan
hukum tetap),
. penggunaan dana Output Cadangan,
m. penambahan/perubahan rumusan kinerja;
1456, Pagu anggaran tetap pada level APBN atau antar Program sebagaimana
dimaksud pada angka 144 hormf b melipoti:
a. pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L;
. pergeseran anggaran dalam rangka penvelesaian inkracht, dan/atan
c. pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran K/L ke Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara,

147, Perubahan atau pergeseran rincian anggaran sebagaimana dimaksud
pada angka 146 huruf a sampai dengan huruf i, terdiri atas:

a, pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluarain;

T

b, pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap,

Cc. pergeseran antarjienis belanja;

d. pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan biava
operasional;

e. pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih
kurs;

f.  pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun
yvang lalu;

g pergeseran dalam satu provinsi untuk kegiatan  dalam rangka
dekonsentrasi;

h. pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor banu;
pergeseran anggaran dalam rangka penvelesaian kegiatan-kegiatan

i. pembangunan infrastrukiur serta rehabilitasi dan  rekonstruksi
bencana alam tahun 20xx-1;

o pergeseran  anggaran  dalam  rangka  tanggap  darurat  bencana;
dan/atan

k. pergeseran anggaran dalam rangka percepatan pencapaian Keluaran
prioritas nasional dan/atau priovitas K/ L.
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148, Perubahan/malat kKarena kesalahan administrasi sebagaimana dimaksod

dalam Pasal 138 huruf ¢ meliputi:

a. ralat kode akun sesuai kaidah aluntansi sepanjang dalam
peruntukan dan sAsaran vang sama;

b. ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam
1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

c. ralat Kode KPPN dalam wilavah Kerja Kantor Wilavalh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan vang berbeda,

d. perubahan nomenklatur bagian anggaran danfatau  Satker
sepanjang kode tetap;

&, ralat kode kewenangan,

f. ralat kode lokasi dan lokasi KFPN dalam 1 (satu) wilayvah kerja
Kantor Wilavah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

2 ralat kode lokasi dalam wilayah kerja Kantor Wilavah Direlctorat
Jenderal Perbendaharaan vang berbeda dan lokasi KPPN dalam 1
(satu)  wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat  Jenderal
Perbendaharaan;

h. ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam wilayah kerja Kantor
Wilavah Direktorat Jenderal Perbendaharaan vang berbeda;

i. ralat kode Satker;

Je ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang
berbeda antara RRA-IK/L dan REKP atau hasil kesepakatan DPRE-RI
dengan Pemerintah;

k. ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam
halaman [T DIPA;
L ralat pencantuman volume Keluaran dalam DIPA; dan/atan

. perubahan pejabat perbendaharaan.

14%, Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan
alokasi anggaran terhadap:
a. kebutuhan Biaya Operasional Satker kecuali untuk memenuhi Biaya
Operasional pada Satker lain dan dalam peruntukan yvang sama;

b. pembayaran berbagai tunggakan;

¢, paketl pekerjaan vang telah dikontrakkan danfatan direalisasikan
dananyva sehingga menjadi minus,

130, Revisi Anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai
penyusunan  dan  penelaahan REA-K/L  sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk  penyusunan  dan
penelaahan REA-K /L.

131. Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume
Keluaran yang telah ditetapkan dalam DIPA.

152, Dalam hal terdapat Perubahan Prioritas Penggunaan Anggaran,
Perubahan Kebijakan Pemerintah, atau Keadaan Kahar yang
mengakibatkan volume Keluaran dalam  DIPA  berkurang, usul
pengurangan volume Keluaran diatur dengan ketentuan dalam  hal
volume Keluaran vang berkurang merupakan volume Keluaran dari
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133,

155,

156.

157.

154,

L35,

1G4,

kegiatan  Prioritas Kementerian/Lembaga, usul pengurangan  volume
Keluaran disampaikan kepada Kepala ANEI selaku Pengguna Anggaran.

Sekretaris Utama mengajukan usul Eevisi Anggaran kepada Direktur
Jenderal Angpgaran  berdasarkan  persetujuan  dari Kepala ANEI]
sebagaimana dimaksud pada angka 152,

Pergeseran anggaran antar Kegiatan dapat dilakukan sepanjang tidak
mengurangi volume Keluaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan
digunakan untuk hal-hal yvang bersifat priovitas, mendesak, kedarratan,
atau yang tidak dapat ditunda.

Hal-hal yvang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan, atau vang tidak
dapat ditumnda sebagaimana dimaksud pada angka 154 merupakan
kegiatan-kegiatan vang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Arsip
Masional Republik Indonesia.

Pergeseran anggaran antar Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka
154 harus dilengkapi nota dinas yang menjelaskan urgensi dari
pergeseran anggaranyang disetujui oleh pejabat Eselon [.

Ferubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBFP sebagaimana
dimaksud pada angka 141 huraf a merupakan tambahan alokasi
anggarvan yvang dapat digunakan oleh ANEILL

FPerubahan anggaran belanja vang bersumber dari PNBFP sebagaimana
dimaksud pada angka 157 sebagai akibat

a. kelebihan realisasi atas target vang direncanakan dalam APEN atan
APBEN Perubahan;

b. adanva PNBP yang berasal dari hkontrak/kerjasamafnota
Kesepahaman atan dokumen vang dipersamakan;

. adanya satuan kerja PNBP banu;

d. diterbitkannyva Keputusan Menteri Keuangan tentang persetijuan
penggunaan sebagian dana PNBEP.

Ferubahan Karena penghapusan/ perubahan catatan dalam halaman [V
DIFA sebagaimana dimaksud dalam angka 145 huraf j merupakan
penghapusan/ perubahan sebagian atau seluruh eatatan dalam halaman
IV DIPA pada alokasi vang ditetapkan untuk mendanai suata Kegiatan,

Fenghapusan/ permbahan catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana

dimaksud pada angka 159 terdiri atas:

a. penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA
karena masih memerlukan persetujuan DPE Rl

b. Penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIFA
karena hams dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya
dan/atan dokumen terkait;

c. penghapusan/ perubahan catatan dalam halaman IV DIPA
karena masih harus didistribusikan ke masing-masing satker;

d. DMPA karena masih memerlukan penelaahan dan/atau
persetujuan Kementerian Perencanaan/Bappenas;

e. penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA
karena masih memerlukan reviu Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan; danfatan
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Fenghapusan/permbahan catatan dalam halaman [V DIPA sebagaimana

dimaksud pada angka 1539 dapat dilakukan setelall persvaratan dipenuhi

dengan lengkap.

. Dalam hal persetujuan DFE Rl sebagaimana dimaksud pada angka 160
huruf & isinya berbeda dengan rincian yang dituangkan dalam REEA-K/L
dan DIPA, penghapusan/ perubahan catatan dalam halaman [V DIPA
dapat dilakukan setelah dilakukan

Kementerian/ Lembaga, kementerian
Kementerian Keuangan,

Tata cara penelashan  sebagaimana  dimaksud
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam  Peraturan Menteri

penelaahan
Perencanaan/Bappenas,

mengenai petunjuk penyvusunan dan penclahaan BRA-K /L.

antara
dan

pacla  angka 162

Reuangan

Pergeseran anggaran dalam rangka penyvelesaian inkracht sebapaimana

dimaksud pada angka 145 hoaraf K merapakan kewajiban pengeluaran
vang timbul sehubungan dengan putosan

mempunyai kekuatan hukum tetap,

pengadilan

dimaksud pada angka 164 merupakan tanggung jawab ANRIL.

vang

telah

Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht sebagaimana

. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian mkracht dapat dilakukan
antarjenis belanja danjatau antarjenis Kegiatan dalam | (satu) program
dan/atau antarprogram dalam 1 {satu) Kementerian/Lembaga.

Fengeunaan dana output cadangan sebagaimana dimaksod pada angka

143 huruf | merupakan pemanfaatan kembali alokasi anggaran vang telah
dialokasikan dalam RERKA-K/L dan belum jelas peruntukannya.

sebapgai berilout:

a, mendanai kebutuhan Biaya Operasional Satker;

Penggunaan dana eutput cadangan dapat dilakukan dengan ketentuan

b, mendanai kegiatan yg bersifat mendesak, kedamiratan atau yvang tidak

dapat dimnda; dan/atan

¢. mendanai kebutuhan prioritas Kementerian/Lembaga.

169, Pergeseran anggaran dalam rangka penggunasn oulpud cadangan dapat
dilakukan dalaim Kegiatan yvang sama dan/atan antar Kegiatan dalam sato

Frogram.

170 Penambahan/perubahan Rumusan Kinerja sebagaimana dimaksud pada
angka 145 huruf m dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja
ANRI danjfatan menindaklanjuti adanya perubahan tugas fungsi.

171. Penambahanfperubahan Rumusan Kinerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a, penambahan/ perubahan rmmusan Keluaran; danfatan

L. penambahany perubahan rumusan
Keluaran.

selain

IR RN E 2R

172, Penambahan/perubaban rumusan Keluaran sebagaimana dimaksod pada

angka 171 huraf a dapat dilakuokan:
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a, sebagai  akibat  adanyva  penoyempurnaan  rumusan  oomenklatur,
perubahan tugas fungsi unit dan/atau adanva tambahan penugasai;

I sepanjang tidak mengubah pagn anggaran dan tdak mengurang
volume  KeluaranKebijakan  Prioritas  Pemerintah  Yang  Telah
Ditetapkan; dan

¢. sepanjang penambahan/perubahan rumusan Keluaran belum tersedia
dalam database REA-K/L/DIPA s

173, Tata cara penambaban/perubahan mmusan  keluaran  sebagaimana
dimaksud pada  angka 172 diatur  dengan ketentuan usulan
penambahan/ perubahan rmumusan  Keluaran diajukan oleh Pegjabat
Esclon | kepada Kepala ANEL

174, Penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran sebagaimana
dimaksud pada angka 172 hurif b dapat dilakukan:

a. sehagai akibat adanva reorganisasi atan penvempurnaan perumisan
nomenklatur antara lain nomenklatur program, indikator kinerja
program, kegiatan, indikator Kinerja Kegilatan, Mngsi, perubalian
tugas Mungsi unit dan/atau adanya tambahan penugasan; dan

b, sepanjang tidak mengubah pagu anggaran dan tidak mengurang
volume Keluaran Kebijakan Prioritas ANRI Yang Telah Ditetaplean,

173, Tata cara penambahanfperubaban ruomusan selain rumusan Keluaran
sehagaimana dimaksud pada angka 174 diatur dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. usulan penambahan/perubahan rumusan selain mumusan Keluaran
dimjukan oleh Pejabat Eselon | kKepada Sekretaris Utamea, selanjuinya
Sekretaris Utama mengajukan uvsulan dimaksud kepadaldJA dan
Deput Pendanaan Pembangunan Bappenas;

L. penambahan/perubahan mmusan selain mumusan Keluaran dapat
ditetapkan sepanjang telah disepakati dalam pertemuan tiga pihak
antara Rementerian Perencanaan/Bappenas, Kementerian Keuangan,
dan Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan;

. hasil penambahan/perubabhan rumusan selain rumusan Keluaran
digunakan sebagai dasar uniuk melakukan perubahan detabase RKA-
KL/ DIPA; dan

d. perubahan databoase ERKA-EL/DIPA menjadi dasar pengajuan revisi
ERA-K/L dan revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Anggararn.

175, Pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran sebagaimana
dimaksud pada angka 147 humf a dapat dilakunkan sepanjang tidak
mengurang volume Keluaran dalam DIPA  termasuk dalam  rangka
addendum kontrak sampai dengan 109 (sepulubh persen) dari odlai
kontralk.

177. Pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap sebagaimana dimaksud
pada angka 147 huruf b dapat dilaknkan sepanjang tidak mengurangi
volume Keluaran dalam DIPA,

178, Pergeseran anggaran dalam  rangka memenuhi  kebutuhan Biaya
Operasional sebagaimana dimaksud pada angka 147 huruf d dapat
dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran dalam DNIPA.
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179, Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang
lalu sebagaimana dimaksud pada angka 147 huraf  dapat dilakukan
sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran dalam DIPA.

180, Dalam hal jumlah seluruh tunggakan per DIPA per Satker sebagaimana
dimaksud pada angka 179 nilainyva:
a.  sampai dengan REp200.000.000,00 (dua ratus juta ruapiah),
harus dilampiri SPTJM dari Kuasa Pengguna Anggarain;

b, di atas Ep200.000.000,00 ([dua ratus juta rupiah) sampai
dengan  REp2.000.000.000,00 {dua miliar mpiah), hars
dilampiri hasil verifikasi dari Inspeltorat ANRI; dan

c.  di atas Rp2.000.000.000,00 ([dua miliar ropiah), harus
dilampiri hasil verifikasi dari BPEP setempar.

181, Dalam hal tunggakan tahun lalu sebagaimana dimaksud padaangka 179
terkait dengan:

a. belanja pegawai Khusus paji dan tunjangan vang
melekat pada gaiji;

uang makan;

belanja perjalanan dinas pindah;

langganan dayva dan jasa;

imbalan jasa layanan Bank/Pos Persepsi;

f. pembayvaran provisi benda meterai,

=

B P

&

vang alokasi dananya tidak cukup tersedia atau belum dibavarkan pada
tahun sebelumnya, dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran berjalan
tanpa melalui mekanisme revisi DIPA sepanjang alokasi anggaran untulk
peruntukan vang sama sudah tersedia.

182, Untuk tunggakan lain danfatan tunggakan sebagaimana dimaksod pada
angka 181 vang alokasi anggarannya belum tersedia, dapat dibebankan
pada DIPA tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berilout:

a. merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan vang alokasi
anggarannya cukup tersedia pada DIPA tahun lala; dan

b, pekerjaan/penugasannyva telah  diselesaikan  tetapi belum
dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran lalu,

183, Pergeseran dalaim satu provinsi  untuk Kegiatan  dalam rangka
dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada angka 147 huruf g dapat
dilakukan dalam hal terjadi perubahan prioritas atau kebijakan dari ANEIL.

184, Pergeseran schagaimana dimaksud pada angka 183 dapat dilakukan
setelah mendapat persetujuan dari Kepala ANRL.

1853, Pergeseran  anggaran  dalam  rangka pembukaan kantor  bar
sebagaimana dimaksud pada angka 147 humf h dapat dilakukan dalam
hal ketentuan mengenai pembentukan kantor bama telah mendapat
persetujuan dari Rementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Feformasi Birokrasi.
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185, Pergeseran anggaran sebagaimana dimakswd pada angka 185 dilakukan
melalui pergeseran anggaran dari DIPA Petikan Batker Induk ke DIPA
Petikan Satker baru,

187, Perpeseran angpgaran scbagaimana dimaksud pada angka 185 dapat
dipenuhi melalui pergeseran:

a. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan vang sama dan antar Satker
dalam 1 [sam) wilavah kerja Kantor Wilavah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

b, dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yvang sama dan antar Satker
dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yvang berbeda;

c. antar Keluaran, Kegiatan yvang sama dan antar Satker dalam 1 (satu)
wilayah kerja Kantor Wilayah Direkiorat Jenderal Perbendaharaan,

d. antar Keluaran, Kegiatan vang sama dan antar Satker dalam wilayah
kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan vang
berbeda.

e, antar Kegiatan dan antar Satker dalam 1 (satu) wilavah kerja Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; atau

f. antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan vang berbeda.

188, Pergeseran anggaran dalam rangka penyvelesaian kegiatan-kegiatan
pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana
alam tahun 20xx-1 sehagaimana dimaksud pada angka 147 huruf i dapat
dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran dalam DIPA.

189, Pergeseran  anggaran  sebagaimana  dimaksud  pada  angka 188
pendanaannya bersumber dari pagu anggaran ANRI Tahun Anggaran 20x:x.

199, Pengajuan usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimakswd pada angka
188 disampaikan kepada Sekretaris Utama, selanjutnya Sekretaris Utaima
mengajukan usulan tersebut kepada Menteri Keunangan c.q. Direktur
Jenderal Anggaran dalam bentuk konsep Fevisi Anggaran paling lambat
pada tanggal 31 Januari 20XX.

200. Pergeseran angparan Jalam rangka tanggap darirat bencana sebagaimana
dimaksud pada angka 147 huraf j dapat digunakan antok mendanai
pelaksanaan mitigasi bencana, tanggap darurat, dan penanganan pasca
bencana.

201, Pergeseran anggaran dalam rangka tanggap darurat bencana sebagaimana
dimaksud pada angka 200 diajukan oleh Penggpuna Anggaran/Kuasa
Pengguna  Anggaran  dengan  dilengkapi  alasan  vang  dapat
dipertanggungjawabkan.,

202, Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 200 dapat
dipenuhi melalui pergeseran:

a. dalam Keluaran yvang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker
dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan,

b. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker
dalam  wilavah ketja Kantor Wilayah Direkiorat  Jenderal

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

203,

103 2015, No.1386

Perbendaharaan vang berbeda;

. antar keluaran, Kegiatan yang sama dan antar S8atker dalam 1 (sau)
wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

. antar Keluaran, Kegiatan vang sama dan antar Satker dalam wilayah
kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yvang
berbeda;

e, antar Kegiatan dan antar Satker dalam 1 [satu) wilayah kerja
Rantor Wilavah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; atau

f.  antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda,

Pergeseran  anggaran dalam rangka percepatan pencapaian Keluaran
prioritas nasional danfatau prioritas ANREI sebagaimana dimaksud pada
angka 147 hurufl K dapat dilakulkan sepanjang tidak mengurangi volume
Keluaran dalam DIPA.

204, Keluaran prioritas nasional dan/atan prioritas ANRI sebagaimana dimaksuad

205,

pada angka 203 merupakan Keluaran yang tercantum dalam EPJMN
dan/atau Renstra ANEIL.

Fevisi Anggaran pada Direkrorat Jenderal Anggaran vang memerlukan
penelaahan meliputi:

4. perubahan anggaran belanja vang bersumber dar PNEP;
b. percepatan Penarikan PHLN dan/ataa PHDN;

c. penerimaan HLN/HDN setelah Undang-Undang mengenai APBN
Tahun Anggaran 20xx ditetapkan;

d, pengurangan alokasi pinjaman provek luar negerd;

. perubaban pagu anggaran pembavaran Subsidi Energi;

. perubabhan pagu anggaran pembayaran bunga utang;

g lanjutan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penerusan Pinjaman,

h. percepatan  pelaksanaan Kegiatan dalam  rangka
Penerusan Pinjaman;

i. lanjutan pelaksanaan Kegiatan dalam  rangka
Penerusan hibah;

j- percepatan  pelaksanaan Kegiatan dalam  rangka
penerusan hibah;

k. percepatan realisasi pelaksanaan proyek vang
dananva bersumber dari SBSN PBS;

l. perubahan pagu anggaran pembayaran cicilan pokok
utang;

m. perubahan pagu anggaran Penyertaan Modal Negara
(PMN);

n. perubahan  pagu  anggaran  dalam rangka
penyesuaian kurs;

o. pengurangan alekasi hibah luar negeri;
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perubahan pagu anggaran transfer Ke daeraly;

. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht,

r. penggunaan dana Outpnd Cadangan;

5. penambahanfperubahan rumunsan kinerja;
t. perubahan komposisi instrumen pembiayan utang;

L.

V.

w.

pergeseran anggaran dalam satu subbagian anggaran Bagian

Anggaran Bendahara Umum Negara,

pergeseran anggaran dari Bagian Anggarvan Bendahara Umoam
Megara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L;

pergescran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran
999 (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara); dan/fatau

pergeseran  anggaran dari BA K/L ke Bagian
Anggaran Bendahara Umuin Negara,

Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran vang tidak
memerlukan penelaahan melipuati:

2.

pergeseran dalam Keluaran vang sama, Kegiatan yang sama dan
antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan vang berbeda;

pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker
dalam  wilayvah Kerja Kantor Wilayah Direktorat  Jenderal
Perbendaharaan vang berbeda;

penghapusan/ perubahan eatatan dalam halaman IV DIPA;

ralat kode KPPN dalam wilavah kera Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan vang berbeda;

ralat kode kewenangan,

ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam wilayah kerja Kantor
Wilavah Direkrorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;

ralat kode Satker; dan/atan

ralat pencantuman volume, jenis, dan satnan Keluaran vang berbeda
antama RKA-K/L dan RKFP atau hasil kesepakatan DPR-RI dengan

Pemerintah.

Mekanisme Revisi Anggaran pada  Direktorat  Jenderal Anggaran
schagaimana dimaksud pada angka 206 dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikuat:

a. Pejabat Eselon 1 menyampaikan usulan Revisi Angpgaran kepada
Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran yvang dilam piri

dokumen pendukung berupa:

Nota DMnas Usulan Revisi Anggaran beserta urgensi;
Matriks Perubahan (semula-menjadi)

RAK dan RAR;

ADE EKA-K/L Revisi; dan

P IR o QR
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9. Data Pendukung.

b. Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran memeriksa
usulan Revisi Anggaran beserta urgensi

. Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengpuna Anggaran menvampaikan
usulan revisi vang telah diperiksa kepada Biro Perencanaan untik
dilakukan proses analisis. Proses analisis Revisi Anggaran pada Biro
Perencanaan sebagaimana dimakswd diselesaikan paling lambat 3
(tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap

Biro Perencanaan menyvampaikan hasil analisis Kepada Inspektorat
ANEI untuk dilakukan reviu. Proses reviu Revisl Anpggaran pada
Inspektorat ANE] sebagaimana dimaksud disclesaikan paling lambat 3
[tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap

© Berdasarkan hasil reviu, Sekretaris Utama/KPA menvampaikan
usulan Revisi Anggaran kepada Direkoar Jenderal Anggaran/Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan melampirkan
dokumen pendukung berupa:

1. Surmat Usulan Revisi Anggaran yvang ditandatangani oleh
Sekretaris Utama/KPA dan dilampiri matriks perubahan
(semula-menjadi);

2. BPTJM yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama/KPA;
3. ADK EEA-K/L DIPA Revisi S8atker; dan
4.  RKA Satker.

Proses Revisi Anggaran pada Direktur Jenderal Anggaran/ Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud diselesaikan
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dolumen diterima secara lengkap.

208 Mekanisme penyelesaian  Revisi Anggaran  pada  Direktorat  Jenderal
Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 207 adalah sebagai berikut:

1) Unit Kerja Eselon I mengajukan usulan perubahan anggaran kepada

Sekretaris Utama selaku KPA dalam hal:

a. Urgensi tidak tepat;

b, Dokumen pendukung tidak lengkap’

. KPA menclak usulan perubahan anggaran unit kerja eselon |

2] KPA memeriksa menyiapkan usulan perubahan anggaran untuk
direvin oleh Inspektorat ANREI,

3] Reviu dilakukan Inspektorat ANR] yaitu melakukan wverifikasi atas
kelengkapan dan kKebenaran dokumen vang dipersyaratkan serta
kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran;

4) Setelah usulan Rewvisi Anggaran direviu oleh Inspektorat ANRI, KPA
menyiapkan usualn-usulan Revisi Anggaran dan melengkapi dokumen
pemdukung untuk disampaikan kepada DWA;

53] DJA meneliti surat usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen
pendukung,

6] DJA melakukan penelaahan dengan ANRID untuk usulan revisi vang
menyebabkan pagu anggaran ANRI berubah dalam hal:

A Dokumen pendukung tidak lengkag,
b. Penelaahan revisi anggaran ditolak;
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o, BJA  akan menetapkan sumat penolakan  revisi anggaran  dan
menyvampaikannya ke Sckretaris Utama.

7] Dalam hal penclaahan atan penelitian kelengkapan revisi anggaran
disetujui, DJA akan menerbitkan DHP BKA-K/L revisi;

8) Berdasarkan DHP REA-K/L revisi, DJA akan mengunggah ADK RKA-
KL DPA revisi untuk diperbamii database,

9) Setelah database diunggah, server akan memberikannotifikasi
persetujuan revisi dan menerbitkan kode digital stamp yvang baru;

10y JA menerbitkan surat persetujuan revisi vang dilampiri notifikasi
sisten;

11) KPA menerima persetujuan revisi dari DJA dan melaksanakan
kegiatan sesuai persetujuan revisi dengan sckaligns menerbitkan PORK
Revisi,

209, Dalam hal usulan Revisi Anggaran vang diajukan oleh ANRI memuat
substansi vang meliputi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran dan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal
Anggaran memproses) menyelesaikan Hevisi Anggaran vang diusulkan.

210. Bevisi Anggaran vang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan meliputi:

a.  perubahan atan pergeseran  rincian anggaran  dalam hal  paga
anggaran tetap; dan/atan
b.  perubahan/ralat Karena kesalahan administrasi.

211.Revisi Anggaran yvang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada angka 210 huruf a
terdiri atas:

a.  pergescran dalam 1 (satu) Keluaran, | isatu) Kegiatan dan 1 [(satu)
Satker;

b. pergeseran antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (sat) Satker;

c, pergeseran dalam Keluaran vang sama, Kegiatan yvang sama dan
antar Satker dalam 1 [satu] wilavah kerja Kantor Wilayah Direktorart
Jenderal Perbendaharaan;

d. pergeseran antar keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker
dalam 1 [sat) wilayvah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan,

e, pergeseran antar Kegiatan dalam 1 {satu) Satker; dan/atauo

f.  pergeseran antar Kegiatan dan antar SBatker dalam 1 (satu) wilayah
kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

212, Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) haraf
meliputi:

q. malat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam
peruntukan dan sasavan yang sama;

b, falat kode KPPN dalam 1 (satu) wilavah kerja Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharasn;

¢, perubahan nomenklatur bagian anggaran danfatan  Satker
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sepanjang kode tetap;

4. ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kegja
kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

o, ralat kode lokasi dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan vang berbeda dan lokasi KPPN dalam 1
(satu) wilayah kerja Kantor Wilavah Direktorat  Jenderal
Perbendaharaan,

{ ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam
halaman 111 DIFPA;

g. perubahan Pejabat Perbendaharaan; dan/atau

h. Falat pencantuman volume Keluaran dalam DIPA,

213.Pejabat Eselon | menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Sekretaris
Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dilampin  dokumen
perddukung berupa:

d. Nota Dinas Usulan Revisi Anggaran beserta urgensi;
b. Matriks Perubahan (semula-menjadi};

c. KAK dan RAR;

d. ADK REKA-K/L Revisi; dan

e. Data Pendulung.

214 . Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada
kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilengkapi
dokumen pendukung berupa:

a. Surat Usulan Revisi Anggaran vang dilampiri matriks perubahan
(semula-menjadi);

b. SPTUM vang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran,
. ADK BERA-K/L DIPA Revisi;

d. Capy DIPA Petikan terakhir; dan

e, dokumen pendukung terkait persetujuan Sekretaris Utama.

2153, Kepala Kantor Wilavah Direktorat Jenderal Perbendahavasn  menelit
usulan Revisi Anggaran serta Kelengkapan dokuamen yang dipersyaratkan
sehagaimana dimaksud pada angka 212, Dalam hal usulan Rewvisi
Anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada angka 212, RKantor Wilavah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran.
Dalam hal usulan Fevisi Angparan yvang disampaikan dapat disetujui,
kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharman menstapkan
surat pengesahan Revisi Anggaran vang dilampiri notifikasi dari sistem,
paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterimma secara lengkap
dan notifikasi dari sistem telah tercetak.

216, Mekanisme penyelesaian Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorart
Jenderal Perbendabaraan sebagai berilout:

1] Unit Kerja Eselon | mengajukan usulan perubahan anggaran kepada
Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalah hal urgensi
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tidak tepat danfatau  dokumen pendukung tidak lengkap, KPA
menolak usulan perubahan anggaran unit kerja eselon [.

2] KPA memeriksa dan menyviapkan usulan perubahan anggaran untuk
direviu ole Inspektorat ANRI ;

3] Reviu dilakulan Inspektorat ANRI yaitu melakukan verifikasi atas
kelengkapan dan kebenaran dokumen vang dipersyaratkan seita
kepatuban dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran;

4 KPA menyviapkan usulan Hevisi beserta data dan dokumen pendukung
vang telah diverifikasi Inspektorat ANEL. KPA menyampaikan usulan
Fevisi  Anggaran  kepada  RKantor Wilayvah DirekKtorat  Jenderal
Perbendaharaan (Kanwil DJFPB);

3) DJPFB menclii usulan revisi dan  kesesuaian  dengan  dokumen
pendukung;

6) Dalam hal revisi anggaran ditolak, Kanwil DJPE menerbitkan Sorat
Penolakan Revisi Angpgarai,

7) Dalam hal revisi anggaran diterima, kanwil DJPE akan mengunggah
ADK REA-E/L DIPA server;

8] Setelah ADK REA-EJ/L DIPA divalidasi sistem, secara otomatis akan
diterbitkan notifikasi dan kode digital stamp baru sebagai tanda
pengesahan revisi anggaran;

9] kanwil DJPE menvampaikan surat persctujuan yvang  dilampici
notifikasi pengesahan revisi anggaran;

10) KPA melaksanakan kegiatan berdasarkan pengesahan revisi anggaran
dari Kanwil DJPB dengan menerhitkan POR Revisi.

217, FHevisi Anggaran yang dilaksanakan pada Selretaris Utama selaku Kuasa
Pengguna Anggaran merupakan Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran
tetap meliputi:

a. pergeseran dalam 1 (satn) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu)
Satker; dan/atau,

b. pergeseran antar Keluaran, 1 (sani) Kegiatan dan 1 (sam) Satker,

218, Revisi Anggaran sebhagaimana dimaksud pada angka 217 dilaksanakan
dalam hal Revisi Anggaran tidak mengakibatkan perubahan DIPA Petikan,
Kuasa Pengguna Anggaran mengubah ADK REA Satker berkenaan melalui
aplikasi REA-K/L-DIPA, mencetak Petunjuk Cperasional Kegiatan (POK],
dan Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan pernbahan POR,

21%, ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Sekretaris
Utama Selaku Kuasa Pengguna Anggaran berlakoa mutatis mutandis dalam
pengajuan Revisi Anggaran pada DJA/Kantor Wilayah sebagaimana diatur
pada angka 207,

220, Mekanisme penvelesaian Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran
sebagai berikut:

1) Unit kerja eselon 1 mengajukan usulan perubahan anggaran kepada
Selretaris Utama selaku KPA, dalam hal:
a. urgensi tidak tepat
L. dokumen pendukung tidak lengkap;
. KPA menolak usualn perubaban anggaran unit kerja eselon |

2} KPA melakukan revisi anggaran sesuai dengan kewenangannya;

3) KFA menecliti apakah revisi anggaran vang dilakukan KPA mengubah
DIPA petikan atau tidak.

4) Dalam hal DIPA Petikan tidak berubah, KPA memutakhirkan ADK
EKA-I/ L DIPA serta mencetak dan menetaplkan POR.
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2) Dralam hal revisi anggaran mengakibatkan perubahan DIPA Petikan,
KPA  menyiapkan wusulan revisi anggaran  beserta dokumen
perdukungnya.

o) KPA menyampaikan usulan revisi anggaran kepada [RIPE uniuk
mendapat pengesahan.

221, Eevisi Anggaran vang memerinkan persetujuan DPE-E1 meliputi:

a. tambahan Pinjaman Proyek Luar NegerifPinjaman Dalam MNegeri bar
setelah Undang-Undang mengenai APBN  Tahun Anggaran  20xx
ditetapkan;

b. pergeseran anggaran antar Program selain untuk memenuhi kebutuhan
Biaya Operasional dan penyelesaian inkracht,

©. pergeseran anggaran yvang mengakibatkan perubahan Hasil Program

d. penggunaan anggaran yang harus mendapat persetujuan DPR-RI
terlebih dalhala;

e, perubahan/penghapusan  catatan dalam  halaman IV DIPA  yang
digunakan tidak sesuai dengan rencana peruntukan; dan/atau

[ pergeseran antar provinsifkabupaten/kota untuk Kegiatan dalam
rangka tugas pembantuan dan urusan bersama, atau antacprovinsi
untuk kegiatan dalam rangka dekonsentrasi.

222, Revisi Anggaran vang memerlukan persetjuan DPR-RI diajukan oleh
Sekretaris Utama kepada Pimpinan DPRE-RI untuk mendapat persetujuan.
Sekretaris Utama mengajukan usulan Revisi Anggaran kepada Direktur
Jenderal Anggaran berdasarkan persetujuan dari Pimpinan DPR-RIL.

223, Batas akhir penerimasn usul Revisi Angparan untuk Tahun Anggaran
Hxx ditetapkan sebagai berikut:

a. Tiga puluh (30} hari sebelum batas akhir vang ditetapkan Menteri
Keuangan, untuk Eevisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran;
dan

b. Tiga pulub (30} hari sebelum batas akhir yvang ditetapkan Menteri
keuangan, untuk Revisi Anggaran pada RKantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.

224, Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan:

a. HKegiatan vang dananya bersumber dari PNEP, PLN, HLN, dan HDN serta
Pinjaman Dalam Negeri;

b. Kegiatan dalam lingkup Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
termasuk pergeseran anggaran dari BA 999,08 ke BA K/L, pergeseran
antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran Bendahara Umuim
MNegara, dan pergeseran dalam satu subbagian anggaran dalam Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara; danfatau

c. HKegiatan-Kegiatan yang membuthkan dataf/dokumen yang harus
mendapat  persetujuan dari unit eksternal Kementerian/Lembaga
seperti persetujuan DPR, persetujuan Menterd Keuangan, hasil aadit
eksternal, dan sejenisnya,

batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran oleh Direktorat Jenderal
Anggaran diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

225. Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan pembavaran Subsidi
Energi, pembayaran bunga utang, pembayaran cicilan pokol utang,
pergeseran anggaran untuk bencana alam, dan revisi dalam rangka

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

2015, No.1386 110

pengesahan, batas  akhir  penerimaan usul  Revisi Anggaran  dan
penyelesaiannya  oleh  Direktorat  Jenderal Angparan diaturmelalui
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pada saat penerimaan
usul Revisi Anggaran sebagaimana dimaksod pada angka 222 dan 223
seluruh dokumen telah diterima secara lengkap.

226, Dalam hal tendapat alokasi anggaran yang dituangkan dalam Output
Cadangan, usul penggunaan dana Ouiput Cadangan diajukan Sekretaris
Utama  kepada Direlktur Jenderal Angparan mengikuti jadwal  vang
ditetapkan oleh Menteri Kenangan. Usul penggunaan dana  Output
Cadangan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka
167, 168 dan 169,

227. Dalam hal Ouiput Cadangan merupakan akibat dari penetapan APBN
Perubahan Tahun Anggaran 20xx, batas akhir pengajuan usul
penggunaan dana Output Cadangan paling lambat 30 hari sebelum batas
akhir vang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

228. Revisi Anggaran vang terjadi sebagai akibat dar ditetapkannyva APBN
Perubahan Tahun Anggaran 20xx, menjadi dasar penyelesaian revisi
dokumen RERA-K/L DIPA Tahun Anggaran 20

225, Revisi Anpggaran sebagaimana dimaksud pada angka 228 meliputi antara
lain:

a. pergeseran anggaran antar kegiatan vang mengakibatkan pengurangan
volume lkkeluaran;

b, pergeseran anggaran antar Program; dany/atau

c. realokasi anggaran termasuk pemanfaatan kembali alokasi anggaran
Chatput cadangan.

230, Dalam hal penyelesaian Revisi Anggaran ditemukan kesalahan berupa:
a, kesalahan pencantuman kantor bayar (KPPN);
b. kesalahan pencantuman kode lokasi;
. kesalahan pencantuman sumber dana;
d. terlanjur memberikan approvall persetujuan revisi;
. Hdak tercantumnya catatan pada halaman IV DIPA;

dan revisi DIPA Petikan yvang telah disahkan belum direalisasikan, atas
kesalahan tersebut dapat dilakukan revisi secara otomatis,

231.Revisi otomatis sebagaimana dimaksud pada angka 220 dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Anggaran atan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan sesuai dengan Kewenangannya.

232 Mekanisme revisi otomatis dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Sckretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran immenyampeaikan
surat pemberitahuan kesalahan kepada Direktur Jenderal Anggaran
atan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
dilampiri ADK ERA-K/L; atan

b. Berndasarkan hasil penelitian Direktorat Jenderal Anggaran/kantor
Wilayvah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ditemukan adanya
kesalahan;
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¢. Berdasarkan surat  pemberitahuan  danfatau hasil  penelitian
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huraf b, Direktur Jenderal
Anggaran atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan mengunggah kembali ADK RKA-K /L dan disahkan,

233, Dalam hal terdapat pagu minus terkait pembavaran gaji dan tunjangan
vang melekat pada gaji untuk Tahun Anggaran 20, pagu minus tersebut
harus diselesaikan melalui mekanisme revisi DIPA. Penyelesaian pagu
minus melalui mekanisme revisi DIPA Tahun Anggaran 20xx tersebut
merupakan penvesuaian administratifl

234, Penyelesaian pagu minus diatur dengan ketentuan sebagai berilour:

a. selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran dari sisa anggaran
pada Satlker yang bersangkutan dalam satu Program;

bh. dalam hal sisa anggaran pada Satker vang bersangkutan tidak
mencukupi, selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar
Satker dalam satu Program;

c. dalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalul pergeseran
anggaran antar Satker dalam satu Program, selisih minus dipenuhi
melalui pergeseran anggaran antar Program  dalam  satu bagian
anggaran; (an fatag

d. dalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalui pergeseran
anggaran antar Program dalam satu bagian anggarvan, selisih minus
dipenuhi melalui BA 999.08.

235, Mekanisme penyelesaian pagn minus sebagaimana dimaksud pada ayat
angka 234 huruf a dan huruf b diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan ketentuan mengikubi tata
cara pengajuan Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Ferbendaharaan.

236, Mekanisme penvelesaian pagun minus sebagaimana dimaksud pada angka
2349 huruf ¢ dan hmruf 4 diajukan kepada Direktur Jenderal Anggaran
dengan ketentuan mengikuti tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada
Direktorat Jenderal Anggaran.

Batas akhir penyvelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada angka
233 diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

237, Dalam hal terdapat usul Revisi Anggaran Tahun Anggaran 20xx-1
berkaitan dengan:
4. pagu minus terkait pembayaran gaji dan tunjangan vang melekat pada
gajl;
b. pagu minus terkait non belanja pegawai;

¢. pengesahan belanja vang bersumber dari hibah langsung dalam hentuk
UATgE;

vang diajukan setelah batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran Tahun
Anggaran 20xx-1, usul Revisi Anggaran dimaksud dapat diproses dan
disahkan mengikuti batas akhir penyusunan  Laporan  Kewangan
Pemerintah Pusat,
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238, Pengesahan Revisi Angearan sebagaimana dimaksud pada angka 237
merupakan penyesualan administratif dan digunakan sebagai bahan
penyvusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Rewenangan
penyelesaian Rewvisi Anggaran dan mekanisme pengesabannya dilakukan
sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara
Revisi Anggaran Tahun Anggaran 20xx- 1. Pengesahan atas Revisi Anggaran
tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran
20mx-1.

239, Penyelesaian sisa pekerjaan tahun 20xx- 1 yang dibebankan pada DIPA
Tahun Anggaran 20xx, dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berfkut:

a. penyediaan alokasi anggaran dilakukan melalui mekanisme Revisi
Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Eepala ini;

bk, batas akhir pengajuan usul Revisi Anggaran schagaimana dimaksud
pada hurufl a mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri
kevangan  mengenai  pelaksanaan anggaran dalam rangka
penyelesaian  pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan
akhir talmn anggaran; dan

c. sisa pekerjaan vang dilanjutkan pada Tahun Anggaran 20xx tidak
termasuk pekerjaan kontrak tahun jamak (multiyears contract).

240, Pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan tahun
20xx-1 yang dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 20xx mengacu
pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan anggaran
dalam rangka penvelesaian pekerjaan vang tidak terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran,
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BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

A&, PENETAFAN KINERJA DAN PERTANGGUNGJAWABAN

241, ANEI menstapkan kinerja lebih lanjut pada unit kerja yvang dapat
mencerminkan  ikhiisar rencana Kerja vang akan dicapal. Di dalan
penetapan kinerja tercermin diantaranya program utama, sasaran indikator
kinerja output, indikator outcome beserta anggaran.

242, Penetapan Kinerja ini dilakukan oleh masing-masing unit kerja secara
begernjang diawali dari eselon I pada eselon 1, kemudian kepada Kepala
ANRI.  Selanjutnya  dari  Kepala ANRI  kepada  Presiden  Republik
Indemesia/Menteri PAN dan RB sesuai dengan program  yang  akan
dilaksanakan pada Program Kerja Tahuan ANEIL

243, Bebagai tindak lanjut dani tanggung jawab unit kerja terhadap kegiatan dan
anggaran yvang dilakukan atas dasar fungsi dan tugas vang dibiayai dana
APEN, maka kewajiban unit kerja menyampaikan pertanggungiawaban baik
darl sisi anpgaran maupun kKinerjanya, sesuai dengan penetapan Kinerja
vang telah ditetapkan,

244, Laporan-laporan hasil kerfa unit kerja dirangkum menjadi Laporan ANEI
atas anggung jawabnya sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian vang
telah melaksanakan kKewajiban terhadap  pelaksanaan togas dan fungsi
substansi lembaga yvang dibiavai APBN, secarm transparan dan akuntabel,
sesual dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tabun 2006  tentang
FPelaporan Keuangan dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah, Peraturan
Pemerintah MNomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAF dan Peraturan Menteri Keuangan
MNomeor: 171 /PMICOS /2007 tentang Sistem Alautansi dan Pelaporan Lembaga
Pemerintah Pusat sebagaimana telah dinbah dengan Peraturan Menterd
Keuangan Nomor 233 FME.05/201 1.

245, Kepala  ANElD  selalku pengguna anggaran/barang  — menyusan
pertanggungjawaban  pelaksanaan APEN di lingkungan ANED berupa
Laporan Keuangan vang sekurang-kurangnya meliputi Laporan Fealisasi
Anggaran (LEA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan [CaLK).

H. PELAPORAN

245, Laporan Keuangan ANE] sebagai Laporan Keuangan Kementerian
Lembaga [LKEL) oleh Kepala ANE] disampaikan kepada Presiden melalui
Menteri Keuangan selambat-lambatnya dua  bulan  setelah  tahun
anggaran berakhir. LEKL vang disampaikan kepada Menteri kenangan
disampaikan juga kepada BPR vang kemudian dilakukan audit selambat-
lambainya dua bulan setelah laporan keunangan diterima oleh BPE.

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

2015, No.1386 114

247. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LEKP)  yang merupakan
penggabungan (pengkonsolidasian) dari seluruh LEKL disusun oleh
Menteri Kenangan selalkun  pengelola  fiskal sebagai wujud laporan
keunangan  pemerintah pusat  disampaikan kepada Presiden dalam
memenuli pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

248, Presiden menyvampaikan LKKP kepada BFK paling lambat tiga bulan
setelah tahun anggaran berakhir. Audit atas Laporan Keuangan haras
sudah selesal selambat-lambatnya dua bulan setelah laporan keuangan
tersebul diterima oleh BPK dari pemerintah,

245, Pertanggungjawaban dan pelaporan masing-masing pelaksana anggaran
dapat dirinei sebagai berikat:

d. Pengguna Anggaran

1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran dan kegiatan
baik melalui Laporan Keoangan (LK) vang minimal terdivi atas
Laporan Healisasi Anggaran (LEA), Neraca Neraca, Laporan
Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan
Atas Laporan Keuangan (CALK) vang disampailkan kepada Menteri
Keuangan maupun Laporan Kinerja;

2. Membuat pernyataan tanggungjawab/Statement of Responsibility
(B0OR) atas isi Laporan Keuangan (LE).

b. Kuasa Pengpuna Anggarar

1. Kuasa Pengguna Anggartan bertanggungiawab atas pelaksanaan
kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya
kepada Pengguna Anggaran;

2. Pelaksanaan tanggung jawahb KPA dalam bentuk:

4. mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana
penarikan dana;

b. merumuskan  standar  operasional  agar  pelaksanaan
pengadaan  barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang
pengadaan barang/jasa pemerintah;

€. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses
penyelesaian tagihan atas beban APEN dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

d. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dJdan
pengadaan barangfjasa sesuai dengan keluaran (output) vang
ditetapkan dalam DIPA;

€. melakukan monitoring dan  evaluasi  agar pembuatan
perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran
atas beban APBEN sesual dengan keluaran (output) yvang
ditetapkan dalam DIPA serta rencana vang telah ditetapkan;

L meramuskan kebijakan agar pembavaran atas beban APBN
sesual dengan keluaran (ouput) yvang ditetapkan dalam DIPA;
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g melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi  atas
pertanggungjawaban  pelaksanaan anggaran dalam rangka
penyvusunan laporan keuangan.

o, Pejabat Pembuat Komitmen
1. PPK Dbertanggung jawab atas tindakan vang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara berapa:
a. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
b. menyverahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada
KPA dengan Berita Acara Penyerahan dengan format sebagai

berikut
R ARA SERA [N
MNOMOR - faikan nomar baila acara PP
Pada hari ini ... tanggal ... o DR i tahun dua ibu ... ..., kami

yanyg bemands tangan dibawsah ind :
1. Nama B it e

Jabatan : Pgjabat Pembuat Komitmen (FPK) . berdasarkan
Heputusan Kepala Arsip Masional Repul# indomesia MNomaor
_..Tahun _... Tentang ........Enggal ...
Yang salanpinya disebut sebagai PIHAK KESATL
2, Mama
Jabatan : Hussa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusen Kepals
Arsip Masional Republk indonesia Nemo: tentang
Huasa Pengguna Anggaran Arsip Nasional Reputiik [ndoneses
Tahuin ..., tangoad .
Yang selanpinya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Dengan memparhatikan @
Canfumkan semua benia acara yang dibuat sebelumnya dan yang lerkaid dengan
penyerahian i

rriaka dengan mi menyatakan sebagai berikut

1. PIHAK HESATU menyarahkan hasd penpadaan basangljasa kepada PIHAK KEDUA
untuk  pekerjaan-pekeraan sebagaimana tercantum dalam  Daflar Pengadaan
Barangilasa pada lampiran berita acara ini.

2. PIHAK KEDUA menerima hasil pengadaan bamangiasa yang diserahkan oleh PIHAK
HESATL unluk pekerjaan-pekeraan sebagaimana tercantum dalam Oaftar Pengadaan
Barang/Jasa pada lampiran berita acara ini.

3 Lampiran-lampiran dan data dukung dan proses serah terima ini adalah sebagaimana
tardampir dan dijalaskan dakam lampiran berita acara mi.

4, Lampiran besita acana dan data dukung sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3
diatas merugakan bagian yang tidak terpsahkan darni berita acara mi.

5  Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian stas hasil pengadaan barangfjasa yang
diserahkan okeh PIHAK KESATLU kepada FIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATL
dihareskan melakukan —penyesuaian-penyssuaian  sebagaimana  mestinya  yang
tanggung jawabaya berada pada FIHAK KESATL

Demikian Benta Acara Serah Terima ini dibust dengan sabenarnya guna bahan selanjutnya

Yang Wenerima Yang Menyerahkan |
PlHAK KEDUA FIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitrmen . ...,
T T— B

Catatan !
Berita acara beserta lampirannya dibuat dalam rangkap dua, wntuk disimpan
PASKEPA dibubuti materai Rp. 6.000 pada kolom tanda tangan PPE, wntuk
disimpan PPK dibubuhi materal dan cap pada koforn PA/KPA.
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DAFTAR PENGADAAN BARANG.ASA
YANG DISERAHTERIMAKAN

T8 PR MY : PRRADALE LRSNCUF N BRALAN HON STTRIAUMGIREA LA NV L

KODT RILAI [Pp] MO &7CL BA RO & TGL
PREET AR A N ERE SERAH TERHA CATH
L) EMREAR WOLLME LOHAS | PEMERHIARM U HET
i — rAGu | KONTRAK PERTELE | pre FrRROm | OURUMT | s
a ] c o E ¥ ] H i F] [ L L] L]
JUNL RS
mng Marasmo Varey Menyeratian
FIH& KEDLIA FIHAK KESATL
Kuasa Panggusa Anggaras, Pejabat Pasbuat Komibmen .,
Lo A

KETERARGAN -
Kalom A ¢ s nodmor wt
Kolom 1 Didsi nama paket pelerjaan peogadann bamangy jpsa yang dilaksanakan
Kalom © + Dt omor kode rekening anggaran paket peletjoan pengadsan barang) jasa vang dilaksanakan
FKalon D ' Diisi besar nilal pagl angparan paket pekerjaan pengadasn barang)jasa yang dilaksamsakan
Kalom E t Disd besarnya nilal kontrak! SPE kuitansd ok pembelison g pemibalsan kendrak jike ada
FKalom F H Diisi wiliinge pengalaan engan samian meter, unit, huah, kobik, A
Halom G to Drisi nama. pemyedin beoadg gasa {0V, FT, toko, antles penjusban, dif
Fobom H ' Drigsl merk dan spesifikasi feknis sesuai yang tercantom dadam kontrakSPE. Uniuk pekersan Bonstmiksifasa

Lainnya, kokis ini dapat dikesonghan dan penjelasan

apesifikash dibatian kmbaran Khasos.
Kl [ ¥ Diisi fokevsi pelakssimon pekerien peogdaon baoaog s doggn diisi deogan jelss dan detil)
b T 3 Dy e dann tangggal berila sears peenksaan hasil pekecsan vang dibuat okl Pegaba iy Faoitin Peseioa Hasil

Pekerjamn [FPHFP
Falom B H D pimon dam tanggal Berita gcan serah tenima antan FPE dengan Pengodia,
Foalom I : Diisi jenis-penis data duknng vang dilampirkan, sehomang-kurangnys - Pokerjaan Bonsirnbs) « fon visaal keimaisan

p==kerianm [sekurang-rangiya 0k, 50% 100eEH),
as bkl drawing, TMEB, lporn konsulian peogavas, Bporn pelaksanasn pekogaan,  Jaminan-jaoinan, a6,
Pengadanmn Fanar ¢ foto vessal baoang, bok kependilikan,

garanal |aminan, Wpomn-laporan (misal jika ade oaining penggunaan den operasicmal, O Jasa Lainmea o S
visal kemajian peleriaan (serumng-Kurangnye 0%, 5%, 10094,

a5 Imikd dmwing, lapemn kansaltan pengawas (jika pakil Horsultan pengawas], kap pliak n peherjaam,
Jdarainan-jaminan, dil Tersasuk jogs semion berita acas

wang telaly diboat,

Kalom M + Di=i s dagy tanggal bukt peszangan (Bukti pembelso, Eoitasd, SPR, sammt pegangiaong kenlak) dan isilkan piga
ey dan gl prrubalan keatrak jika ada
Falom K o Diimsi Reternggan kin vang sogin ditsmbabkan,

Lavmprinksan jugn daba dokung sebagnimanes dinubesod fdisebatkan dalon kolom B dan L

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

117 2015, No.1386

¢, menyimpan dan  menjaga  Keutuhan  seluruh  dokumen
pelaksanaan kegiatan,

2. PPK hams menvampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan
gas dan wewenang kepada KPA sekurang-kurangnya berupa:

1. Perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa vang telah
ditandatanganni;

2. Tagihan yang belum dan  telah  disampaikan  penyedia
barang/jasa;

3. Tagihan yvang belum dan telah diterbitkan SPP-nya;

4. Jangka wakm penvelesaian tagihan.

3. Menyampaikan laporan realisasi anggaran pada setiap bulan
paling lambat tanggal 5 pada setiap bulan berikutnya Kepada KPA
up. Bagian Keuangan;

4, Menyampaikan laporan pertanggungjawaban  kegiatan  dan
anggaran Kepada KPA,

Pejabat Penguji 8PP dan Penanda Tangan SPM (PP-5PM)

1. PP-8PM harus menyvampaikan laporan  bulanan  terkait
pelaksanaan  tugas dan  wewenang kepada EPA  sekurang-
kurangnva berupa:

a. Jumlah 8PP vang diterima;
b. Jumlah SPM vang diterbitlan;

c. Jumlah 8PP vang tidak dapat diterbitkan SPM.

2. PP-5PM berntanggungjawab terhadap seluruh bukti pengeluaran
sebagai dasar pengujian dan penerbitan SPM yvang akan menjadi
bahan pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal.

Bendahara Penerimaan

1. menerima, menvimpan, menvetorkan, menatausahakan dan
mempertanggung jawabkan uang vang berada dalam pengelolaannya
melalni buku  kas umum, buku-buku pembantn  dan buku
pengawasan pengelolaan PNEP ANRI dan melaporkan pelaksanaan
kegiatan kepada atasan langsung bendaharawan dan KPA,

2. menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) secara bulanan atas
uvang yvang dikelolanya, dengan format sebagai berilout:
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LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN
Bulan : Desamber 2w

Kementerian Lembaga  {067) Tgl, Mo, 5P DIPA | 31 Desember 2o Homor: 0001 G08T-01 1-F2 0w
Unit Crgarisasi S (2 §] Tahun Anggaran . 2

ProvinsiEabKota [0} KPP | Jakarta W {135}

Satuan Kerja T [450448)

Mamat dan Tip o W) Ampera Raya Moy

Cllandak Jaksel. Tip. TA05851

|. Keadaan Pembukuan bulan palaporan dengan saldo akhir peda BXU sebesar Rp. 45.065.138 50
Momor Bukfi terakkr Nomor 17

Jenis Buky Pembaniu Salda Awal Penambanan Pengurangan Salds Ak
2 3 4 § &

A | BP Hes
1. BP Kas {Tunai dan Bank} . . a

B | Buku Pembenty : 5 {= ;
{.BP
2.8P
3 BP Laindain

Il. kesdaan Kas pada akhir Buan Peaporan

1. Uang Tunai di Brankas Rp.
] (tedampir salinan rekening
2 Uang d Rekening Bank Rp. - koean)

3 Jumiah Kas R, 2

Il Hasd Retansdiasi Internal dengan LIAKPA
A, Pembukusn menund Bendahara
1. Panerimaan yang telan dsslor ke Kag Negars
Rp
B, _Perrbukuan menurd USKPS Fp - b

G Selisih pemtukuan Bendahara dengan LAEPA (A1 - B) Rp.

IV, Pembukuan dan fisk kas lelah dperksa deh KPA dengan hasil sebapal berikut ;
Salisih Kas {saldo akhir A1 -

113 Rp. 5
2. Belisih Pemokuan (1) Rp. -
Jakaria, 31 Desember 20w
Mengetshui
A.n Kussa Pengguna Anggaran Bendahara Penenmaan
#tasan Largsung Bendahara Penerimaan
Hama Joas Marma Jeaz
NEF..... MIF. ...
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yvang memuat informasi sebagai berikut:

a. Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal,
penambahan, penggunaan dan saldo  akhir dari buko-buku
pembaniu;

b. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan yang meliputi uang tunai
dan saldo di rekening bank;

<. Penjelasan atas selisih (jika ada) antara saldo buku dan saldo kas.,

3. menvampaikan Laporan penerimaan dan penyetoran PNBFP secara
pericdik kepada PASKPA dan kepada Kementerian Keuangan melalui
Direktorat Jenderal Anggaran.

f. Bendahara Pengeluaran

1. menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggung jawabkan vang yang berada dalam pengelolaannya
untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN
ANEI, melalui buku kKas umum, buku-buku pembanmn dan buku
pengawasan lainnya kepada KPA,

2. melaporkan keadaan uang vang menjadi tanggung jawabnyva meliputi:

a. Uang vang berasal dari Kas Negara, melalul SPM /SP2D — Uang
Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP)/ Ganti Uang
Persediaan (GUP);

b, Uang vang berasal dari Kas Negara, melalui SPM - L8 /8P2D
vang ditujukan kepadanya;

c. Hang yang berasal dari porongan atas pembayaran yvang
dilakukannyva sehubungan dengan fungsi bendahara selaku
wajib pungut (pajak dan bukan pajak).

3. menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara bulanan atas
uang vang dikelolanya, dan disampaikan secara bulanan paling
lambat 5 (lima] hari kerja bulan berikutnya disertai dengan salinan
rekening koran dari bank/pos untuk bulan berkenaan. Data LPJ
vang disusun bendahara pengeluaran bersumber dari semua LPJ
EBFF, format berkas laporan sebagai berikut:
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LAPORAN PERTANGGUNG.JAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
Eulan : Dasember 20xx

Kementerian Lembaga © (087) Ty, Mo, 52 DIPA | 31 Desember 2 Momor: 0001 QI087-01 1300
Unit Crganisast {G1) Tahwn Anggaran - 2012 Bhx
Prowinss®abfata {01} KFPN : Jakarla V (135)
Salugn Kenja [450448)
Meamsat dan Tip X, Ampera Raya No.7
Cilandak Jakse. Thp. TEO5851
I. Keadsan Pembtakuan bulan pefaporan dengan sddo akhir pada BEL ssbesar Rp. dan
Momor Bukli lerakhir Mamar. .. ... =
Jervs Buky Pembanty Saldo Awal | Perembahan | Pengurangan | Seldo Akhr
1 i 3 4 &
A | BP Kas, BPP, dan UM Pemadin
1. BP Kas (Tunal dan Bark) -
2. BP UM Perjadin

3. BP BPP (Kas pada BPP)

BF selan Kas, BPP, dan UM
B | Peradin

1, BP UP*)

2. BP L5-Bandahara

3. B° Pajsk

4, BF Lamn-lan

jumiah pangurangan s udah ermasuk keikansi UP yang belum di SPM kan sebesar
Rp. ...

Il Kesdaan Kas pada akhir Butan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas Rp.
2 Uangd Rekening Bank Rp.
3 JuriahKas Bp.
Il Selisih Kas
1 SsdoAkhirBPkas{LA 1kal8]  Rp.
2 Jumiah Kas (Il 3) Ry,
3 Seligh Kas Rp.
I Hasil Rekonsiiasl Inlernal dengan LAKPA
1 SsideUP Rp.
2 Kuilansi UP Rp.
3 JumishUP Rp.
4 Saldo UP menurut LAKPA Bp.
5 Selisin Pembukusn UP Rp.

V. Penjsia=san selisth kas dandalay selisih pembukuan P (apatela sda):

1 Selisin lebih setor UP TA 2o
2 Selisin lebih sator UP TA 200«

3 Fajak Desambar 'Ox disstor Januer %x

Mengstahi
Kuzsa
Pengguna
Anggeran
Mama
Jelas

MIF.

{+) [rerfampir sainan
reskening koman)

g

*}

Jakarts, Desember A

Pengeluaran,

pelas
HIF. ...
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ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

REGISTER PENUTUPAN KAS
Kementerian/ LFNK :Arsip Nasional Republik Indonesia
Unit Organisasi . Arsip Nasional Republik Indonesia
Satker ;450448
Tanggal Penutupan Kas © 31 Desember 20
Nama Permegang Kas/Bendahara L
Tanggal Penutupan Kas yang lalu ¢ 30 Nopember 20wx
Juridah Seluruh Penerimaan : Rp
Jumiah Selurub Pengeluaran : Rp
Saldo Awal : Rp
Saldo Kas (Bank) i Rp
Saldo Kas (NFEB) : Rp
Saldo Kas Rutin : Rp
Terdiri dari :
Lembaran Uang Kertas
Rploo.o0d  sebanyak 1160 lembar = RpD, 00
Rp50.000  sebanyak 17 lembar = Rp0,00
Rp20.000  sebanyak - lembar =
Rpl0.000  sebanyak - lembar =
Rp5.000  sehanyak = lembar =
Rpl.000  sebanyak = lambar =
Rp500  sebamyak = lembar =
Rpl0d  sebanyak - lembar =
Jumlah Uang Kertas = Rp0, 00
Lembaran Uang Logam
Rp100.000  sebanyak - keping =
Rp50.000  sebanyak - keping =
Rp20.000  sebanyak - keping =
Rp10.000  sebanyak - keping =
RpS5.000  sehanyak = keping =
Rpl.000  sebanyak - keping =
Rp500  sebanyak - keping =
Rpl00  sebanyak - keping =
Jurndah Uang Logam =
Kertas Berharga dan bagian kas yang diizinkan SPM, Wesel, Cek,
Saldo bank, Materai dan sebagainya
Total = Rp0,00
Perbedaan = Rp0, 00
Penjelasan Saldo Kas Rutin ©
- Setor UPYTUP TA 206 disetor TA 20xi = Rp0,00
- Selisih pembulatan/lain-lain = Rp0, 00
- Selisih lebih setor UP TA 20« = Rp, 00
- Selisih lebih setor UP TA 20x0 - Rp0,00
- Pajak Desember o disetor Januari " = RpD, 00
Meqetahu : Jakarta, 31 Desermber 200
Aon Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
Pejabat Penguji dan Penandatangan S5PM ANRT
HNama Jelas Mama Jelas
NIF : .. NIF: ..
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Halaman catatan Buku Kas Umum (untuk catatan atas pemenksaan kas)

EERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI
Pada hari ini Sabtu tanggal tige puluh bulan Desember tahun 20kx, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah

melakukan pemerikszan kas dengan possi salde Suku Kas Umum sebesar Rp, 00
dan Nomar Bukt terakhir Momaor ; 200006-00/K-02

Adapun hasil permeridsaan kas sebagai berikut

1 Hesil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara:
A Saldo Kas Bendahara

1. Saldo BP Kas (Tunal dan Bank)
2. Salde BP BPP

3. Saldc BP LIM Perjadin

g5E

4, Jumlah (A 1=82+8.3} Rp. -
B, Saldo Kas terssbut pada huruf &, terdin dari @

Saldo BP UP

Salde BP LS-Bendahara
Salde BP Pajak

Saldo BP Lam-lam

FEEE

T
ooo

(+}
5. Jumlah (B.1+B.2+B 3+B4) R, -

C. Selisth Pembukuan {4 4-8.5) Rp. -
11 Hasil Pemeriksazn Pembukuan Bendahara;
A Kas yang Dikuasai Bendahars

1. Uang tunai di Brankas Bendahara Rp. -
2, Uang di rekening Bank Bendahara

i

(+)
3. lumlah Kas (4.1 +8.2) Rp. -

8. Selizh Kas (LA.1-1LA3) Rp. -
1l Hasil Rekonsiliasi Intemal {Bendahara dengan LAKPA) ;
& Pembukuan UP menurut Bendahara :

1. Saldo UP
2. Kuitans UP yang belum di SP20kan A 0 (+)

B

3. Jumlah UP dan Kuitansi UP (AL+42) Rpn.
8. Pembukuan UP menurut LMKPA Rp. -

C.  Selisth UP Pembukuan Bendahara dengan LAKPA (AZ-8) Rp. -
IV Penjelasan atas selisih
A Seligh Kas (I1B)
B, Saligih Pembukuan UP (ITIC}
Selizh lebih setor pengembalian UP TA 20 .. +]

Selizih lebih setor pengembalian UP TA 2o -

Yang diperiksa
Bendahara Pegeluaran, Fuasa Pengguna Anggaran,

Mama jelas Hema Jelas
[ MNP @
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Halaman Muka Bagian 1: Bulu Kas

L

Kementerian/Lembaga
Unit
Crganisasi
Prowvinsi/Kabupaten/ Kota
Satuan Kerja
Tanggal, No. 5P DIPA
Revisike : 1.

2.

3.
Tahun Anggaran
KPEN

Mengetahul,

Kuasa Pengguna Anggaran,

Nama :
WIP:

BUKU KAS UMUM

s r e e
H i
e

----------------------
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BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
Pada harl inl,........... tanggal.......bulan.......... tahui......... , kaml selaku Kuasa F\engguna Anggaran talah
melakukan pemeriksaan kas dmgan pasia saldo Buku Kas U sebesar Rp. .. o
dan Momor Bukti terakhir Nomaor...
Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut
I Hasil Pemeriksaan Pernbukuan BPP:
A, Saldo Kas Bendahara
1. Saldo BP Kas {Tunai dan Bank) Bp. oo
2. Saldo BP UM Perjadin 11 Ty {+)
3. Jumilah (A 1+AZ+AT) Rp.
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdin darl :
1, Saldo BP UP Ry .-
2. Saldo BP LS-Bendahara Rp.
3, Saldo BP Pajak Rp.
4.  Saldo BP Laln-lain Rp. . {+)
5. Jumiah (B.1+B.2+B.3+B.4) Rp.
C. Selisih Pembukuan (A.4-B.5) Bp. o
II Hasil Pemeriksaan Kas:
A, Kas yang Dikuasal BPP ;
1. Uang tunai di Brankas Ry
2. Uang di rekening Bank Rp. .. (+)
3. Jumiah Kas (A.1+A.2) Rp.
[T Selisih Kas
A, Pembukuan UP menurut Bendahara :
1. Saldo BP Kas (LA.1) Rp.
2. Jumilah Kas (ILA.3) Rp. -
3. Jumlah Kas (A.1-A.2) Rp. .
IV  Penjelasan atas selisih
& muagmecous "
Yang diperiksa
Bendahara Pegelsaran Permbanti, Pejabat Pembuat Komitimen
NARR S oo ieeinamsnnras
NIP =
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menyvetorkan sisa UP/TUP alchir tahun ke Kas Negara paling lambat
tanggal 30 Desember;

Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas vang
yvang berada dalam pengelolaannya, baik dari uwang vang berasal dari
UP, pembayaran LS melalui Berwlahara Pengeluaran dan uang yvang
bulcan berasal dari UP serta bukan berasal dari Pembayaran LS yang
bersumber dari APBN.

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
1.

a.

BPFF secara operasional bertanggung  jawab  kepada Bendahara
Pengeluaran atas selurub pengelolaan nang vang menjadi tanggung
jawabnya,

BFF berkewajiban membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran Pembanta (LEJ BPPF) atas uvang vang dikelolanya sebagai
pertanggungjawaban pengelolaan vang, paling lambat 5 (lima) hari kerja
bulan berikutnya.

Laporan Pertanggungjawaban [LPJ) BPP menvajikan informasi sebagai
berikut:

1.

=

keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal,
penambahan, penggunaan  dan saklo akhir dari buoko-boukuo
pembani;

keadaan kas tunad pada alhir bulan pelaporan;

penjelasan atas selisih (jika ada) antara saldo buku dan saldo kas;
bukti setoran ke Kas Negara sisa uang dari LS Honomarium dan
perjalanan dinas yang dikelolanya harus sepera disetorkan ke Kas
Negara dan dilakukan paling lambat pada akhir bulan berkenaan;
bukti setoran sisa akhir tahun anggaranfkegiatan terhadap seluruh
uang dalam penguasaannya ke Kas Negara, sedangkan sisa UP
dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran.

Halaman Muka Bagian 1@ Buku RKas Umum unituk Bendahara
Pengeluaran Pembanta

Kementerian/Lembaga

Unit Crganssasi

Proving)/ Kabupatan/Kota
Sstuan Kerja

TanggalfMo. 5% Pengangkatan
1. BPP

2. Pejabat Pernbuat Kamitmen *
Tahun Anggaran B PP
KPoh S A |

Mengetahu, Jakarta, ........o.oocoins
Pejabat Pembuat Komitmen, Bendzhara Pengefuaran Pembantu

Hama Mama
NIF HIP
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L. Unit Kerja Pelaksana Kegiatan

1. melaksanakan koordinasi dengan PPR dalam rangka monitoring dan
evaluasi realisasi kegiatan dan anggaran;

2. menvampaikan laporan  pelaksanakan  kegiatan  dan  anggaran
kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagai bahan penyusunan
Laporan Keuangan dan LAKIP.

C. FPENYIMPANAN DOKUMEMN

230, PPK bertanggung jawab terhadap keamanan dokumen pelaksanasn
kegiatan vang berada dalam penguasaannyva;

231. PP-5PM bertanggung jawab terhadap seluruh bukti pengeluaran sebagai
dasar pengujian dan penerbitan SPM vang akan menjadi bahan
pemeriksaan bagl aparat pemeriksa intermal dan eksternal;

252, Dalam rangka memperlancar kegiatan monitoring/evaluasi/
pemeriksaan, penyimpanan dokumen pertanggungjawaban asli berada
pada Biro Umuin cq. Bagian Keuangadi.

KEEPALA ARSIP NASIONAL REFUBLIK INDONESIA,

MUSTARI IRAWAN
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